
GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUS$ GUBERITUR LAIUPT'NG

I{oMoR z G I 6o,4 lvt.o2 I HK I 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAII I(ABT'PATEN TULANG BAWANG

TENTANG PERUBAHAN AN(X}ARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII
TAHUT{ AN(X}ARAIT 2023 DAN RAI{CAI{GAI{ PERATURAN BUPATI TULANG

BAWANG TENTAIYG PEN.IABARAN PERUBAIIAN AN(X}ARAN PENDAPATAII DAIT

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERI{UR LAMPUNG,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi oleh
Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk menguji
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum APBD dan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta
Rencana Pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubemur Lampung teirtang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 d,an Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O23;



a

Mengingat 1. Undang-Undarrg Nomor 17 'Iahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 'lahun 2004 tentang Perbendaharaa^r
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Leinbaran Negara Republik indonesia
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telai diubah beberapa kali terakhir
deirgan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keq'a menjadi Unciang-
Undalg (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2J23
Nomor 41, Tambahan kmbarar, Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentar,g Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Le.nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 202.2 Nomoi 4,
Tambahan Lcmbaran llegrira Republik Indonesia Nornor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Norrior 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengau asan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negar:a Republik Indonesia Tahun 2O17
Nomor 73, Tambahan l,r:mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomcr 3 3 Tahun 2ola tentang
Pelaksanaan T,rgas dan Wewenang Gubernur sebagai Waldl
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara F.epublik lndonesia Tahun
2018 Nomor 109, Tarabalan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daera-h (Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik lnclonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemenntah Norlor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umunr Pajak Daeratr dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Ncmor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kolefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pernbangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447i;

1O. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O20 r\omor 1781);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2O21 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Angge.ran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kcpala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Ralcanga.r Peratural Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor
431);

12. Peraturan Mentei Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2O21 tentang
Peraturan Pela-ksanaan Peraturan Perne':intah Nomor 33 Tahun
2018 tentang Pelaksarraan Tugas dan Wewenang Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 No:tror 397);

13. Per aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 20'22 tentang
Pedoman Pcnyusunan ,{nggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahut 2O22 Nomor 972)

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUFT TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWAI{C
TENTANG PF,RUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TULAI{G BAWANG TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAP.{TAN DAN
BELANJA DAEPAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang tentang Perubat an Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggarat 2r.O23 dan Ranca:rgan Peraturan Bupati
Tulang tsawang tentang Penjabaran Perubahan Angg:.ran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
sebagaimana tcrcantum dalam Lampiran Kepur,usan ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bupati bersarna DPRD segera melakukan penyempu:naan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tulang Bawang telltang Perubahan Anggaran Penda.patan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan
Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang p:njabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya
Keputusan ini.
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPIRD Kabupaten Tulang
Bawang, darr Bupati Tulang Bawang menetapkan Ra:rcangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan
Daerah dal Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Penciapatan oan
Belanja Daerah Tatrun Anggaran2023 menjadi Peratllran Bupati
Tulang Bawang, Gubernur mengusulkan kepada l{enteri Dalam
Negeri, untuk melakukan perundaan dan/atau pemotong.ln
Dana Transfer Urnum r;esuai dengan keter^tuan peraturan
perundang-unc.langan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Talrun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang
Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah
disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
tentang Pen-r-bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran
Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peratu:'an Bupati Tulang
Bawang tentang Penjabalan Perubahan Anggaran /endapatan
dan Belarrja Dacrah T'ahurr Anggaran 2023 yang telah rlitetapkan
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang
Perubahan Anggaran Penrlapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati ?ulang Bawang tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Menteri
Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (brjuh)
hari setelah ditetapkan.
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Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal \) o\A obcr 2023

GUBERITUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDT

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik lndonesia Perwakilan Provinsi Lanpung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Tlrlang Bawang di Menggala;
5. lnspekhrr Provinsi Lampung di Bandar Lanpung;
6. Kepala Biro Hukum Selcetariat Daerah Provinsi l,ampung di Bandar tampung.
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L,AI\4PIRAN

KEPI.iTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NoMoR: G / 604 / w.02 / HK/ 2023
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATI]RAN
DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TENTANG PERUBAHAN AI{GGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHIJN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUF,ATI

TULANG BAWANG TENTANG
PEN.]ABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG TENTANG PERUtsAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN TULAI'IG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERqTURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAI\T DAN BELANJA DAERAH'IAHUN
ANGGARAN:2023

1. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 315 ayat (l) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebe:'apa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 202? dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ditetapkan bahwa Rancangan Peraturarr Daerah Kabupaten/Kota tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belzrnja Daerah harrrs mendapat evaluasi
Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, untuk itu dalam proses pelaksanaann /a
agar memedomani:

A. Tahapan dan jadwal proses i)enlrLrsunan Rancangan sebagaimana tercantum
dalam Tabel 1, sebagai berikut:

Per.etapan/ Persetujuan / Surat Keterangan
Nomor Tanggal

,2
4

7OO /s63lREVIU /"tB lVt/ 2023 Telah sesuai
(Sebelum penetapan
RKPD,

T:dak sesuai
(paling lambat
minggu III bulan
Juli)

2 Perubahel Rencana
Keda Pemerintah
Daerah (RKPD)

Uraian

1

No. 
I

3

Reviu Perubahan
RKPD

1 I I Juli 2023

08 TAHUN 2023 t AGTS 2t23

Tabel 1

Tairapan dan Jadwal Proses Penyusrrnan Perubahan APBD
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Penetapan / Pe rsetuj uan/ Surat Keterangan

Telah Sesuai

paling lanbat 30
September

Nomor Tanggal

2
R I 7Co.1.2.1 / 26O-2R I lt /TB / vrt / 2023 3l .IU[,I 2023

9oo.', I ro9 L /v .2lTB lvl]t t2023

900.1. r.4/ r4sl /v.2ITB/LX/2023 26 SEPI 2023

4 Surat Bupati perihal
Penyampaian
Rancangan
Perubahan KUA darr
Rancangan
Perubalan PPAS
Kepada DPRD

Menyampaikan
Rancangan Perda
ten'.ang APBD dan
Rancangan Perkada
tentang Penjabaran
APBD kepada
Gubernur untuk
dievaluasi

Uraian
No

Telah sesuai,
(sebelum
Penyampaiar
Rancangan KUA dan
Rancangan PPAS
oleh Ketua TAPD
kepada Kepala
Daerah)

4

Reviu Perubahan
KUA-Perubahan
PPAS

Telah sesuai,
(paling lambat
minggu II bulan
Agusrus)

2 ACTS 2023

I I Agustus 2023) Kesepakatan antara
Kepala Daerah dan
DPRD atas
RancanAan
Pen.rbahan KUA dan
Rancanga-n
Perubahan PPAS

Tidak sesuai,
(paling lambet
minggu II bulan
Agustus)

Telah sesuai,
(sebelurn
Penyampaian
Rancangan Perda
tentang Perubahan
APBD oleh Kepala
Daerah kepada
DPRD paling lambat
Ivlinggu III bulan
Agustus)

13 SEPr 2023

Persetujuan bersama
DPRD dan Kepala
Daerah

8t397 tV .2 / HK/TB 12023
170/s9lKEPI DPRD -TB / U / 2023

3 t ACTS 2023

25 SEPT 2023

Telah Sesuai,

(Paling lambat
Nlinggu ll bulan
September bagi
daerah yang
,nenerapkan 5 (lima)

hari kerja per
minggu

Telah Sesuai,

paling lambat 3 (tiga)

bulan sebelum
Tahun Angiaran
berkenaran berakhir

RlTOO.t.2.8 /679-r ltn ITBltx /2o2s

9OO.-,.1.4 I t22t /V.2 /'tB,tW\l2023

6

7

8

t7(tlSSlKEPlD ?RD-'|B t'1fi t2023

B13ss tv.2tHK|TBl2023
I70l56/ KEP/DPRD,TB/VIII/2013

Reviu Perubahan
RKA SKPD

Penyampaian
Rancangan Perda
tentang Perubahan
APBD oleh Kepala
Daerah kepada
DPRD

pl3:\4 lv .2lHK t'tB / zo23

9

-'l

3
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Berdasar:kan tabel di atas, terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perunda.ng-undangan, untuk itr"t Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang agar berpedoman pada tahapan dan jadwal
proses penyusunan APBD Tahun Anggar an 2023 sesuai ketentuan bl'tir
F. 1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahtn 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran2023.

B. Kebijakan umum terkait 'lengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
dalam APBD

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Pen ganggaran target pendapatan daerah harus berdasarkan pada

perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk
setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian dan
berpedoman kepaoa ketentuan l,eraturan perundang-undangan sesrrai

ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerir.tah Nomor l2 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Kettangan Daerah.

b. Penganggaran target Pendapatan daeratr meliputi semua penerimaan
uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu
dibayar kembali oleh daerah da:r penerimaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah
eku;tas yang merupakan hak daera-h. dalam 1 (satu) tahun anggararl
sesuai ketentuaa Pasal ?8 ayat (l) Peraturan Femerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolarrn Keuangan Daerah dan butir C.i.
Lampiran Peraturan Menteri Dala:ri Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023.

c. Penganggaran pendapatan Bagian Laba aLas Penyertaan Modal
memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penl/ertaan modal
pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan jumlah total
penyertaan modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan perolehan
manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka
walctu tertentu, sesuai ketentu an Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah,
da:r butir C.2.a.21Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahrun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kinerjanya
belum memadat (performance based), harus dilakukan tangkah-
langkah optimalisasi kine{a sesuai ketentuan peraturan pen ndang-
undangarr, mengingat seluru.h/ sebagian aset dan kekayaan
perusahaarr dimaksud tetap merupalian kekayaan Pemerintah Daerah
yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud
sebagai salah satu lanrpiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
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d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain
adalah mendukung perrrulihal dunia usaha dan optimalisasi melalui
inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk perce;:atan pemulihan
ekonomi dan restrukturisasi tra.rsformasi ekonomi.

2. KeL,ijakan Belanja Daerah

a. Pemerintah Daerah rnen5rusun program pembangunan jangka
menengah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang
berorientasi pada Rencana Pembangunar Daerah pemenuhan
kebutuhan un:san pemerintahatr u"ajib yang terkait der.gan pelayanan
dasar dasar dan perrcapaian $asiaran pembangunan sesuai ketetltuan
butir D.1 Lampiran Peraturan Mentei Dalarn l{egeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun furggaran 2023.

b. Belanja untuk pemenuhan urusan wajib yang terkait Cengan
pelayanan dasar disesuaikan untuk pencapaian Standar Pelayalran
Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untul: pelaksanaan

urusan pemerintahan wajib yang tidak terkart dengan pelayanan dasar
dan urusan pemerintahan lrilihan setelah mempertimbangkan
pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait
dengan pelayanail dasar sebagajmana dimaksud butir D.2 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penymsunan APBD Tah un Anggaran 2C23.

c. Alokasi anggaran untuk setiap Derangkat daerah ditentukan
berdasarkan target kineda pelayanan publik tiap-tiap urusan
pemerintahan dalam mendulorng prioritas pembangunan jangka
menengah daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan
pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan aiokasi
anggara n pada Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud
butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

d. Penganggaran bela-nja daerah harus mendukung target capaian
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan
kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai
pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kervenangan
daerah, dan kemampuan pendapatan daer:ah serta dalam rangka
penangan an Corona Virus Dbease 2019 (COVID- 19) dan dampaknya
terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-
J 9 di berbagai aspek kehidupan, Daik aspek pemerintahan, kesehatan,
sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud butir D.5 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahwn 2022 tentalrg
Pedoman Penl'usunan APBD Tal:un Anggaran 2023.

e. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan tegional,
analisis standar belan1a, dan/atau standar teknis sesuai dcngan
ketentuan peraturan perundang-undaagan sebagaimana dimaksud
butir D.10 Lampiran P:raturan l\Ienteri Dalam Negeri Nomor g4 Tahun
2022 tentang Pedoman Penl'usurran ApBD Tahun Anggaran 2023.
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3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerima€rn yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterim:r kembali, baik pada
tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, sebagaima.rra dimaksud Pasal 2 3 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dan butir E Lampiran Peraturan ir'[erteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentatg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023.

KESESUAIAN RANCANGAN PERA'IURAN DAERAH TENTANC PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTAI\TG PENJABARAN ANGGARAI.I
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDAIIG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN
KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran targer pendapatan daerah semula sebesar
Rp 1 .40O. 653.95 1 .750,0O berkurang s:besar Rp 1 7.cr57.O73. 3 1 9,OO menjadi
sebesar Rp1.382.696.878.431,OO dirinci sebagaimana tercantunr dalam
Tabel 2 sebagai berikut:
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Tabel 2

Pendapatan Daerah

tlttct Polubrlu
LPBD T.hun

Arairnn 2023
(Re)

7-6:2

34,16%

t1rg.t
.t

FcrlLa.l s:Ercator I vo

4=3:z
30,49v.

6=5-25
(17.957.O73.319)

12,73%t 4,6avo

1.400.653.9Sr.7sO

t63 .266 .57 t .524

46.496.702.496

2.060. r 00.000

5,529',o

15,25./o

10c,00%4.554.697.043

109.751.071.985

33,63%

l88 .297 .47 0 .438 25.030.494.914

(e0s.916.s72)

5.126.499.243

1.389.760.OO0

15,33%

10,9i.

67 ,46./.

t9 420 .556 .244

(3s.473.719.513)

r29 . t7 | .624 .229

| . 17 5 .O7 4 .392.47 5

17,7Oo/o

-2,934/.

-3,19./.1.075.I 10.385.900 (35.473.719.513)

99.963.506.975 30,33%o,o0%

0,1 t%

Lain-Lain Pendapatan A6li Daerah
yang Sah

Pendapataa Tianofer Antai Daerah

l,€'in-t^ain Pendapatan Daerah yqng
Sah

1.210.548.1 12.388

1.1 r 0.584.605.413

Retribusi Daerah

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Dacrah

PcI,dapatan Transfer
Pendapatan Tran6fer Pemerintah
Pu sat

2A,OO'v.

-28,OO./, 0,1170

26.439.267 .a3a

26.439.267.838

Lai.rl-lain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Paraturan Peru ndang-
Undangan

30,1O./o

s2.023.201.739

3 .652 .7 aO .47 |

7 t32.O53.a62

30.320.885.879 99.963.506.975

17.514.252.7201

3 .652 .7 aO .47 |

397.s51.857.989

367 .234 .972 . I tO

27 ,OOo/.

30, r3%

25,54"/.

6,500/0

30,33%

32,440,1

20.478.000

20.478.000

19.325.015.118

19.325.015.1l8

0,08%

0,08%

;26.099.860

23.973.563.895

12.642.629.703

Utelen
APBD T.htt! lnggrna 2(ra3

(RPI

S.,ldl trtr.t
Pcrsb.h.! APBD
T.bun lattrrr!
2oil3 d.r tlrart

APBD Trhrq
A!8srrl! 2(x!3

(npl

% d.d acu.lh
Trr8rt Pltqbrhrn

^PBD 
T.hun

Anti..rr 2023
d.n T.rgot A,PBD
TaLu! AnEr.aa

?o2s
(%)

.5

421.545.a99.a8a 1.382.696.878.431 '\zaok

3.449.860.OOO

19,47./.

% ttul Tugot
P.rlbrttn APBD
TrLqq Alttr'rD

2023 dln Raiu..rl
B.Eoat t I llID
Trnur ArStrrn

2023
(%)

3=5:3
PETDAPATATI DAERATI

24,340h

Hasil Per:gclolaan Kckayaan Daerah
yahg di pisahkan

33,O70/.

0

17.5t4.2s2.7201

Pendapatan Hibah
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Berdasarkan tabel di atas kebijakan pendapatail daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD semula sebesar Rp f 63.266.571.524,OO bertambah sebesar

Rp2 5.030.898.9 1 4,00 menjadi sebesar Rp188.297 .47 0.433,00 atau 13, t2o/o

dari total pendapatan daerah s,ebesar Rp 1.382.696.878.43 1,0O diuraikan
sct-,agai bcrikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
l) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah semula sebesar

Rp46.896.702.496,00 bertambal-. sebesar Rp5.126.499.242,OO
menjadi sebesar Rp52.023"201.739,C0 atan 3,7 60/o dai'i total
pendapatan daerah sebesar Rp1.382.696.87 8.431,00 yang
diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Hotel sebesar Rp375.407.392,00;
b) Pajak Restoran sebesar Rp 1. 543. 736. 4O2,OO;

c) Pajak Hiburan sebesar Rp377.535.833,OO;
d) Pajak Reklame sebesar Rp800.0O0.000,00;
e) Pajak Penerangan Jalan senrula sebesar Rp16.828.745.971,O0

bertambah sebesar Rp993.779.527 ,OO menjadi sebesar
Rp17 .a22.525.498,00;

f) Pajak Parkir sebesar Rp280.721.000,00;
g) Pajak Air Tanah sebesar Rp1.000.000.000,00;
h) Pajak Sarang Bumng Walet sebesar Rp26.120.000,00;
i) PaJak Mineral Bukan Logam dan Batuan semula sebesar

Rp1.565.OOO.O0O,0O berkurang sebesar Rp1. 193.779. 527,OO

menjadi sebesar Rp37 1.22O.47 3,OO;
j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBPP2)

semula sebesar Rp22.499.435.898,00 bertambah sebesar
Rp5. I 2 6.499. 242,OO menjrrdi sebesar Rp27 .625.9 35. 1 4 1,00 ;

k) Bea Perolehan Hak Atas l'anah dan Bangunan (BPHTB) semula
sebesar Rpl.600.000.000,00 bertambah sebesar
Rp200.000.000,00 menjadi sebesar Rp 1.800.C00.000,00:

2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar
Rp2.060.100.000,00 bertarnbah sebesar Rp1.389.760.000,00
menjadi sebesar Rp3.449.860.000,00 atan O,?.5o/o dali total
penciapatan daerah sebe:rar Rp1.382.696.878.431,00 yang
diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa L)murn semula sebesar Rp563.24O.000,00
bertarnbal-r sebesar Rp730.760.000,00 meniadi sehesar
Rp 1.294.000.000,00;

b) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp995.360.000,O0
bertarnbah sebesar Rpr659.OOO.OOO,OO menjadi sebes.rr
Rp 1.654.360.000,00;

c) Retribusi Perizinaa lertertu sebesar Rp50 1 . 500.000,00
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Penetapan besaran target pendapatan pajak daer ah dan retribusi
daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan
rctribusi dae;ah serta mempcrhatikan perliraan asumsi makro,
meliputi pertumbutran rasio perpajakan daerah, pertumbuhan
ekonomi, dan tingkat inftasi yang memengaruhi target pendapatan
pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Pasal 102

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah
Kabupaten Tulalg Barvang harus melakukan kegiatan pemungutan
dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi sesuai
ketentuan dalam butir C.2.a. 1).g) Lam.piran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Ncmor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah
dalan: APBD memperhatikan:
a. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan

penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak
daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-
Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
A ntara Pemerintah Pusat oan Pemerintah Daerah;

b. Kebijakan frskal nasional., sesuai maksud Pasa1 97 Undang-
Undang Nomor 1 Tahurr 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c. Insentif liskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan
kemudaha;r berinvestasi. sesuai maksud Pasal 101 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan
Pernerintah Nomor 24 Tahun 2O19 tcntang Pemberian Insentif
dan Kemudahan Investasi di Daerah; dan

d. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jerris
pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penangan€rn
sampah. Biaya penanganzrn sampah didasarkan pada kegiatan
penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 202 I tentang Tata Cara Perhitungan Tarif
Retribusi dak^m Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
Kegiatan penanganan samoah dimaksud dianggarkan dalam sub
kegiatan Penanganan Sarrrpah dengan melakukan pemilahan,
Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan pemrosesan
Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

e. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, pemerintah
Daerai-r harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas
kegiatan pemr-rngutan. Kegiatan pemungutan tersebut
merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besamya pajak yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak
serta pengawasan penj,etorannya, dengan berbasis teknologi.
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f. Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tat,un 2027
tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Dacrah
Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi
Elcktrorrifikasi Transaksr' Pemerintah Daerah, dianggarkan pada
sub kegiatrrn Elektronifi kersi Transaksi Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, untul< penggunaan Pendapatan Bagi l'asil
Pajak Kendaraan Bermotor berpedoman pada ketentuan Pajak
Kendaraan Bennotor paling sedikit 1O7o (sepuluh persen) harus
dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau
pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana
transportasi umum sesuai ketentuan butir D.16.d.2).a).(3)
Lampiran Peraturan Menleri Dalam Negeri Ncmor 84 Ta}rur. 2022
tentang Pedoman Penyusunair APBD Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan, untuk pengguneran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
paling sedikit 50% (lirna puluh persen), dari target Pendapatan Bagi
Hasil Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai
pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan huktrm oleh
aparat )/ang berwenang. Selanjutnya, pelayanan kesehatan
masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman pala
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Krtentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan
digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk
penganggaran iuran Peke{a Bukan Penerima Upah (PBPU) d,rn
Bukan Pekerja (BP) yang didaJtarkan Pemerintah Daerah dalam
kepesertaan proq"am .IKN menuju Universal Herlth Coverage,
selain itu dapat juga Cigunakrrn untuk penganggaran bantuan iuran
PBPU dan RP yang didaftarkan Pemerintan Daerah, penganggaran
bantuan iuran PBPU dan B? kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi
iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sesuai
dengan Peraturan Presiden Nr:mor 82 Tahun 20 18 lentang Jaminan
Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peratrrran Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan
Menteri Kese I'ratan Nomor 40 Tahun 2O 16 tentang Pet.:njuk Tel:nis
Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat, sebagaimana ielah ciiubah dengan peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 dan butir G.6 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g4 Tahun 2022 tentatg
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penganggaran target pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan semula sebesar Rp4.5Sg.697.043,00 berkurang
sebesar Rp905.9I6.572,C0 me,jadi sebesar Rp3.652.780.471,00 atau
o.26vo dai total pendapatan Daerah sebesar Rpr.3g2.696.g7g.43r,00.
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Pemerintah Kabupaten T\rlang Bawang harus memperhatikan uilai
kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi,
sosial dan/atau manfaai lainnya dalarn jangka waktu tcrtentu, antara
lain:

a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa
deviden, bunga dan pertumhuhan nilai perusahaan daerah yang
mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan [.ag: hasil investasi
sejumlah tertentu dalam jangl<a waktu tetentu:

c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu
sebagai akibat langsung dar: investasi yang bersangkutan;

d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumiah tertentu dalam

Jangka waktu tertentu sebagai akibat langsrrng dari investasi yarg
bersangkutan; dan/ atau

,:) pcningkatan kc s'-j:rh tcraar r masyarakat sebagai akibat dari
investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nonor 52 Tahun 2O12 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah,
sebagaimana maksud butir C.!2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri
Dalanr Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedonran Penyusunan
APBD Talrun Anggaran 2023.

Selanjutnya, terhadap penyerl.aan modal sampai dengan Tahun
Anggaran 2022 yang kinerjanya belum memadai (performance based),
harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengirrgat
seluruh/ sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap
merupakan kekayaan Pemer:.ntah Kabupaten Tulang Bawang yang
tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud
sebagai salah satu lampiran laporan Keuangan Pemerintah l(abupaten
Tulang Bawang

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga harus lebih
mengefektilkan peran dewan komisaris sebagai pemeg€ulg saham
pengendali dan penajirman Rap{rt Umum Pemegang Saham (RUPS) ke
arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi
Pemerintah Kabupaten Tular g Bawang sesuai dengan tujlran
penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daeratr yalg Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah semula sebesar Rp109.751.071.985,00 oertambah sebesar
Rp 1 9.420.556 .244,OO menjadi sebesar Rp I29. 17 1.628.229,00 atan
9,34o/o dari total pendapatan daerah sebesar Rp l. 382. 696.878. 43 1. 00.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diuraikan ke daiam
objek pendapatan sebagai berikut:
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1) Jasa Giro semula Rp5.670.903.688,00 atau O,41%o dari total
pendapatan daeiah sebesar Rp 1.382.696.878.431,OO dapat
dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (a) dan Pasal 3l alat
(4) huruf d Peraturan Psmer intah Nomor 12 Tahun 2C19 tentang
Pengclolaan lr.euatrglan Dacral, dan butir C.2.a.3).a).(a) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Penerimaar Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar
Rp4.330.450.956,O0 atau 0,317o dari total pendapatan daerah
sebesar Rp1.382.596.878.431,00 dapat diarrggarkan sesuai
ketentuan Pasal'24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf h Peraturan
Pemerintah Nomoi' 12 Tahurr 20l9 tentang Pengelolaan keuangan
Daerah dan butir C.2.a.3).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2O2)- tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggarar^ 2023.

3) Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp3.120.992.591,00 atau
O,23o/o dari total pendapatan daerah sebesar
Rp 1.382.696.878.431,O0 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal
24 ayat (a) dan Pasal 31 a)'at (4) huruf n Peraturau Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kcuangan Daerah dan
butir C.2.a.3).a).(l+) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tafuan 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

4) Pendapatan BLUD semula scbesar Rp71 .050. 150.750,00
berkurang sel,esar Rpl f .802.807.605,00 menjadi sebesar
Rp59.247.3a3. 145,00 atau 4,28o/o dari total pendapatan daerah
sebesar Rp 1.382.696.378.4 31,00 dapat dianggarkan se,:uai
ketentua-n Pasa) 24 ayat (4) dan Pasal 3 1 ayat (4) huruf o Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan butir C.2.a.31.a).(15) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

5) Pendapatan Dana Kapitasr Jarninan Kesehatan Nasional (JKN) pada
Pasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) semula sebesar
Rp25.578.574.000,00 bertrmbah sebesar Rp31.223.363.84E,00
menjadi sebesar Rp56.8C1,937.848,00 atau 4, 11% dari total
pendapatan daerah sebesar Rp 1.382.696.878.431,00 Capat
dianggarkan sesuai ketentuatr Pasal 24 eyat (4) dan pasal 31 ayat
(a) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(16) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam lft:geri Nomor g4 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penl.usunan APBD Tahun Anggaran 2023
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2. Pendapatan Transler

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan
Transfer semula sebesar Rpl.2 10.548.1 12.388,00 berkurang sebesar
Rp35.473.719.513,00 menjadi st:besar Rp1.175.074.392.875,00 atau
84,98o/o dari total pendapatan daerah sebesar Rp 1.382.696.878.431 ,OO.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer, yalrg diuraikan pada jenis
Pendapatan Transfer Pemerintah Frstrt sem,rla sebesar
Rp1.11O.584.605.413,OO berkurang sebesar Rp35.473.719.513,00
menjadi sebesar Rp1.075. 110.885.900,00 atau 77,75o/o dari total
pendapatan daerah yang diuraikan pada objek penCapatan Dana
Perimbangan semula sebesar Rp98O.977.256.413,O0 berkurang
sebesar Rp35.473.7 19.5.1 3,00 menjadi sebesar Rp945.503.536.900,00
atau 68,38% dari total pendapatan daerah sebesar
Rp 1.382.696.878.431,00 yang cli.rraikan ke dalam rincian objek
pendapatan:

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar
Rp32.032.398.541,0O bertambah sebesar Rp1.O54.974.359,0O
menjadi sebesar Rp33.087.372.900,00 belum sesuai dengan alokasi
anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun
2022 ter.tang Rincian Anggararr Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp29.27 5.54O.000,00;

b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar
Rp595.837.586.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran )'ang
tercantum dalam Peraturan 9rcsiden Nomor 130 1'ahwr,2022 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja llegara Tahun Anggaran
2023;

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp139.806.471.000,O0 telah
sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan
Presiden Nomor 130 Tahun 2A22 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula sebesar
Rp213.300.8OO.a72,OO berkurang sebesar Rp36.528.693.872,OO
menjadi sebesar Rpi76.77?..107.000,00 telah sesuai dengan alokirsi
€rnggar€rn yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nornor 130 Tahun
2022 tenlang Rincian A nggaran .Pendapatan dan Belanja Negala Tahun
Anggaran 2O23;

e. Dana Desa sebesar RpL29.60T .349.000,00 telah sesuai der:gan alokasi
anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun
2022 tenter,g Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023.
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B. Kebijakan Belanj a Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah semula sebesar
Rp1.417.153.951.750,00,00 bertambah sebesar Rp10.314.370.998,00,00
menjadi sebesar Rpl.427.46E.322.748,0O, dirinci sebagaimana tercantum
dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Terhadap rincian obJek Pendapatan Tran sfer Pemerintah Pusat
sebagaimana tercantum pada huruf a tersebut dlatas, agar dilakukan
penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nonor 13O Tahun 2022 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023,
sesuar ketentuan butir C.2.b.+).a).(i), butir C.2.b.al.al.(21, L,utir
C.2.b.a).a).(3), butir C.2.b.al.al.$1, butr C.2.b.a).a).(5), dan butir
C.2.b.a).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Norr,or 84 Tahun
2022 ter:talrg Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2O23.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harr's menggunakan
pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggrrnaannya sesuai
dengan ketentuari peraturan perundang-undangirn sesuai ketentuan
butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggotan 2023.

Dalam hal pellganggaran dana transfer ke daerah, penggunaannya tidak
sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkeqaan, Pemerintah Daerah
melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah
dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebttl., penyeslrala,n penganggaran dana
Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor O5O-5889 Tahun 2O2 t tentarlg Hasil Verifikasi dan Va-iidasi
Pcmutakhiran Klasifikasi, Kodefil<asi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900. 1. 15.5- f 317'nahun 2023.
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Belanja Daerah

Utrlen

8=5:3

BeLanja Operasi

Bclarrja Barang dan Jaea

Belanja BunSa

Belanja Subsidi

1.417, r53.951.?50

994.576 S8.670

419.260.893.333

227.244.O17.434

79.393.6C l 450

2,620h

2,59./.

2,94otn

\a,87./o

24,42o/.

30,190/o

4 L,96q/

19,030/o

0,00%

Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B€lanja Modal Oedung dan Uangunan

Bclanja Modal Jalan, Jaringan, oan Irigasi

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

4:t,O4o/o 541.586.167.391

ra,94vo (2.161 794.9141

0

4.437 .223.O76 13.612.776.9241

199 .723 .992 . 1 99 @.344.374.O761

s 547 306.174 65 t.625.924

5,33%

2,430/0

t2,61%

o,oo%

Targ.t RGdIr.d 8o&oat r
I

oh

2 3 5

1.427,468.322.748

4-3.2

25,OOo/o

7=6.26=5 2

1o.314.970.998

26.201.rt1.422

354.232.767.465

309.396.263.570 30,9Ao/.
1.o24.777 .679.492.

527.928.362.65r

-o,520/"

1.OO0.O00.OOO 0,00%

4,n 60/o5,869i,

o

r4 705.101.O00

1000000000

61.802.1 13.6a6 3t,220/.

0,00% c,009,"

8,54Vo

0,000/"

-3,84./,,

- t3,75./.

109.378,882. r31

o

0

JO ol-+-0l
o23 09 0

9a 295 97 u o (7.925.588.824)

\4.982.274.O4t1

3 .124 .7 34 .944

{6.a88.23 r.471)

31.246.361.93r

52.763.t37.139

816.145.780

r.493.415.896

| 3 .790 . t2a .923

2,50%

l2,gAYo

o,oo% 5. r41.0a6.780

604.O23.060

0,@o/o

7 ,50"/. 4.437 .223.076

o

604.023.060

2t-.284.290.69A

7,500/.

t3.370/"

13,61%

t4,o50/o

t 3,6 l,/o

13,66Yo

-44,880/o

13,310/.

-44,884/0

-2,13%

B€Lanja Modal Aset i,ainnya

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Tidak Terduga

Belarrja Bagi Hasil

2.7 54.644.686
Belanja Bantuan Sosiel

Bclanja Modal

4,59"/.
1 .664.645.317

8.OsO.000.000

8.050 000.000

199.176.686.025

o,oo./.

8,2tvo

59.6sr 358.610

4.324 86l.OO0

204.O72 366.275

4.89:,680.250

3.29C

2O6.45s.016.805 | 16.948.19C. r 36

47.O97 012.6A6

30o.0oJ 
I

0,00%

27.244.290.694 (5.0o0.0o0.oo0) -2,51o/.

APBD tahu! Araattl! 2(Nxl
(RPl

I

BELAIIJA DAERA:I

Belanja Hibeh

Trrtat P.anbsha!
llBD Trlun

Alggrran 2023
(np)

S.Uath tr4!t
Perubrhrn APBL
fduln AnJErru
2m3 drrt T.rgct

IPED T.lu!
Alflarrlr 20:13

(RP)

% d.rt Scu.tir
Triict

PGr[bair.P
IPBD Trhu!

As8rlrrl 20:13
dr! Trrtot

APED TT-htn
AngF aD 2V23

l%t

96 .lrrl T.EGt
Pcrub.tan APBD
Trtun Algtretr

2023 dr,r Radl.r.t
Scrd.ttcr I APBD
Trturr Anf,t r..

2023
t%t

o,73./"

Belanja Petawai 13.657.804.740

417.099.O98.415_]-_

o,00%

36.22e 640.012

106.250. r 47. 183

-l I,55o/o

Belanja Tidak Terduga

Bcla,lja Transfer

13 .6 t2 .7 7 6 .924)

194.176.68t, O25

0,00%

13,700/0
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Tabel. 4

Urusan Pemerintah Daerah

Behqle Raalo
terhadap

Total
Belrtr.Js

Daerqh (o/o)

Uruaan PeEerintahaa Beleqja TtdrLBe1a4a Olrcrarl Bclqnja uodal Eelalrjs Traasrbr Ju.Elah Behtrjq

{Rp) ( )

URUSAN PEMERINTA;{AN WA.JI3 YANG tsERKAITAN
DENGAN ?ELAYANAN D.{SAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 336.360.994.1 J 7 59.323.12t.952 o O 395.6a4. I 15.059 27 ,72vo
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 22.622.934.600 0 249.37 8.A35.422 t7 ,470/o

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMLIV
DAN PENATAAN RUANG 24.774.37i.946 tt2.646.272.O79 o o 141.420.644.065

URUSAN PEMARINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN
i(AWAS}.N PERMUKIMAN

6 6C0.5()7 038

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN
DIN KE"TERTIBAN UMUM SERTA PERLTNDUNGAN
MASYARAKAT

19.566.063.553 467 -547 .900 0 o 20.o33.6I r.453 1,40%

URUSA N PEMERIN1'AHAN BIDANG SOSIAL 8.911.13s.364 19.897.000 0 8.931.032.364 o 630/

URU':AN PEMERINTAThN VTAJIB YANO TIDAK
BERLAITAN DENGAN PELAI'ANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 4.074.918.931 o o o 4.074.918.93r o,290/0

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN T.NAK 5.038.302.475 2.251.500 o o 5.040.5s3.975

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANC PANGAN 3.603.442.2t3 o o 3.603.442-213 0 2svo
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANC PERTANAHAN o o 0 o o ooo/"

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DA].I PENCAT,ITAN SIPIL

9.7 ),4.504.497 81.800.O00

109.894.200

o o l 9 -796.30A.897 O,690/o

6.144.A0r.656 0 o 6.254.695.856 a,440/"

0,56%URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA 7 .94a.O36.O29 o o o 7.944.036.O29

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN
PENI)UDUK DAN KELUARGA BERENCANA I1.100.988.977 o o o,78Vo

o,6aok9 .7 07 .57 5 .220 o o

o,350/o

o 11.100.988.977

oURUSAI,J PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 9.7 07 .575.220

226 .7 55 .900 .a22 ol
9,910/o

o

o

0
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Belallja Raalc
terbsdap

Total
Bcl,rnjs

Dqcrah (%)

Urusan PeEerlutahan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATiSTIK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
URUSAN PF]MERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

URiiSAli PEMERINTAHAN BIDAi{G (t RSIpAi'i
URUSAN PEMERINTAHAN PILIH,{N

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMEzuNTAHAN

PERENCANAAN
KEUANGAN
KEPEGAU/AIAN

BelaaJr Opereti Belalr.:a Modal

3.710.984.965

t)

BeIaDls Tldak
Terduga P3lalrjr Transfer Ju'nlah Belanjs

(RP)(RPl

o,6)"/oo

o

a .7 a5 .244 .400

4.655.477 .432

5.47 4.744.464

o,J30/o

o,410h

a,500/07.r99.716.087

38.500.000 o,ooo/o

o

o

0

o

o o
0

5.874.788.864

7.156.688.O87

8.7a5.244.4CO

4.595.877 .432 60.o00.000

o

38.500.OO0

2.432.793.671
13.800.oo0

URUSAN PEMERIT{TAHAN BIDANC KOMUNIKASI DAN
INFCRMATIKA

URUSAN PEMERIMAHAN BIDANO KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANO KOPERASI, USAHA
KECIL, DAN MENENGAH
URUSAN PEMERINTA}:AN BIDANG PENANAMAN
MODAL

13.800 000 o,o00/"

o

o

o
o

2.466.t44.67 | o,t7%o

a 37"/.5.247.833-t2A 0 o

33.391 .OOO

3.740.4O9.165 o,26%

0

o o

o o0

29.424.200

o,3lo/"4.404.205.659 o

3.9l4.OOO

0 o

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEI.AUTAN DAN
PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWTSATA
URUSAN PEMERIN'IAHAN BIU.^,}IG PERTANIAN 1).946.82'.i .464 1 ,4oo/ot9.aat.a27 .464 65.O00.000
TJRUSAT] PEMERINTAHAN ETDANG KEHUTANAN 0,000/oO o

o
o

0
o

0,ooo/"
URUSAN PEMERIT\ITAHAN BIDANG ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL o

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANCAN

o

o 4.818.580.352 o,340/o4.758.580.352
o,o70/oURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 936.500.OO0

377 .500.250 0,03%
936.500.O00
377.500.250

o
o

0o

0
o
o

60.000.o00

o
o

s, 130/o71.403.42s.119 1.4s7.689.050 0 o | 73.26r.114.169
58.841.13r.495 4,120kSEKRETAPIAT DPRD 58.669.986.49s 17 1.145.000 () 0

o,ooo/oUNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
o 1o.459.491.207 o,73./"to .459 .49 t .207

r99.723.992.t99 254.43t.67 6.t93 t7 ,820/049.480.200.918
0

790.260.000 4 .437 .223 .O7 6

o

5.s 19. ! 42.502 o,39%5.473.828.502 45.314.O00 0 o
1.103.939.000 o,o80/.PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.103.939.OOO o o o

o,35%4.930.209.413 96.143.500PENELITIAN DAN PENCEMBANGAN
PENGELOIAAN PENGHUBUNC o o

0
0

5.026.353.313
o,o0%o

UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

IRD} (RDl (Rp)

c

43.023.OCC

0

5.2st.767.128

0,o0%

4.404.205.659

SEKRETARIAT DAERAH

o
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194.529.427.941 4.43?.223,075 r99.'i2?.9?2.t99

B,:lanJa RaBlo
terhadrp

Totel
Bclcqja

Drcrsh (%)

UruaaD Pe8rerhtaha[ Belanja 'r'ldak
Belads Opctaal BehnJa Model Bela4a TtaEsfer Jr:mlah BelarJE

INSPEKTORAT DAERAH
UNSUR KE\N ILAYAHAN

4.944.O99.634 ()

27.691.473.415 o

28.010.333.439 o

0 o 14.949.O99.e34

27.69r.473.415KECAMATAN 0 o t,94"/o
UI.ISUR PEMEzuNTAH]A.N UMUM
KESATUAN BANGSA DAN rcLITIK o 28.010.333.4390 1,96Yo

Total 1.o24.777.679.492 L.427.46A.322.'t4A 1OO,OO7.

I {RDl
1,05%



Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, kebijakan belanja daerah
sebesar Rp l. 427 .4 6a.322.7 4A,OO terdiri d ari:

1) Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Orgarr,sasi
diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan
Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan
Dengan Pelayanan Dasar semula sebesar Rp777 .666.287 .6 1 6,00
bertambah sebesar Rp44.472.458.795,00 menjaoi sebesar
Rp822.L38.746.4 11,00 atau 57,59o/o dari total belarja daerah
sebesar Rp 1 . 4 27 . 4 68.322.7 48,OO terdiri dari :

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sernula
sebesar Rp376.070.1 14.033,00 bertambah sebesar
Rp 19.614.OO2.036,00 menjadi sebesar Rp39.5.684. 1 16.069,00
atau 27,7lo/o dari total belanja daerah sebesar
Rpl.427 .468.322.7 48,00;

2) Urusan Pemerintaha:r Bidang Kesehatan senrula
sebesar Rp216.555.979.969,OO bertambah sebesar
Rp32.822. 855.4 53,O0 menjadi sebesar Rp249.378.63 5.422,OO
atau 17,47o/u Cari total belanja daerah sebesar
Rp 1.427 .468.322.7 4a,0O;

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekeq'aan Umum dan Penataan
Ruang semula sebesar Rp 146.373.097 .317 ,OO berkurang
sebesar Rp4.952.453.252,OO menjadi sebesar
RpL41.420.644.065,00 atau 9,907o dari total belar:ja daerah
sebesar Rpl.427 .468.322.7 4a,OO;

4) Urusan Pemedntahan Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman semula selrcsar Rp8.303.292.098,00 berkurang
sebesar Rp 1.6 12.785.060,00 menjadi sebesar
Rp6.69O.507.038,00 atat 0,460/o dari total belanj a daerah
sebesar Rpl.427 .464.322.7 48,OO;

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraruan dan Ketertiban
Umum Serta Pertindungan Masyarakat semula sebesar
Rp21.196.846. 187,00 berkurang sebesar Rp1.163.234.734,OO
menjadi sebesar Rp20.O33.61 1.453,OO ataru l,4Oo/o dari total
belanja daerah sebesar Rp 1.427 .4 68.322.7 48,OO ;

6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial semrria sebesar
Rp9.166.958.012,00 berkurang sebesar Rp235.925.648,00
menjadi sebesar Rp8.93l.032.364,00 atanu O,620/o dari tctal
belanja daerah sebesar Rp 1.427 .468.322.7 48,OO ;
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b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang TiCaL Berkaitan Dengan
Pelayanar r Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak
Berkaitan Dengan Pelayanan f)asar s:mula sebesar
Rp96.259.126.902,00 berkurang sebesar Rp5.957.686.185,00
menjadi sebcsar Rp90.301 .44O.7l7,OO atau 6,320/o dari total
belanja daerah sebesar Rpl.427 .468.322.74E,OO terdiri dari:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja semula sebesar
Rp4.221.O4 1.7 72,OO berkura.^rg sebesar Rp146. f 22.84 1,00
menjadi sebesar Rp4.0'74.9f 8.931,00 atart O 28o/o dari total
belanj a daerah sebesar Rp 1 . 427 . 4 6a.322.7 4a,OO ;

2l Urusan Pemerrntahan Ilidang Pemberdayaan Perempuan cian

Perlindungan Anat semula sehesar Rp4.914.537.213,00
bertambah sebesar ltpl26.016.7 62,OO menjadi seb:sar
Rp5.0a0.553.975,00 atau 0,35%o dari total belanja daerah
sebesar Rp|.427 .468.322.7 48,OO;

3) Llrusan Penrerintahan Bidang Pangan semrrla sebesar
Rp4.292.396.048,00 berkurang sebesar Rp688.953.835,00
rnenjadi sebesar Rp3.603.442.213,00 atau O,25Vo dari total
belanja daerah sebesar Rpl.427 .468.322.7 48,OO;

4l Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup senrula
sebesar Rp9.577.89a.498,00 bertambah sebesar
Rp2 1 8.4 1 4.399,00 menjadi sebesar Rp9. 796.308.897,00 atau
O,68o/c, dari total belanja daerah sebesar
Rp I .427 .4 68.322.7 48,OO ;

5) Llrusan Pemerintahan Bidang Admirristrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil semula sebesar Rp6.363.573.329,OO
berkurang sebesar Rp 108.877.473,00 menjadi sebesar
Rp6.254.695.856,00 atau 0,437o dari total belanja daerah;

6) Ur.rsan Pemerintahan Ltidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa semula sebesar Rp8.063.9 12.780,00 berkrrrang sebesar
Rp 1 1 5.876.75 1,00 menjadi sebesar Rp7.948.036.029,00 atau
0,55o/o dari total belanja daerah sebesar
Rpr .427 .468 .322 .7 48,OO;

7l Llrusan Perr'.erintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana :;emula sebesar Rpl 1.089.358. 100,00
bertambah sebesar Rp11.630.877,00 menjacli sebesar
Rp I 1. 100.988 .977 ,OO atau O,77o/o dari total belanja daerah;

8) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubuugan sernula sebesar
Rp9.888.049 888,00 berkurang sebesar Rp180.474.668,00
menjadi sebcsi,.r Rp9.707.575.22O,OO atau 0,687o dari total
belanja daerah sebesar Rp7.427 .468.322.7 48,OO;



-25-

9) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
semula sebesar Rp14.173.548.183,00 berkurang sebesar
RpS.388.303.783,00 menjadi sebesar Rp8.785.244.400,00
atau O,610/o dari total belanja daerah sebesar
Rp 1.427 .46a.322.7 48,Oo ;

10) Urusan Pem,:rintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah semula sebesar Rp4.595.877.432,OO berkurang
sebesar Rp1.136.7'11.875,OO menjad,l scb:sar
Rp4.655.877.432,00 atau 0,32% dari tota.l belanja daerah
sebesar RpL.427 .468.32.2.7 48,OO;

11) Urusan Pemerintahan Bidang Petranaman Modal semula
sebesar Rp6.787 .260.078,00 berkurang sebesar
Rp9 12.47 1.2 14,00 menjadi sebesar Rp5.874. 788. 864,0O atau
O,4ly" dari total belanja daerah sebesar
Rp I .427 .4 68.322.7 48,OO ;

121 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Can Olahraga
semula sebesar Rp6.55a.406.03O,0O bertambah sebesar
Rp645. 3 I 0.057,00 merljadi sebesar Rp7. I 99. 7 1 6. 087,00 ertau
0,5O% dari tot..i belanja daerah sebesar
Rp 1.427 .468.322.7 48,OO;

13) Urusan P:merintahan Bidang Statistik semula sebesar
Rp50.000.000,00 berkurang sebesar Rp11.500.000,00
menjadi sebesar Rp33.500.000,00 atau O,O2Vo dari t<t,a1

belarrj tr dacrah sebesar .Rp 1.427 . 4 56.322.7 48,OO ;

14) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian semula sebesar
Rp35.0O0.O00,00 berkurang sebesar Rp21.200.000,00
menjadi sebesar Rp13.800.000,00 atau O,O96ok dari total
belarrja daerah sebesar Rpl.427 .4b8.322.7 48,QO;

15) Urusan Pemerintalran Bidang Kebudayaan senrula sebesar
Rp702.500.000,00 bertanbah sebesar Rp1.763.682l.671,00
menjadi sebesar Rp2.466.184.671,0O atau O,17Yo dari total
belanja daerah sebesar Rpt.427 .468.322.7 48,OO;

16) Urusan Pemerintahan I3idang Perpustakaan semula sebesar
Rp3.6 18.072.876,00 bertambatr sebesar Rol22.7 36.289,00
rnenjadi sebesar Rp3.7.+0.809. I 65,00 atau 0,260/o dari total
beianja daerah sebesar l?.p | .427 .468 .322 .7 4a ,OO;

17) Urusan Pemerintaha.n Bidang Kearsipan seruula sebcsar
Rp134.986.800,00 berkurang sebesar Rp134.986.8C0,00
rrrenjadi sehesar Rp0,00 atau 0,0% dari total belarrja daerah
sebesar Rpl.427 .468.322.7 4a,OO.

Urusan Pemerintahan Pilihan

Alokasi anggaran Un-rsan Pemerintahan Pilihan semula sebesar
Rp37.999.680.9O2,0O berkurang sebesar Rp2.264.300.049,0O
menjadi sebesar Rp35.735.380.853,00 atau 2,5OV" dari trtal
belanja daerah sebesar Rpl .427 .46a.322 .7 4a,OO terdiri dari:

c
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1l Urusan Per:rerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan semula
sebesar Rp5.357.032.586,00 berkurang sebesar
Rp105.265.4.s8,00 menjadi sebesar Rp5.251.767. 128,00 atau
0,360/" dari total belanja daerah sebesar
Rp 1.427 .468.322.7 48,OO,

2) Urusan Pemeriutahan Bidang Pariwisata semula sebesar
Rp6.160.924.905,00 br:rkurang sebesar Rp1.756.719.246,OO
menjadi sebesar Rp4.4t)4.205.659,O0 ataa O,3Oo/o dari total
belanja daerah sebesar Rp 1 .427 .468.322.7 48,OO ;

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian semula sebesar
Rp2O.7 7 6. 106.224,OO berkurang sebesar Rp829.27 8.7 60,OO

menjadi sebesar Rp19.946.827.464,00 atau 1,39olo dari tt-rtal
bclanja dacrah sebesar IlpT .427 .468.322 .7 48,OO:

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan semula sehesar
RpS.088.015.937,00 berkurang sebesar Rp269.435.535,00
menjadi sebesar Rp4.8l 8.53O.352,OO atau 0,33%o Cari total
belanja daerah sebesar RpL.427 .468.322.7 4a,AO;

5) Urusan Pemerintahan l3idang Perindustrian sernula sebesar
Rp540.000.0CU00 bertarnbah sebesar Rp396.500.000,00
men;adi sebesar Rp93ti.5OO.OOO,OO atau 0,0670 dari total
belanj a daerah sebesal Rp 1 .427 .4 68.322.7 4 8,OO ;

6) Urusai-r Pemerintahan Bidang Transmigrasi dianggarkan
semula sebesar Rp77.601.250,0C bertambah sebesar
Rp299.899.000,00 meniadi sebesar Rp377.500.250,00 atau
O,O2o/o dari total belanja daerah sebesar
Rpt.427.468.322.748,OO.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
semula sebesar Rp 146.524.834.690,OO berkurang sebesar
Rp14.422.589.026,00 merrjadi sebesar Rpl32. 102.245.654,00
atau 9,25o/o dari total belanja daerah sebesar
Rpl.427 .468.322.7 4 8,OO terdiri dari:

1) Sekretariat Daerah semula sebesar Rp78.308.376.723,OO
berkurang sebesar RpS.O47.262.554,00 menjadi sebesar
Rp73.261.114.169,00 atau 5,13% dari total belanja daerah
sebesar Rp I . +27 .468.3'.22.7 48,0O ;

2) Sekretariat DPRD semula sebesar Rp68.216.457.967,OO
berkurang sebesar Rp9.375.326.472,OO merrjadi sebcsar
Rp58.841.131.495,00 atau 4,72Yo dari total belanja daerah
sebesar Rpl .427 .468 .3'22 .7 48,OO .



e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Aloliasi aoggaran Unsur F'enunjang Urusan Pemerirrtahan semula
sebesar Rp306.497.3,40.441,00 berkurang sebesar
Rp29.956.738.226,OO menjadi sebesar Rp276.54O.602.215,OO
atau l9,37Vo dari total belanja daerah sebesar
Rpl.42 7 .468.322.7 48,OO terdiri dari:

1) Perencanaan semula sebesar Rp12.779.317 .224,OO

berkurang sebesar Fp2.319 .826.0 i 7,00 menjadi sebesar
Rp10.459.491 .2O7,OO atau 0,7396 dari total belanja daerah
sebesar Rp | .427 .468.322.7 48,OO;

2) Keuangan semula sebesar Rp281.03 1.208.475,00 berkurarg
sebesar Rp26.599.532.282,OO mer'jadi sebesar
Rp254.43L67 6.193,0C atau 17,82o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp 1.a27 .4 68.322.7 48,OO;

3) Kepegawaian semula sebesar Rp6. 590. 680.039,00 berkulang
sebesar Rpl.C7 i.537.537,00 menjadi sebesar
Rp5.519.142.502,00 atau 0,38% dari total belanja daerah
sebesar Rpl.427 .464.32.2.7 48,OO;

4) Pendidikar, dan Pelatihan semula sebesar
Rp1.591.649.000,00 berku;ang sebesar Rp487.710.000,00
menjadi sebesar Rpf .103.939.000,00 atav O,O7o/a dari total
belanja daerah sebesar Rpl.427 .46a.322 .748,OO1,

5) Penelitian dan Pengembangan semula sebesar
Rp4.504.485.703,00 bertambah sebesar Rp521.867.610,00
menjadi seb.:sar Rp5.C126.353.313,O0 atau O,35%o dari total
belanja daerah sebesar Rp 1 .427 . 4 68.322.7 48,O O ;

f. Unsur Pengau,asan Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Uru.sa..r Pemerintahan
semlrla sebesar Rp14.490.653.223,OO bertambah seb,.)sar

Rp457 .446.4 I 1,00 menjadi sebesar Rp 14.948.099.634,00 atau
I ,05% dari total belanja daerah sebesar Rpt.427.1,68.322.748,OO
terdir:i dari Inspektorat Daerah semula sebesar
Rp14.490.653.223,OO bertambah sebesar Rp457.446.411,00
menjadi sebesar Rp14.9a8.099.634,O0 atau l,O4o/c dari total
belanja daerah sebesar Rp l . 427 . 4 68. 322.7 4 8,OO.

g. Unsur Kewilayahan

Alokasi anggar€rn Unsur Kewilayahan semula sebesar
Rp3O.02 1.72O .2a4,OO berkurang sebesar Rp2.33O.246.469,OO
menjadi sebesar Rp27.691,.473.815,00 atau l,94Vo dari to':al
bclanja dacrah sehesar Rpl .427 .46a .322 .7 48 ,OO terdiri dari
Keca:natan semula sebesar Rp3O.O2l .72O 284,OO berkurang
sebesar Rp2.33O.246.469,OO menjadi sebesar
Rp27.691.473.815,00 atau l,94o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp7.427 .46a.322.7 4a,OO.

-27 -
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h. Unsur Pemerintahal Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum semula sebesar
Rp7.694.307. rr92,OO bertainbah sebesar Rp20.3 1 6.025 .7 47,OO
menjadi sebesar Rp28.0l0.333.439,OO atau 1,96%o dari total
belanja daerah sebesar Rpl.427 .468.322.74a,OO terdiri dari
Kesatuan Bangsa dan Politik semula sebesar Rp7.694.3O7.692,OO
bertambah sebesar Rp20.316 O25.747,CO menjadi sebesar
Rp28.010.333.439,00 aiau 1,96%o dari total belanja daerah
sebesar Rpl.427 .468.32'2.7 48,OO.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
mengalokasikan belanja daerah:

a. Untuk mendanai penyclenggaraErn urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 282 ayat (1) Undang-
IJndang Nomor 23 Tahun 2C14 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023.

b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 53
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahurr 2019 tentarrg Pengelotaan
Keuangan Daerah.

2) Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan
Dasar da.lam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan semula sebesar
Rp 106.tt92.425.600,00 bertambah sebesar Rp23.0 1 0. 1 09. 576,00 menjadi
sebesar Rp129.702.535.176,00 ata:u 32,77yo dari total belanja Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp395. 684. 1 I 6.069,00 Alok.rsi
anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai
berikut:

1) Kegiatan Pcngelolaan Pendidikan Sekolal, Dasar semula sebesar

Rp70.161.151.250,00 bertambah sebesar Rp2.900.0O0.40000
menjadi sebesar Rp73.06 f . 15 1.650,00

2) Kegiatan Pengelolaan Pendiclikan Sekolah Menengah Pertama
semula sebesar Rp50.318.884,600,00 bertambah sebesar

Rp2.7OrJ.000.000,O0 menjadi sebesar Rp53.0 18.884.600,00

3) I(egiatan Pcngelolaar,r Pendidrkan Anak Usia Dini (PAUD) semula
sebesar Rp6.440. I 5 1.000,00 bei'tambah sebesar Rp 1.377.750.000,00
menjadi sebesar Rp7.8 17.90 1 .000,00

4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan semula

sebesar Rp3.613.828.750,00 t,erkurang sebesar Rp42.000.000,00
menjadi sebesar Rp3.57 1.828.750,00.
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harus memenuhi indikator SPM Penoidikan sesuai ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 'I'ahun 2O18 tentang Standar Pelayanan Minimal,
Peraturan Menteri Dalam Neger-i Nomor .59 Tatrun 202 1 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peratrrran Menteri
Pendidikan, Kebudayaan Riset drin Teknologi Nomor 32 Tahun 2O22
tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk beianja SPM Kesehatan semula sebesar
Rp44.226.864.250,00 berkurang sebesar Rp9.3 1 1.952.948,00 menjadi
sebesar Rp34.914.911.302,00 atau l4,O7o/o dari total Urusan
Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesal Rp249.378. 83 5.422,OO Alokasi
anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai
berikut:

l) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk UKP Rujulan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota lKesehatan ibu llamit) sebesar
Rp382.494.000,00;

2) Kegiatan Penyediaan l,ayanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan lbu
Bersalin) sebesar Rp8 1 6.680.000,00;

3) Kegiatan Penyediaan Fasilitas ['elayanan, Sarana, Prasarana dan trlat
Kesehatan untuk UKP Rujuk etn, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan bayi baru lahir) semula sebesar
Rpf50.00O.OOO,00 bertambah sebesar Rp200.000.0O0,0C menjadi
sebesar Rp350.000.000,00;

4l Kegiatan Penyediaan Fasilitas F'clayanan, Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk UKI) Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Balita) sebesar
Rp186.569.000,00;

5) Kegiatal Penyediaan Layanar Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada

usia Pendidikan dasar) sebesar Rp 1 50. 000.000,00 ;

o) Kegiatan Penyediaan Layana;r l(esehatal untuk UKP Rujukan, UI(M
dan UKM Ruj ukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada
usia Produktif) semula sebesar Rp I 47.O90.0O0,O0 bertamba]'r sebesar
Rp 100.000.O0O,00 menjadi sebesar Rp247.090.000,0O;

7) Kegiatan Penysdiaan Layanan liesehatal untuk UKP Rujukal, UKM

dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada
usia lanjut) sernula sebesar Rp15O.000.O0O,OO bertambah sebesar
Rp 1 50.000.0O0,00 menjadi sebt:sar Rp30O.000.000,00;

8) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, LKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan
penderita hipertensi) semula sebesar Rp 1 5O.OO0.0OO,OO bertambah
sebesar Rp 1 50.000.0t)0,00 meniadi sebesar Rp300.000.000,00;
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9) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesenatan untuk UKP Rujukan, IJKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan
Penderita Diabetesmelitus) semula sebesar Rp150.0O0.00O,OO
bertambah sebesar Rp150.000.000,00 menjadi sebesar
Rp300.000.000,00;

10) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan orang
dengan garlgguan jiwa beratl semula sebesar Rp100.000.000,00
bertambah sebesar Rp 100.000.000,00 menjadi sebesar
Rp2C0 rJO0.000.00:

11) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, U.(M
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota lKesehatan orang
dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh
manusia) semula sebesar Rp 142.C00.000,00;

12) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP iRrrj,rkan, UKM
dan UKM Rujukan T,ngkat Dacrah Kabuparen/Kota (Kesehatan orang
terduga tuberkolosis) semula sebesar Rp l 4{J.000.000,00 bertambah
sebesar Rp20O.00O.O00,00 menjadi sebesar Rp340.O00.O0O,OO.

harus memenuhi indikator SPM Kesehatan Sesuai Ketentuan Peraturan
Perrerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan lrlinimal,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahurt 2O2 1 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Mirumal dan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 4 Tahun 2079 tentang Standar Teknis Pemerruhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Ir{inimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semulzr. sebesar
Rp12.657 .999.0O0,OO berkurang sebesar Rp4.649.567. 6e,4,OO menjadi
sebesar Rp8,008.43 1.336,00 atat 5,660/o dari total Urusan Pemerintahao
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar
Rp141.42O.644.065,00 Alokasi €rnggaran un'utr: belanja SPM tersebut
diuraikan da.lam kegiatan sebagai berikrrt:

1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Lintas l{abupaten/Kota semula sebesar
Rp3.060. 000.000,00 berkurang sebesar Rp2.064.589.800,00 menjadi
sebesar Rp995.4 1 0. 200,00;

2l Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
Regional semula sebesar Rp1.400.000.000,00 bertambah sebesar
Rp5.6 1 3.02 1. 1 36,00 menjadi sehesa; Rp7.0 1 3.02 1. I 36,00.

harus memenuhi indikator SPM Pekejaan Umum sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pe'ayanan
Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturarr Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Norror 29 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Standar Pelayanan Minrmal Pekerjaan Umum dan Pemmahan
Ra-lqyat.
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d. SPM Ferumahan Rakyat dan Kawasan Femukiman

Alokasi €mggar:an untuk belanja SPM Perurnahan Rakyat semula sebesar
Rp I .4a5.OOO.OOO,OO berkurang sebesar Rp481 .549.4OO,OO menjadi
sebesar Rp 1 .003.450.600,00 atau 74,99oh dari total Urusan Pemerintahan
Bidang Perumahan dan Karvasan Pei'mukiman sebesar
Rp6.690.507.O38,O0;

harus memenuhi indikator SPM Peruma.\an Rakyat dan Kawasan
Pemukiman sesuai ketentuan Peraturan Pemerintalt Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 202 I tentang Penr:rapan Standar Pelayanan Minimai clan
Peraturan Menteri Pekerl'aan Umum dan Perunrahan Rakyat Nomor 29
Tahun 2O 18 tentang Standar Teknis Stanoar Pelayanan Minimal
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakvat.

e. SPM Trantibumlinmas

Alolcasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas semula seb''sar
Rp855.349.300,00 bertambah sebesar Rp634.790.700,00 menjadi
sebesar Rp 1.490. 1 40.000,00 atau 7,43o/o dari total Urusan Pemerinta,han
Bidang Ketenteraman dan Ketr:r tiban Umum Serta Perlindungan
Masyarakat sebesar Rp20.033.6 11.453,OO. Alokasi anggaran untuk
belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar
Rpf85.000.000,00 berkurang sebesar Rp21.100.000,00 menjadi
sebesar Rp I 63.9C0.O00,00;

2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota clan Peraturan
BuFati/Wali Kota semula sebesar Rp122.680.000,00 berkurang
sebesar Rp I 22. 6 8C.O00,00 mertj adi sebesar Rp0,00;

3) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
semula sebesar Rpf 11.8C5.600,00 bertambah sebesar
Rp 1 .2 1 4.434.400,00 rnenjadi sebesa; Rp 1 . 32 6. 240. 000,00 ;

4) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
semula sebesar Rp39.362.7O0,00 berkurang sebesar Rp39.362.7O0,O0
menjadi sebesar Rp0,00;

5) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana sernula
sebesar Rp15.33 1.000,00 berkurang sebesar Rp15.381.000,00 menjadi
sebesar RpO,00;

6) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadamarl, Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan Berbahaya. dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kat,upatcn/K..rta semula sebcsar Rp386. 120.000,00 berkurang
scbcsar Rp386. 120.000,00 mcnjadi scbcsa: RpO,C0;
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harus mernenuhi indikator SPM Trantibumlinmas sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah lriomor 2 Talrun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O21 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Itlenteri Dalam
Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Muiu Pelayanan
Dasar Sub Urusan Ketenteraman Can Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belarrja SPIVI Sosial semula sebesar
Rp3.929.639.500,00 bertambah sebesar Rp544.491.400,00 menjadi
sebesar Rp4.474.13O.900,00 atau 50,09olo dari total Urrrsan Peme:intahan
Bidang Sosial sebesar Rp8.93 1.032.364,00 rllokasi anggaran untuk
belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar,
serta gelandangan Pengemis di Luar Panti semula sebesar
Rp3.54O.357.500,00 bertambah sebesar Rp1.368.055.400,C0 mcnjadi
sebesar Rp4.908.4 12.900.00;

harus memenuhi indikator SFM Sosial sesuai ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Stardar Pelayanan Minin,al,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O2l tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peratura.n Menteri Sosial
Nomor 9 Tahun 20 18 tentang Sl,andar Teknis Pelayanan Dasar Pada

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Plovinsi dan di
Daerah Kat'upaten/Kota.

3) Dukungan Alokasi Anggaran terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2023 yang tercanturn dalam Peraturan Presiden Nomor 108

Tal;;un 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahu.l 202.3 dan Peraturarr
Menteri Dalam Negeri Norrror 84 Tahuo 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Pelanja Dae;ah Tahun Anggaran 2023, Prioritas
Nasional Tahun 2023 meliputi:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan l'ang
Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1), dianggarkan semula sebesar
Rp251.313.255.875,00 berkurang sebesar Rp225.811.577.524,OO
menjadi sebesar Rp25.501.678 351,00 ata:u l,7Oo/o dari total belanja
daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00, digunakan dalam rangka
memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan J/ang
berkualitas cian berkeadilan diarahkan untuk mendukung penrrlihan
aktivitas produksi, serta penirgkatan nilai tambah dan produktivitas
dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder,
dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian,
industri oengolahan, pariwisatzL, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM), serta didukung penguatan reformasr ftskal, penguatan sistem
keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatarr ekspor dan
partisipasi dalam rantai produlisi global, perba;rkan sistem logistik,
percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT),

pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.
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Pada Tahun 2023, sasaran y€{ng akan diwujudkan dalam rangka
memperkuat ketahanan ellonorr.i untuk pertumbuhan yang
berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi
sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;

2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan
daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian
sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Prognam Prioritas (PP)

yaitu sebagai berikut:

1) Pemenuhan Kebtttuhan Ent:rgi dengan Mengutamakan Peningkatan
Energi Baru Terbarukan (EBT) (PPl) sebesar RpO,OO;

2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung
Perturnbuhan Ekonomi (PP2; semula sebesar Rp4.649.999.000 00
bertambah sebesar Rp9,761.899.000 men_iadi sebesar
Rp14.41 1.898.000,00;

3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan
(PP3) dianggarkan semula sebesar Rp5.430..500.00O,00 berkurang
sebesar Rp2.57 7 .22 1.000,00 menjadi sebesar Rp2.9O3.27 9 .00C,00 ;

4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan I{elautan
(PP4), dianggarkan semula sebesar Rp320.000.000.00 bertarrbah
sebesar Rp 1 .440 324.845,O0 menjadi sebesar Rp 1.7 60.324.845,00 ;

5) Penguatan l{cwirausahaan, lJsaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM)
dan Koperasi (PPs), dianggarkan semula sebesar
Rp240. 054. 756.875,00 berkrrang sebesar Rp237 .60 I .825. 1 75,00
menjadi sebesar Rp2.452.93 1.700,00;

6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor
Riil, dan Industrialisasi (DP6) dianggarka.n semula sebesar
Rp85.0O0.00C,O0 bertambah sebesar Rp.589.132.4OO,O0 menjadi
sebesar Rp674. 1 32.400,00;

7) Peningkatan Ekspor Bernilai'lambah Tinggi dan Penguatan Tingkat
Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), ctianggarkan semula
sebesar Rp540.000. 000,00 bertambah sebesar Rp 1 08. 7 53. 500, 00

menjadi sebesar Rp648.753.500,00;

8) Penguatan Pilar Pertumbuh an dan Daya Saing Ekonomi (PP8),

dianggarkan sernula sebesar F.p 183.O00.0O0,00 bertambah sebesar
Rp2.457.358.906,00 rnenjadi sebesar Rp2.650.356.906,00.

b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kescnjangan dan
Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan semula sebesar
Rp36.404.011.550,00 atau 2,55o/o dari total bela;tja daerah sebesar
RpL.427.46a.322.748,OO, yang diarahkan rrntuk mempercepat
pemulihan dampak pamdemi COWD-L9 dengan mengadopsi cara-cara
baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring
pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan
berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk
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meningkatkan rantai produksi serta .antai nilai daerah, mempercepat
optimalisasi keunggulan kon:petitif wilayah, dan mempercepat
pemerataan kualitas hidup antzrr wilayal,.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan BerdzLya
Saing (PN3), dianggarkan se:nula sebesar Rp219.449.832.550,0O
bertambah sebesar Rp87.783.907.25'/,OO mcnjadi sebesar
Rp307.233.739.807,00 atat2l,52Yo dari tctal belanja daerah sebesar
Rpl.427.468.322.748,0O yan,q diarahkan pada keberlanjuta.r
reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian
ibu dan stunting, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada
Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1) Memperkuat penyelenggaraaq tata kelola kependudukan;

2) Reformasi sistem perlindur:gan sosial;

3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta;

4) Meningkatkan pemerataan lzryanan pendidikan berkualitas;

5) Meningkatkarr kua-litas anak, perempuan, dan pemuda;

6) Mengentaskan kemiskinan;

7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian
sasaran PN3 tersebut akan dilal<ukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan lata Kelola Kependudukan
(PP1) datam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data
kependudukan dianggarkan sebesar Rp367.03 1.000,00;

2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka
menguatkan peiaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau
penduduk miskin dan kelompok rentan dianggarkan semula
sebesar Rp 4.576.194.500,C0 bertambah sebesar

Rp 1. 1 80. 608.400,00 menjadi sebesar Rp5. 75ti.802.900,00 ;

3) Peningkatan Akses dan lvlutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam
rangka meningkatkan pelayanan kesehataa menuju cakupan
kesehatan semesta melalui pt:ningkatan kapasitas sistem kesehatan
di scluiuh wilayah dianggarkan seinula sebcsar
Rp88.178.018.900,00 bertambah sebesar Rp49.7A7.251.991,00
menjadi sebesar Rp 137.885.270.89 1,0O;

4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Rerkualitas (PP4)

dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan
berkualitas dianggarkan s4mula sebesar Rpf 06.820' 153.850,00
bertambah sebesar Rp34.575.569.359,O0 menjadi sehesar

Rp 14 1.395.723.209,00;
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5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PPS) dalam
rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari
berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi,
politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam
kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha
dianggarkan semula sebesar Rp2.144.794.2OO,OO bertambah
sebesar Rp4. 1 53. 1 2O.30 1,OO menjadi sebesar Rp6.297 .9 74.50 1,O0;

6) Pengentasan Kemiskiran (PP6) dalam ra.ngka memperluas akscs
aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dianggar kan
semula sebesar Rp14.444.276.400,00 berkurang sehesar
Rp4 18.432.574,OO menjadi sebesar Rp 14.025.843.826,0O;

7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka
meningkatkan produktivitas dan daya saing dianggrkan semula
sebesar Rp2.919.363.700,00 berkurang sebesar
Rp 1.4 1 4. 2 r 0. 22O,OO menjaCi sebesar Rp 1. 505. I 53.480,00.

d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan
semula sebesar Rp1.500.039.0OO,0O bertambah seb --sar
Rp293.3 1 3.208.0 14,00 menjadi sebesar Rp29 4.al3.247.0 1 4,00 atau
20,65% rlari total belanja daerah sebesar Rp,\.427.468.322.748,00,
yang diarahkan untuk pengua.tan modal sosial dan budaya dalam
rangka mendukung peningkatan prodrrktivitas untuk transformasi
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2O23, sasaran yang akan diwujudkan calam rangka
memperkuat revolusi mental dan pembangunar: kebudayaan yaitu
sebagai berikut:

1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
untuk memantapkan ketahanan budaya;

2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran
kebudayaan dalam pembangunan;

3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat
sosial;

4) Menguatrrya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan
umat dan membangun harmoni sosial dalara kehidupan
masyarakat;

5) Meningkatnya ketahana: keluarga untuk mernperkuln-:.h karakter
bangsa;

6) Ivieningkatnya budaya literasi untuk mewrjudkan masyarakat
berpengetahuan, inovatif, oarr kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian
sasaran PN4 dilakukan mela.lui,l (empat) PP, yaitu:

1) Revolusi Mental dan Perabinaan Ideologi Pancasila untuk
Memperkukuh Ketahanan tsudaya Bangsa dan Me-nbentuk
Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PPl)
dianggarkan semula sebesar Rp25.O0O.0O0,OO bertambah sebesar
Rp24.a25.093.656,CO menjadi sebesar Rp24.450.093.656,00;
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2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk
Memperkuat Karakter dan Memperteg,rh Jati Diri Bangsa,
Meningkatkan Kesejahteraan Ralyat, dan Mempengaruhi Arah
Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) dianggarkan semula sebesar
Rp69O.200.0OO,00 bertambah sebesar Rp1.750.984.67t,OO
menjadi sebesar Rp,2.441.18a.67 1,00 00;

3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi,
Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) dianggarkan semula sebesar
Rp498.490.000,00 bertanrbah sebesar Rp42.600.562.082,00
menjadi sebesar Rp43.O99.O52.082,0O; dan

4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagr
Terwujudnya Masyarakat Bcrpengetahuan dan Berkarakter
(PP4) dianggarkan semula sebesar Rp286.349.0C0,00
bertambah sebesar Rp224,536.567.605,00 menjadi sebesar
Rp224.322.9 16.605,00.

e. Memperkuat Infrastmktur untuk Mendukuug Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar (PNs), dianggarkan semula sebesar
Rpl 17.539.458.606,00 bertambah sebesar Rp24.606.715.327,OO
menjadi sebesar Rp142.146.17:|.933,00 a.tau 9 ,96"/o dari totul belanja
daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,OO yang difokuskan pada
peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan mela-lui percepatan penyediaan infrastruktur
pelayanan dasar dan infi'astruktur ekonomi mendukung sektor-sektor
yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumb'rhan ekonomi,
serta pembangunan lbu Kota Nusantara.

Sasaran dan indikator utama Pi(S yaitu sehagai berikut:

1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;

2) ivleningkat:rya korrektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi
dan akses menuju pelayanan dasar;

3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;

4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;

5) Meningkatnya layanan ir.fra.strukiur TIK.

Strategi penyelesaian isu stra.tegis dan pencapaian sasaran PN5
dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PPl) sebesar Rp22.42O.329.336,00

2) Infrastruktur Ekonomr (PP2) sebesar Rp 1 07. 2 1 6. 080.69 1,00

3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) sebesar Rpl.7 40.3'22.650,C0

4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) sebesar Rp5.228.852.256,0U

5) Transformasi Digital (PPS) sebesar Rp5.540.589.000,00.
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f. Membangun Lingkt'.ngan Hidup, Meningkatkar Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan semula sebesar
Rp 1.839.4 1 9.00O,O0 bertambah sebesar Rp8.644. I O6.4OO,O0 menjadi
sebesar Rp1Ct.483.525.4OO,OO alam O,73%o dari total belanja daerah
sebesar RpI.427.468.322.748,OO yang ditokuskan pada upaya
menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk
menopang produktivitas dan k-ua-litas kchidupan masyarakat dalam
rangka menuju tra.nsformasi ekonomi hrjau yang inklusif dan
berkelaniutan serta pembangunan yang berorientasi pada pelrcegahan,
pengurangan risiko, dan tangr,uh bencana. Pembangunan lingkungan
hidup, ketahanan bencana, dan perubahan ikLim diarahkan pada
kebialan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan
keanekaragaman hayati yang beikelanjutan, peningk:rtan ketahalan
terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah
karbon.

Pada Tahun 2023, setsaran yang akan diwujudxan dalam rangka
membangun lingkungan hidup, meningkatkar. ketahanan bencana,
dan perubahan iklim vaitu sebagai berikut:

1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana oan bahaya iklim;

3) Meningkatnya capaian penurunan emisi da:l intensitas emisi GRK
terhadap baseline.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian
sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Lingkurrgan Hidup (PPl) dalam rangka
meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas ddara, dan
kualitas tutupan iahan serta ekosistem gambut dianggarkan
semula sebesai' Rp55O.O0O.0OO,O0 berkurang sebesar
Rp535. 82 6.700,00 menjadi sebesar Rp 1 4. 1 73. 3O0,O0 ;

2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka
berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan
bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian
informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat dianggarkan
semula sebesar Rp587.669.300,00 bertambah sebesar
Rp3.265.520. 70O,O0 menjacli sebesar Rp3. 853. 190.000,00

3) Pembangunan Rendah Karbcn (PP3) dalam rangka meningkatkan
capaian penurunan emisi GRK terhaCap baseline pada sektor
energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan dianggarkan
semula sebesar RpTC 1.749.700,00 bertambah sebesar

RpS.9 14.4 12.400,00 menjadi sebesar Rp6.6 I 6. 1 62. 100,00.

g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan

Transfornrasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan sebesar

Rp4.956.828.386,00 atau 0,35%o dari total belanja daerah sebesar

Rpl .427 .468.32'2 .7 48,OO ya^rg diarahkan pada peningkatan
produktivit-as untuk transfor masi ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan
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pada sistem hukum ekononri, pencegahan dan pemberantasan
korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang
menyertakan aktor nonperintah, serta pengelenggaraan pertahanan
dan kearnanan di tcngah peni,rgkatan respons pertahanan beberapa
negara di kawasan Asia dan penguatan tek-nologi keamanan siber.
Sebagai tahun penting dalarrr proses tahapan pemilu kegiatan-
kegiatan terkait pemilu dan perringki-.tan kualitas demokrasi diberikan
perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang
pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis
elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses
bisnis yang efektif didukung oieh ASN profesional untuk mewujudkan
birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan
pen gawasar penyelenggaraann.ya.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka
memperkuat stabilitas polhukhankam dan transforn:asi pelayanan
publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

l) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya
Kebebasan, Menguatnya Kapasitas lrmbaga-Lembaga Demokrasi
dan Terjaganya Keseta::aan Warga Negara Secara Optimal;

2) Optimalnya Kebijakan Lua; Negeri;

3) Meningkatnya Penegakan Hrrkum Nasiorral yang Mantap;

4) Meningkatnya Kualitas Pelay'anan Publik;

5) Te{aganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasararr PN7
akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

1) Konsolidasi Demokrasi (PPl) dalam rangka mewujudkan stabilitas
politik yang kondusif serta komunikasi pubiik yang efektif,
integratif, dan partisipatif dianggarkan sebesar Rp85O.450.OOO,OO;

2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri PP2l dalam rangka
meningkatkan efektivitas diplomasi dan pernanfaatan kerja
sarna pembangunal internasional dianggarkan sebesar
Rp435.856.685,00;

3) Penegakan Hrtkum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan
penegakan dan pelayanan hukum serta akses terherdap keadilan
dianggarkan sehesar Rp75 1. 1 58.000,00;

4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalarn rangka
meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi
pemerintah dianggarkan sebesa-r Rp 1.327 .7 I 4.700, 00 ;

5) Menjaga Stabilitas Keama.nan Nasional (PP5) dalam rangka meujaga
stabilitas pertahanan dan keamanan dianggarkan sebesar

Rp 1.591.6a9.000,c0.

Dalarn dokumen pendukung Pemerintah Kabupaterr Tulang Bawang telah

mengalokasikan €rnggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas

Pembangunan Nasional Tahun 2C)23 tersebut, sebagaimana tercantum

dalam 'Iabel. 5 sebagai berikut:
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Tabei- 5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No

P.APBD 2023
APB D 2023

Prlorltar Nerionel

{Rp) l'/"1

251.3t 3.255.875,00

l 17.539.458.606,00

r.839.419.030,O0

4.95'i.828.386,0O

633.002.A44.967,OO

Alokasi anggaran berdasarkan tabel sebagaimana di atas, harus
diupayakan untuk ditingkatkaa dalam rangka mendukurig sasaran utama
pengemhangan wilayah Kabupaten Tulang Eawang pacia tahr.rn 2O23
sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 1O8 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 meliputi:

a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Srtm.atera sebesar 4,7o/o

sa:npai dengan 5,2Yo;

b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususlrya di perdesaan
wilayah Sumatera sebesar 8"2%r sampai derlgan 8,67o; serta

c. Menirrgkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat
pengargguran terbuka wilayah Sumatera sebesar 5,3% sampai dengan
4,60/o.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pernulihan

kenrbali (reboundl kondi.'i sosial el(onomi masyarakat setelah terdampak
pandemi COVID- 19 serta setelah melalui pembahasan bersama
pernerintah daerah harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten Tulang

Bawang sebesar 69,5304.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawarg harus

mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023

tersebut guna mendukung pencapaian visi dan Misi Presiden dan wakil
Presiden melalui 5 (lima) ara-han utama Presiden, yaitu:

Rrato
Terhrd.p
BclanJa
Daen h

| ,79%

2

Mcmpcrkuat Ketahanan EkoDomi untuk
Pcrtumbuhan ).ant Bcrkualibs dan
Berkeadilan (PNl)

Mengembangkan wilayah untuk Mengum,lgi
Kcsenjangan dan Menjamin Pcmerataan
(PN2)

36.4(}1.01 1.550,OO

25.501.678.351,00

36.404.0t 1.550,OO 2,5504

(Rpl

3
l\4enrngkatkan Sumber Daya Manusia
Berk.lalitas dan B€rdaya Saing (PN3)

2 19.449.832.550,00 30 7,233.739.807,00

Revolusi Mental dan PcEbanguna,
Kebudayaan (PN4)

1.500.039.000,co 294.413.247.O14,OO

2t ,52"/o

20,6501,

5
Mempcrkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengcmbarlgan Ekoaomi dan
Pelayaflan Dasar (PNs)

142.146. t73.933,OO 9,96%

6
MeEbangun Lingkungan Hidup,
Ivleningkatkan Ketahanan B€ncana, dan
Perubahdr lklirr (PN6)

10.483.525.400,OO

Meop€rkuat Stabilitas Politik, Hukum
Pertahanan dan KeaDoallan dan
Trsnsformasi Pelayanan Publik (PN7)

Jumleh Alolrsl Angf,arrtr dElam APBD

o,73t,t

0,35,r,

57,55

Totsl Bcle4ra Daerah

4.956.828.346,00

t21.539.2()4.il41,Oo

t.427.46a322.74A,OO 100,oo%

1

4.

7

1.417. r 53.951.75O,OO
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a. Pembangunan Strmber Daya Manusia (SDM), menbangLtrr SDM
pekerja keras yang dinamis, produktit, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan
talenta global;

b, Pembangunan Infrastrukterr, melanjutkan pembangunan infrastruktur
untuk rnenghubungkan kawas zLn produksi dengan kawasan distribusi,
mempernudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja
baru, dan mempercepat peningkatan nilai tar.tbah perekonorrian
rakyat;

c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi
dengan pendekatan Omnibus Lau-t, terutarr,a menerbitkan 2 idua)
Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan
Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;

d. Penyederhanaan Birokrasi, mernprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja. memangkas prosedur dan birokrasi yang
panjang, dan menyederhanaka-n eselonisasi; dan

e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA menjadi <laya saing manufaktur dan jasa modern
yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. demi
keariilan sosial bagi seluruh ra\rat Indonesia.

4) Alokasi Anggaran Terhadap l(ebijakan Prioritas Pemerinte,h Kabupaten
Tulang Bawang Tahun 2023.

Pemerintah Ka.bupaten Tulang Bawang telah mengalokasikan anggaran
belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2023 sebagaimana
tercantum dalarn Tabel. 6 sebagai berik.rt:

Tabel. 6

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupafen Tulang Bawang
be;dasarkan Prioritas Daerah Tahuir 2023

Total Antg.ran dalam
APBI' 2023

Total Angtann deLm
P-APBD 2023

_!rel

32.99e.767.t t2.OO 25.055. 178.327,00

Realo
terhadap
BclanJa
Daerah

1,76"t'

2,6Aah

36,749.

No. Prlorltas Daereh

I

)

Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang
Kond')sif dalam Kehidupan Berbargsa dall
tu*"oo'o 

- 

-

Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat,
Dunia Usaha, Investasi serta Pemanlaatarl
Potensi UngguLan l)ae.ah Secara Optimal
untuk Kes€iahteraan MasYaialat

M€wujudl(an Tata Kelola Femcrintahan yang
Berkualitas, Bcrsih dan Transpaian
Meningkatnya

46.16: .246.516,OO 38.2 12.535.9is,OO

525 J28.135.620,00524.610.492.507,OO

4

420.615.006.642,00 44 l,365 .492 .453 ,OO

255.752.149.624,OO 257 .723.992.t94,45

5

8 38.r,6

1,417.153.951. oo

I18.123.620.340,00

18.886.629.009,00

r t9 618.109.1,0,15

20 .464 .879 .024 ,OO

t,427.464322.744

7

Meningkatkan Kes€jahteraan Kampung

Te,-wujudnya SDM yang berkualitas

Terwuiudnya Infrastrukur yang Berkualitas

Penatarn Ruang dan Pengelolaan SDA yang
Be.keadilan dan Berkelaniutan

Jumlsh Alolr.l Anggarar drlam A.PBD

100,000/.

1,430/"

100. oo./o

Tot l Bclanje Decrah 1.417.153.951.750,0O

18,o5.1,

3.

30,92v.

I .42? .468 .322 .744 ,OO
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5) Penanganan pandemi COVID-|9 dan menghadapi anc.unan yang
membahayakan perekonomian daerah.

Pemerintah Kabupaten Tula,rg Bawang menctapkan kebijakan lieuangan
daerah dala'n rangka penanganan pandemi COWD-I9 dan menghadapi
ancaman yang membahayaka.: perekonomian daerah. Kebijaxan
keuangan daerah, untuk melaklrkan pengutarra€rn penggunaan alokasi
anggaran kegiatan tertentu (refocusingl, perubahan alokasi, dan
penggunaan daiam APBD, sesua-i ketelrtuan dalam Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O20 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Unclang Nomor 1 Talun 2020 tentang Kebijal:an
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keua:rgarr Urrtuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 201.9 (COWD-19) dar^/atar Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasionai
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka
penanganan pandemi COVID-L9 dan rnenghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian daeratr tersebut, Pernerintah Daerah
Kabupaten Tulang Balr,ang mel:r <ukan penyesuaian alokasi anggaran
pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daelah yang
diprioritaskan untuk:

a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;

b. penanganan dampak ekonomi terutama mcnjaga agar dunia usaha
daerah masing-masing tetap hidup; dan

c. penyediaan jaring pengaman sosial/socia/ safetg net;

Sesuai ketentuan Peraturan Mentei Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaa.;r Alokasi Ar-ggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Irengylunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telzth diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021

6) Pendanaal Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketenruan Pasal 50

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah a.lokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar
Rp37 6.7 7 2.6 14.033,00 bertambah sebesar Rp2 1.37 7 .686.7 07,OO OO

menjadi sebesar Rp398. 150.3OO.74O,OO atau 27,89o1,7o dari total
belan;a daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 dengal uraian
perhitungan sebagaimana tercantum dalarn Tabel. 7 sebagai beril:ut:
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Trabel. T
Alokasi Fungsi Pendidikan

Ju6let
2s23

Jrnllh dalrn
Pcrubahsn APBD

2023

4

(Rpl

I

336.360.994,117
59 _323_t21.952

2.432.793.671
33.391.000

3.710.984.965

29.a24.200

7. 156.688.087

43.O28.000

1cl4. 176.686.025

398.150.300.740
t.427 .468.322.7 48

27 89%

NO

I

I

Urusan Bidang Pendirlikan:

1) Belanja Operasi:

2l Belanja Modal;

Urusan Bidang Kebudayaan:

1) Beianja Operasi-

2l Belanja Modal;

Urusan Bidang Perpustakaan:

lt Belanja Operasi:

2l Belanja Modal;

Urusan Bidang Kepemudaaan dan
Olahraga:

l) Belanja Operasi;

2l Belanja Modal;

Belanja di luar Urusan Pendidikan,
Urusan Kebudayaan, Urusan
Perpustakaan dan Urusan
Kepemudaan dan Olahraga yang
menunjang kebutuhan masyarakat
dibidang Pendidikan, antara lein:

a

c

e

2

!2 t

Sub Iie ataIl

KODIPOIIEIT PERHITIJIYGAN

OPD

3t7.226.22Q.Q33

58.843.894.000

3.584.244.67 6
29.424.200

702.500.000

0

6.554.406.030

0

1) Belanja Transfer:

Belanja bantuan keuangan

2 Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)
Total Belanja Daerah 1.417.153.951.750

4 Rasio anggaran pendidika:r (2:3) x i00o/" 26,5996

b.

d.

3

199. 176.686.02,5

376.772.614.O33

Tela-h memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20%
(dua puluh persen) dari total helanja daerah sesuai keientuan dalam
Pasal 49 ayat (1) Undang-I)ndang Nomor 20 Tnhr.rn 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasionai sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahulr 2023 d,an Pasal 81 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaal Pe,rdidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2022 sesuai ketentuan butir G. 1 Lampiran Peraturan Menl"eri
Dalanr Negeri Nomor 84 Talun 2022 tentang Pedoman Pen5,'usunan
APBD Tahun Anggar an 2023.

Untuk itu. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus
mempertahankan secara terus mene.us dan konsisten dalam
mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekure.ng-kura.ngnya
2Oo/o (dua puluh persen) dari total belanja daerab yang diprioritaskan
penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di
Kabupaten Tulang Ball ang.
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Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain
dialokasikan untuk pr:ograrn pada urusan bidang pendidikan
semula sebesar Rp376.772,.614.033,OO bertambah sebesar
Rp2 1 .37 7 .686. 707,00,00 menjadi sebesar rtp398. 1 50. 300 740,00 atau
27 ,89o/oo,'o dari total anggaran 'mtuk fungsi pendidikan sebesar
Rp398.150.300.74O,OO, yang antara lain diuraikan dalam:

1) Program Penunja:rg Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
semuia sebesar Rp245.358.370.183,00 bertambah sebesar
Rp8.930.022.677,OO menjadi sebesar Rp254.288.392.860,00 atau
63,870/o dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar
Rp393.150.30o.740,00

2) Program Pengelolaan Pendidikan semula sebesar
Rp130.534.015.600,00 bertambah sebesar Rp6.935.750.400,00
menjadi sebesar Rp137.469.766.OOO,OO atau 34,537o dari total
anggar an ur^tuk fungsi pendidikan sebesar Rp398. I 50.300. 740, 00

3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan semula sebesar
Rp 12' 1 .7 28.250,00 bertambah sebesar Rp 3. 67 6.97 8.9 59, 00 menj ad i

sebesar Rp3.804.707.209,00 ataw O,96Yoo/o dari total anggaran
untuk fungsi pendidikan sebesar Rp398. 150.300.740,00

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga
pendidik berpedoman pada upah minimum. yang ditetapkan oleh
Gubemur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2O21 tentang Perigupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggarall kesehatan semula sebesar
Rp442.3a4.278.991,OO bertarnbah sebesar Rp41.47O.361.479,OO
menjadi sebesar Rp483.a54.640.47 O,CO atau 44,47o/o d,ai total belanja
daerah di luar gaji ASN sebesar Rp1.088.060.568.832,00 sebagaimana
tercantum dalam Tabel. 8 sebagai bcrikut:
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Tabei. 8
Alokasi Anggaran Kesehatan

Total Belanja Dacrah

ASN

Total Selanja Dacrah di luar Gaji ASN (3-4)

Rasro alggaian kesehatan (2:5) x l0oo/. 4l,o'r.%

Telah memenuhi alokasi arlggaran kesehattrn sekurang-kurangitya
sebesar 10o/o (sepuluh persen) dari total belanj a deerah di luar gaji,

sesuai ketentuan butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tah,an 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemenntah Kabupaten lulang Bawang harus
mempertahankan sscara terus menerLls dan konsisten
mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya
sebcsar 10olo (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji ASN,
yang diarahkan penggLrnaannya untuk pencapaian indika.tor SPM

Kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang.

r)

UruBan bidang Kesehatan:

Bclanja Operasi: 194 .953 .2 t4.469 226.7 55.900.422

2) Belanja Modal 2t.602.761.500 22.rt22.934.6O0

Belanja pada sub kcgiaten di luar trrusan bidang
Kes€hatan J.ang Eenunjang Kesehatan, anL.rr'a :ain:

1) Bclanja Tranafer:

Belanja bantuan keuafltan 199.176.6a6.025 194.176.686.025

b

A.lokasi Fungsi Kesehatan dari Belanja Baai
Hasil Pajal Rokok Provinsi kepada
Kabupaten/Kota sebesar 37,5ol" untuk BPJS
Kesenatan

4.o24.721.600 I 1.69 1.I67.800

2l Iuaan Ja-EirEn Xeseha:an ASN 14.998.184.876 26 .a? 3.7 32.2 L 4

3 Iuran Jaminan Keseh&tan Non ASN 12.792.OOO

) Iursn Jaminan Kesehatan DPRD 98.955.680
5 Iura-n JaJrinan Kesehatan KDH 6.954.84 t 6.832.809
6 Medical Check U KDH WKDH 100.000.0u0 400.000.000
7 Pelaksanaan Medical Check U DPRD 200.000 000 201.000.000

8)

Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan,
Penga$.asan dan Pemanfaatanl Rangunan Gedung
untuk Kcpcnhngan Srratcgis Dacrah Provinsi -
Pembangunan Gedunt Ruang Raeat Inap Tower I

RS.Haji pada Dinas Sumbcr Daya Ait, :ipta Karya
dan Tata

9)
kogram Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan {ir Minum pade Dinas Sumber Daya Air,
Cipta Karya dan Tata Ruang

3.060.O00.000 995.410.200

l0) Pcnj/ediaan Pcrbekalarl KesJhatan di tralan\ Panli
Sosial pada Dinas Sosial

r2l
l{oordinasi dan Sinkronisasi Peiaksanaan Advokasi.
Edukasi, dan Srsialisasi Konsum'ri Pangan
Beragam, Bcrgla, Seirr,bang dar Aman {32SA) pada 150.000.000 40.000.u00

Dinas Ketahanan Pan dan Pete.nakan
Kesehatan +b 442 .344 .27 4.99 1 483.E54.640.470

1.417.153.951.750 1 .427 .468.322 .7 48

338.750.434.476 339.407.753.916

t.o7a.403.t 17.274 I .088.060.568.E32

44,47',t,

b

2

3

4

5

6

KOUPOI|EI{ PERIIITT'IIG]iI'
JulElsh d.L.!n APBD

zdr?
IRP)

2

no
.t dri drLm

Pl,nlb.trn APBD
2025
(Rp|

3 4

_ 13.776.000
115.200.000

l

1..
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Alokasi anggaran kesehatan pada Dinas Kesehatan diuraikan sebagai
berikut:

1) Program pada urusan bidang kesehatan semula sebesar
Rp2 16.555.979.969,CO bertambah sebesar Rp32.822.855.453,O0
menjadi sebesar Rp249.378.835.4.22,O0 atau 22,29o/o dari total
belanja sebesar Rpl .427 .4ri8.322.7 48,OO, antara lain diuraikan
dalam:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
semula sebesar Rp47.0C8.656.505,00 bertambah sebesar
Rp2 10.231.465,00 menjadi sebesar Rp47.218.887.970,00 atau
9,760/o dari total anggaran kesehatan sebesar
Rp483.854. 64O.47 O,OO;

b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat semula sebesar Rp39.604.966.900,00
bcrtanrbah sebesar R1.r3.254.738.250,00 menjadi sebesar
Rp42.859.705. 15O,O0 atau 8,8670 dari total anggaran kesehatan
sebesar Rp483.8 54.640.,170,00;

c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan
minuman semula sebesar Rp39.117.50O,CO berkurang sebesar
Rp3 6. I 84.800, 00 menjadi sebesar Rp2.932. 700,00;

C) Program Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan semuia
sebesar Rp 1.740.30:2.000,00 bertambah sebesar
Rp450.000.000,C0 menjadi sebesar Rp2.190.302.000,00 atau
O,45o/o dari tc,tal angga.ran kesehatan sebesar
Rp483.854.64o.47 O,OO.

Dalam program te-sebut, telah dialokasikan ke dalam rincian objek
belanja modal pembangunan sarana kesehatan semula sebesar
Rp27 602.761.500,00 bertambah sebesar Rp1.020.173.101,00
menjadi sebesar Rp22.622.934.600,C0 atau 4,6891, dari total
anggaran kesehatan.

2) Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan semula
sebesar Rp225.828.299.O22,0O bertambah sebesar
Rp8.647. 506. 026,OO menjadi sebesar Rp234.4'l5. 805. 048,00 atau
48,460/o dari total anggaran kesehatan, yang diuraikan dalam:

a) Program Pengelolaan dan Pengembanga-n Sistem Penyediaar, Air
Minum pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata
Ruang semula sebesar Rp3.O5O.OOO.OOO,OO berkurang sebesar
Rp2.064.539.800,00 metjadi sebesar Rp995.41C.200,00 atau
O,2lo/o dari total anggaran kesehatan sebesar
Rp483.854.64O.47O,OO:

b) Iuran Janinan Kesehatan ASN semula sebesar
Rp 1 4.998. 1 84. 876,00 bertambah sebesar Rp I I . 835. 547. 338,00
menjadi sebesar Rp26.8i13.732 .214,OC atau 5,557o dari tocal
anggaran kesehatan sebes;ar Rp483. 85.+. 640.470, 00.
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Penyediaan alokasi anggaran untuk penuru nan preualensi stunting
(pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan preualensi
kekurangan (under ueiglrt) pada anak balita cian menunrnnya
preualensi uasting (kurus) pada arrak ba-lita antara lain pada Sub
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Glzi Masyaralat sebesar
Rp795.667.50Ct,00 atau 0,16% dari total anggaran kesehatan sebesar
Rp483.854.64O.470,CO, sesuai ketentuan butir G.2.a Larnpiran
Peraturan Mentei Dalam Negeri Ncmor 84 Tahun 2022 tentang
Pedomal Penyusunan APBD Tz*run Anggaran 2023 dan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 05O/489O/SJ tanggal 24 Agustus 2022
tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga
kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh
Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.

c. Alokasi Anggaran yarg bersumber dari Dala Transfer Umum.

Alokasi anggarzln dari Dana Transfer Umum semula sebesar
Rp402.319.812.301,00 bertrmbah sebesar Rp1.03O.213.286,00
menjadi sebesar Rp4O3.350.025.587,00 sebagaimana tercantum
dalam Tabel.9 sebagai berikut:

Tabel. 9
Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

59s.837.586.O00
33.047.372.900

62a.924.95a.900

160.824.075.O00

1.O7A.786.O73

63.672.O72.240

225.s7 4.933.3t3

Junlah Dana Transfei Umum yang diperhitunglan 402.319.412.301

a. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mengalokasikan bela: rja
infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh
persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau
transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau
transfer kepada daerah/desa diiaksanakan sesuai ketentuatr
peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum d:.lam
Tabel. 10 sebagai berikut:

I

2

Penerimaan
Dara T.ansfer Umum

a) DAU

b) DBH

Jumlah Penerimaan

Pengurang

a) DAU earmarked

b) DBH yang bersilat eannarised

c) ADD

Jurr ah Pengurang

595.a37.586.O0O

32 032.398.541

62i.469.944.541

160.824.075.000

1.054.025.000

63 .672.O72 .240
225.550.172.240

403.350.025.587

No Komponen Perhitungan

2 3

Jurnla}l dalam
Perubahar r APBD 2023

(RP)

I 4
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Tabel. l0
Belanja Infrastruktru Pelayanan Publik

T'abel 10. I

Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

Jumlah Dalanr

P. APtsD 2023

Persentase Belanja I nfrastruktur
terhadap Trarsfer ke Daerah yang
Penggunaannya Bersifat Umum

38,63% 38,t loh

Pemerintah Kabuparen Tulang Bawang m<:ngalokasikan belanja
infrastruktur pelayanan publik yaitu belanja mfrastruktrtr daerah y'ang

Iangsung terkait dengal percepatan pembangunan darr/atau
pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada
pembangunan ekonomi deerah dalam rangka meningkatkan
kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dal mengurangi
kesenjangan penyediaan layanzrn publik antar daerah paling rendah
40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi
hasil dan/ atau transfer kepada daerah dan/arau desa sebesar sebesar
Rp2.2O sesuai ketentuan butir G.3.b. Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2O23.

1

1 1 .427 .468.322.7 48

5.547.306.174

r94.t76.686.O25
2

t99.723.992.199

3

Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada
daerah dan/atau desa:

a. belanja bagr hasil

b. bantuan keuangan

1.417.153.951.750

1.213.08r.585.475

2Q4 .Q72 .366 .27 5

Total Belanja Daerah

Selisih (1-2)

Jumlah (a+b)

4.895.b80.250

199.t76.686.O25

t .227 .7 44 .330 .549

4q L .O97 .732.2204
Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan
Publik (40ol. x Selisih)

485 .232 .634 . 190

No
Jumlah Da.lam

APBD 2023
Komponen Perhitungan

a) Belanja Modal

1) Tanah

2) Peralatan dan Mesin

3) Gedung dan Bangunan

4) Jaian, jaringan dan irig.-si

5) Asct tetap lainnya

6) Aset laimya
b) Belanjapemeliharaan

2

468.590.67.i.658

o
36.228.640.012

59.651 .368.61 0

106.250.117.183

4324.461.OOO

o

19a.529.427.981
o

3t.246.361.931

52.763.13''.139

109374382.131

5.141.O46.7a0

0

206.455.O16.805

467 .9rU2.056.tO I

47 .O97 .O t2 .686
3.290.300.000

t99.176.686.O25

6:.802. 1 13.686
3.290.300.000

194.176.686.O2s
3

a) Belanja Hibah

b) Belanja Bantuen Sosial

c) Betanja Bartuan Keualgan

Jumlah Belarja Infrastruhur Daerah

lt+21

No Komponen Ferhitungan
Jurnlah rtalam APBD

2023
tRp)

c A

I
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Selanjutnya, dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan
publik belum mencapai 4O7o (empat puluh persen), Pemerintah Daerah
menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah
secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya
Undang-Undang Nomor' 1 Tahun 2C22 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga batas
akhA Pemerintah Daerah rr.engalokasikan belanja infrastruktur
sekurang- kurangrrya 407o sampai dengan Tahun Angga ran 2O27.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi angg€rran dalam rangka penguatan Pembinaan dan
Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
semula sebesar Rp14.490.653.223,O0 bertambah sebesar
Rp457 .44 6.4 1 1,00 menjadi sebesar Rp I 4.948. 099. 634,00 atau 1,05%
dari total belanja daerah sebesar Rpl.427.468.322.748,OA antar a lain
tercantum pada:

1) Kegiatan Penyeleuggaraan Penunjang umsan Pemenrintah Daerair
semula sebesar Rp12.O49 .728.223,OO bertambah sebesar
Rp978.6f 5.61 1,OO menjadi sebesar Rp13.028.343.834,O0;

2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan semula sebesar
Rp2. 070. 545. 000,00 berku:emg sebesar Rp37 1 .9 1 7.400,00 menjadi
sebesar Rp 1.698.627 .600,00;

3) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi semula sebesar
Rp370.380.000,O0 berkurar,g sebesar Rp149.251.800,00 menjadi
sebesar Rp22 1. 128.200,O0

Telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan
pengawasan pada Inspektoi'at Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
sekurang-kurangn-va O,75 o/o (nol koma tujuh puluh lima persen) dari
total belanja daerah sebesar Rp1.427.463.322.748,OO sesuai
ketentuan butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nornor 84 Ta}lun 2022 tentang Pedoman Peuyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bau'ang mengalokasikan
anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya, untuk
mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan,

meliputi:

1) kegiatan pengawasan, yaitu:

a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawaseln urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk
pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peratrrran
perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat; dan/ atau pemeriksaan kinerja;
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bl Reuiu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana
keuangan daerah rneliputi Rancangan akhir rencana kerja
Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat
daerah, Rancangan kebijakan umum anggzrran dan priorotas
plafor. anggaran sementara, RKA-OPD;

c) Pemeriksaan Pengelolaar, Keuangan Daerah;

d) Reviu Laporan lieuangan:
e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probitg Audit, Reuiu

Laporan Kineda, Reuiu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan
tertentr-r, pengawasan perenc€rnaan dan penganggaran yang
berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;

f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Penirrgkatan Integritas
meliputi, pengendalial gratifikasi, Peial<sanaal survei penilaian
integritas, Penilaian mar.'.diri pelaksa-raan reformasi birokrasi,
Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi
pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional
pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi
pencegahan korupsi terintegrasi yang drkoordinasikan komisi
pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan
liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanlian
kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penaaganan
laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korrpsi,
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan
pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

2) Peningkatan kapabilitas APIP rneliputi, Kapabilitas APIP level 3,

Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapzrn
manajemen risiko, pendidikal profesional berkelanjutan melalui
pendidikan cian pelatihan serta btnbingaa teknis minimal 12O
jam/tahun per APIP.

3) sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur
beton dan lain-lain.

Sesuai ketentuan butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
l{omor 84 Tah:ur. 2022 tentang Pedor.ran Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara
Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada OPD Badan Pengembangan
Sumber Day-a Manusia Daerah serrula sebesar Rp8.182.329.039,00
berkurang sebesar Rp1.559.247.537,00 menladi sebesar
Rp6.623.O81.5O2,CO ataru O,46Yo dari total belanja daerah sebesar
Rpl.427 .468.322.7 48,OO, antara lain tercantum pada:

1) Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah semula sebesar
Rp5.262.965.339,0O berkurang sebesar Rp192.249.637,0O menjadi
sebesar RpS.O7O.7 I 5. 7 02,O0;

2) Kegiatan Kepegawaian Daerah semula sebesar Rp1.327.7 L4.700,00
berkurang sebesar Rp879.287.9O0,00 menjadi sebesar
Rp448.425.800,00;
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3) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia semula sebesar
Rp1.59 1.649.OOO,OO berkurang sebesar Rp 87.71O.OOO,OO menjadi
sebesar Rp 1. 1O3.939.000,O0.

Telah memenuhi alokasi anggarzrn untuk pendidikan dan pelatihan
bagi ASN dalam rangka pengembangal kompetensi penyelenggara
Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16o/o (nol koma enam belas
persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir
D . | 6. a.21. cl. (2). (i). rx Lampiran Feraturan Menteri Dalam Negeri Nom r::
84 Tahrn 2O'22 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus
mempertahankan alokasi anggar€rn untuk pen,lidikan dan pelatihan
bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara
Pemerintah Daerah.

f. Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada
Pemerintah Desa dialokasikan semula sebesar Rp4.689.670.250,00
bertambah sebesar RpS12.649.924,00 menjadi sebesar
Rp5.202.320. 174,OO atau 10,007o dari total Pendapatan Pajak Daerah
sebesar Rp52.023.201.739,OO, telah memenuhi alokasi Eulggaran
untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksarraan
Undang-IJndang Nomor 6 Talun 2014 terrtar:^g Desa sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1l Tahun 2019 dan huruf D.16.d.2).a).(8) Lampiran Perat,rran
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun
lnggaran2023.

C. Alokasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada
Pemerintah Desa dialokasikaur semula sebesar Rp206.010.000,00
bertambah sebesar Rp 138.976.000,00 menjadi sebesar
Rp344.986.000,00 atau 10,00% dari total Pendapatan Retribusi
Daerah sebesar F.p3.449.860.000,00, telah memenuhi alokasi
anggaran untuk Belanja Bagi tlasil Retibusi Daerah kepada
Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1)

Peratural Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2C14 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1l Tahun 2OL9 <lan huruf D.16.d.2).a).(8)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Pen5,'usuna-n Angga-'an Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggai an 2023.
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h. Belanja Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa

Penyediaan Anggaran Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa
yang dianggarkan daiam jenis Belanja Baltuan Keuangan Kepada
Pemerintahan Desa dialokasil,:an sebesar Rp63.67 2.O7 2.240,00 atau
l0,l2o/o dari total Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus (DAK) sebesar Rp628.924.958.900,00, telah n,emenuhi
Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan rJndang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun
2019 dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 34 Tahun 2O22 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2O23.

i. Penyediaan anggar€rn dalam rangka mendukung program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) dialokasikan semt.la sebesar
Rp8.O24.7 21.600,00 bertambah sebesar Rp3.669.446.200,00 menjadi
sebesar Rpl1.694. 167.800,00 atau 39,75o/o dari total pendapatan
pajak rokok sebesar Rp29.421.359.223OO, yang tercantum di ODD
Dinas Kesehatan pada kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Masyara.kat. Penyediaan anggaran ini telah menenuhi ketentu an
penyediaErn anggaran dalam rangka mendukung pi'ogram Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 37,5Oo/o dari pendapatan pajak
rokok sebagaimana diamanatkan butir G.6. Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggar an Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggarar, 2023.

7) Penyediaal anggaran yang ditetapkan sesuai d:ngan ketentuan peraturan
perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) ;

Penyediaan Anggaran TP-PKli J.ang dianggarkz.n pada Sub Kegiatan
Fasilitasi Tim Penggerak PKI( dalam Penyelenggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula sebesar
Rp2OO.0O0.OOO,O0 bertambah sebesar Rp528.2O6.0O0,OO menjadi
sebesar Rp728.2O6.OO0,00 atau O,05% dari total belanja daerah
sebcsar Rpl .427 .468 .322 .7 4a OO dianggarkan untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fnngsi TP-PKK Kabupaten melalui:

l) upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingaa
keluarga dengan Pemberiar Makanan Tambahan (PMT) yang
dianggarkan pada OPD yang secara fungsional terkait dengan
penanganan pelayanan sosial dasar;
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2) dukungan terhadap upal'a pembinaan karakter kehrarga melalui
Pola Asuh Anak Can Remaja di Era Digital yang meliputi
peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga
bersih na.koba, keluarga enti traJficking, dar:. keluarga yang
melindungi anal< dari kekerasaa seksual;

3) mendorong upaya Gerakan Keluarga Incionesia dalam Peningkatan
Kualitas Pendidikan darr Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan
kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis
keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga,
kewirausahaan rumahtangga, dan perkoperasian;

4) mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Ger:akan
Amalkan dan l(ukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan
Nyaman dengan mendayagrinakan lahan / pekarangan dengan
tanaman produktif dan bernilai ekonomr tinggi, melakukan
kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan
lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola
pangan harapan dan antisipasi rawanr pangan serta mendorong
pengembangan rumah sehat layak huniltata laksana rumahtangga;

5) dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan
Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos
Pelayanan TeRpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara
lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital
untuk ibu/anak, Antropometrt, Tttermometer, insentif bagi Kader
PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain
yang berdampak laagsung pada penurunan angka kenratian bayi
(AKB), Angka Kerriatian Ihu (ibu hamil), nrelahirksn dan nifas,
pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejal,tera (NKKBS),
peningkatan peran serta masyarakat dalam rrrewujudkarr keluarta
yang tanggap dan tangguh bencana rurnahtangga, peningkatan
peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatao kesehatan
dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keruarga yang tangguh
dalam perencanaan keuangan sehat;

6) pemberdayaal Kader PKK dar.r Kader Dasawisma dalam pengelolaan
lO Program Pokok PKK, yang meliputi:

a) penghayatan dan penga;nalan pancasila;
b) gotong roj/ong;
c) pangan;
d) sandang;
e) perumahan dan tata laksana rumah tangga;

Q pendidikan dan keterampilan;
g) kesehatan;
h) pengembangan kehidupan berkoperasi;
i) kelestarian lingkungan hidup; dan
j) perencanaan sehat.
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7) dukungan pelaksanaan trrgas dan fungsi Tim Penggerak
Pemberdayaan dtrn Kesejahteraan Keluarga (TP-FKK) Kabupat en

Tulang Bawang dianggz rkar. dalam APBD Tahun Anggaran 2023
dengan memprioritaskarr melalui program, kegiatan darr sub
kegiatan pada OPD dengan memedomani klasifikasi, kodehkasi dan
nomenklatur perenc€uraan pembangunan dan keuangan daeralr
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) Pemerintah Daerah juga dapat merrgzrnggarkan dalam bentuk
Belanja Hibah yang dianggarkan pada OPD berkenaan dan dirinci
menurut obyek, r incian obyek dan sub rincian obyek pada program,

kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Tim
Penggerak PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung
upaya pendampingan kelu.arga da-lam percepatan penurunan
Str.rnting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan l0 Program Pokok
PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan
Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga,
peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang,
dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha
kerajinan rumahtangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional
Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulang Bawang serta
kegiatan lainnya.

9) Penganggaran dalam bentuk tribah harus memperhatikan kapasitas
SDM penerima hi'oah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK
provinsi tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan melaiui program,
kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan berpedoman pada tabel
pemetaEln sebagaimana dimakstrd dalam amanat butir G.67 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri l,lomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penlusunar APBD TeLhun Anggaran 20'23.

b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah

Penyediaan Anggaran pacra Sub Kegiatan Penyus.rnan Bahan
Perumusan Kebijakan di Biclang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan kmbaga
Asing, Kev,aspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasr Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar RpL.724.O9O.000,00 atau
O,l2oh dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.744,OO
dianggarkan guna mendulorng Peningka.tan efektivitas Ponrm
Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten cian Forum Kcordinasi
Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintal^an
umum ya:lg menjadi kew:nangan Presiden sebagai kepala
pemerintahan dan dilaksanakan oleh Cubernur, Bupati/Wali Kota,
dan Camat di wilayah keda masing-masing sesuai ketentuan butir
G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
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Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukr:nan Umat Beraganra (FKUR)
semula sebesar Rpl0O.O0O.OO0,OO t.ierkurang sebesar
Rp100.000.000,00 menjadi sebesal Rp0,00 atau 0,007o dari total
belanja daerah sebesar Rp7.427 .468.322.7 4A,OA harus dianggarkan
sesuai ketentua Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahurr 2006 tentang
Pedomarr Pelaksanaan T\rgas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan
Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah,
pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaltaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Orrnzrs Asing di Daerah, telah memerruhi
ketentuan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Ttrlang Bawang harus menyedia kan
alokasi anggaran yang memadai guna n:endukung Pelaksanaan Tugas
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama
dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat
daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan
bangsa dan politik melalui tribah sebagaimana arnanat Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Ncmor 9O3/6397 /Sl tanggal 25 November 2020
tentang Penyediaan Anggaran Forum Keruliunan Umat Beragama
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

d. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan
Teknologi semula sebesar Rp200.000.0O0,00 berkurang sebesar
Rp I 00.000.000,00 menjadi se!:esar Rp 1 00.O00.000,00,00 atau O .O2o/o

dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar bclanja
modal tanah sebesar Rp615.628.526.396,00, dianggarkan sesuai
ketentuan Irrstruksi Presiden Nomor'2 Tahun 2022 tanggal 30 Ma,'ct
2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan lloperasi Dalam
Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penerintah Kabupaten Tulang Bawang telah nremenuhi alokasi
penggunauur produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha
kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen)
dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja
modal tanah sesuai amanat instruksi Presiden Nomor 2 TaJ,un 2022
tanggal 30 Marct 2022.
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Pemerinta h Kabupaten Tulang Bawang harus mergalokasikan
a-nggaran penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro,
usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 400,1, (cmpat puluh
persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di hrar
belanja modal tanah sesuai amanat Instr.rksi Presiden Nomor 2 Tahun
2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Cipua Kerja.

e. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Penyediaan anggaran penanganan Penyakit Mulut dan Kuku sebesar
Rp216.643.70O,OO atau O,O2o/o dari total belanja laerah sebesar
Rpl.427 .468.322.748,00 agar dianggarkan pada Sub Kegiatan
Pengendalian Risiko dan Penanggulangarr Penyakit Hewan dan
Zoonosis, agar dialokasikan secara memadai dan dalam
pelaksanaannya harus mendukung penang€rnErn Penyakit Mulut dan
Kuku dengan berpedoman pada Irrstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
44 Tahun 2022 tentatg Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di
Daerah.

f. Alokasi Anggaran untuk Pembirraan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Penyediaan €rngjgaran y€ulg antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebesar
Rp200.000.000,00;

2) Sub Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga
kerja sama antar desa sebesar I1p35.000.000,00;

3) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembar-rgan desa serta Lomba
Desa dan kelurahan sebesar Rp75.000.0C0,00.

dapat dianggarkan sesuai ketentuan butir G.51 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Ncmor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Angga ran 2023.

g. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Penyediaan anggaran yang tercantum antara lain pada:

i) Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
sebesar Rp4.OOO.0O0,00;

2) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi sebesar
Rpr.400.0O0,C0.

Dianggarkan sesuai ketentuan butir G.8l .bh Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahurr 2022 tentang Pedorrran
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.



-56-

h. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penyediaan €rnggaran yang tercantum pada Kegiatan Fasilitasi
Bantuan Hukum semula sebesar Rp271.335.800,00 berkurang
sebesar Rp10.000.000,00 menjadi sebesar Rp261.335.800,00
dianggarkan sesuai ketentuan butir G.45 Larnpiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penrusunan
APBD Tahun Anggaran 2023, dalam pelaksanaanya agar didukung
dengan regulasi yang sesuai deugan Peraturan Perundang-undangan.

i. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi
Muda

Alokasi anggaran dalam rangkar pembinaan ideologi Pancasila pada
generasi muda pada OPD yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan umum sekurang-kurangnya 0,5% (nol koma lima
persen) dari total belanja dacrah sebesar Rp6 r8.689.70O,OO sesuai
ketentuan butir G.74 [,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Ar-ggaran
2023, Kabupaten Ttrlang Bawang telah mengalokasi anggaran dalarn
rangka pembinaan iCeologi Panr--asila pada generasi muda pada OPD
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada
generasi muda sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 5l
Tahw 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan
berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mentai dan
Pembangunan Kebudayaan <lalam RPJMN 2O2O-2O24, P:merintah
Kabupaten Tulang Bawang mengarrggarkari dukungan pendanaan
program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. (Pasi<ibrakal, rneliputi:
1) pembentukan Paskibraka;
2) pelaksanaan tugas Paskibraka;
3) pengangkatan F-rmapaskibraka Duta Pancasila;
4.) pelaksanaan tugas Pumapaskibraka Dura Pancasitra;
5) pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan

6) pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna
paskibraka.

Sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023.

j. Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain
tercantum pada:

1) Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rp5.OOO.O0O.OOCI,OO

bertambah sebesar Rp345.444.000,0O menjadi sebesar

Rp5.345.444.000,00;

2) Belanja Barang dan iasa BLUD semula sebesar
Rp6 1.5O4.900.'/50,00 bertambah sebesar Rp26.547 .2a2.243,OO
menjadi sebesar Rp88.052. 182.993,00;
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dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Perrerintahan Daerah sebagairrana telah diubah
beberapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
dan Peraturan Menteri Dalar,r Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layarran Umum Daerah serta butir G.30 Lampiran Peraturan
Menteri Daiam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penlr:sunan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Belanja Operasi

Penyediaan anggar€rn Belanja Operasi semula sebesar Rp998.576.568.670,O0
bertambah sebesar Rp26.2O 1. 1 10.822,00 menjadi sebesar
Rp1..O24.777.679.492,OO atau 71,79o/o dari total belalja daerah sebesar
RpL.427.468.322.748,00 merLrpakan pengeluar€rn Elnggarcln untuk
kegiatar, sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangkzt
pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelc,laan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran beianja operasi yang antara lain tercantum pada
objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belalja Pegawai semula sebesar Rp527.92a362.651O0
bertambah sebesar Rp13.657.804.740,00 menjz.di sebesar
Rp541.586.167.391,00 atau 37,94%o dari total belanja daerah sebesar
Rpl .427 .468 .322 .7 4a,CO belum memenuhi ketentuan alokas: belanja
pegawai diluar tunjangan guru yang dia-lokasikan melaiui Tunjangan
Kineq'a Daerah maksimal 307o (tiga puluh persen) dari total belanja
Daerah.

Penyediaan zrnggarzrn belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN semula sebesar
Rp338.750.834 .47 6,OO bertarnbah sebesar Rp656.9 I 9.440,00 menjadi
sebesar Rp339.407.753.91o,00 atau 23,78oh dari tota.l belanja
daerah sebesar RpL.427.a68.322.748,OO dapat dianggarkan
dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan
tunjangan ASN serta kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai
formasi pegawai Tahun 2022, kebutuhan kenaikan gaji berkala,
kenaikan pangkat, tunja::gan keluarga dan mutasi pegar.r'ai

dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksim.rm 2,570

(dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji
pokok dan tunjangan sesuai ketentuan butir O.16.a.1)j).(1), butir
D.16.a.1)j).(2), dan butir D.l6.a. 1)j).(4) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor' 84 Tahun 2022 ten(artg Pedom rn
Pen5,,usunan APBD Tahun Anggaran 2023.



2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminzrn kecelakaan
kerja, dan jaminan kematiarl yang antara lain tercanturu pacla:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH, Pimpinan dan
Anggota DPRD, serta ASll sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminarr Kesehatan ASN semula
sebesar Rp 14.998.184.876,00 bertambah sebesar
Rp1f .835.547.338,00 menjadi sebesar
Rp26.833.732.214,OO yang diperuntukan bagr ASN
dianggarkan sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentarrg Sistem Jaminan Sosial Nasi<-,nal
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2Ol1
tentang Badan Penyelenggara iaminan Sosial sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2O2O

tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatal Bagi Pekerja
Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir
D. 16.a.1).i).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tefiangPedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyeoiaan alokasi belanja iuran jaminan
Keseharan ASN sebagairnana tercantum dalam Tabel. 11

sebagai berikut:

Tabel. 1 I

Belanja luran Jaminan Kesehatan ASIrI

Belan Tarlballan ASN

Jumlah Penerimaan

Iuran an harus dibayarkan Uumlah Penerimaan x 4olu)

4.994.t44.476

7r.563.711.630
361.333.r70.300

t4.4 t3.326.8 t2

26.441.324.774

t2.367 .997 .e66

Alokasi Belanja Iuran J?-minan Kesehatan ASN pada
APBD

Selisih lebih bayar (antka 4 - antka 3l

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran
jaminan Kesehatan bagi ASN, belum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat
besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya
sebesar Rp14.473.326.812,00 atau terdapat selisih lebih
sebesar RpL2.367.997.966,00. Selisih lebih dapat
dianggarkan apabila terdapat utang kepzrda
penyelenggaran Jaminan Kesehatan.

JEldrt ddrD IDBD
2Ut3
mrl

I Juulrn ddrm
i l.rlDrlr! IPBD 2023
I mo,

4

XOXPloflIl PERIIITUI{OAII

3

i)

239 .415 .7 4A .450

24.156 908.350

4.462.692.4008.606.3'r6.000

252.13lJ.O4t.324

26.1 19.284.163

c

d t3.353.t47.2'20

I

I
Belanja Tunjangan FunSsional Urnuln ASN

Belanja Gaji Pokok ASN

Belaoja Tunjangan Keluarga ASI'r

Belanja Tuniangan Jabatan ASN

Belanje Tunjangan Fungsional ASN 13.989.255.760

375.730.O24.921
70.317.873.270

2

3 \5.O29.201.1i7

4

-58

ro
21

4.280.96 L8504.567 .228..tOO

(31.016.28 i )
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Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus
menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan
Kesehatan ASN sesuai keter.tuan Undang-Undang Nomor
4O Tahun 2O04 tentang Sistem Jaminan Sosial I\asional
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo;
6 Tahun 2023, Undang-Undang lrlornor 24 Tahun 2Ol1
tentang Badan Penyelenggara Jaminar: Sosial sebagaimana
telah diubah dengarr Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan PresiCen
Nomor 82 Tahun 201 8 tentang Je.minan Kesehatan
sebagaimana telah dirrbah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Peraturan
Menteri Dalam I'legeri Nomor 70 Tahun 2O2O tentang
Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagr Pekerja
Penerima Upah di t,ingkungan Pemerintah Daerah, dan
butir D.16.a.1)j).(51 Lampiran Peraturan Menteri Dalarn
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedo^ran
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

(21 Belanja luran Janinan Kesehatan bagr DPPD
semula sebesar Rp98.955.68O,O0 bertambah sebesar
Rpl6.244.32O,0O menjadi sebesar RpI I5.20O.000,00 yang
diperuntukan bag, pimpinan dan anggota DPRD
dianggarkan sesuai ketentuan Undartg-Undang Norrror 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasronal
sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun
2023, Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2O11 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah
diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30,
Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82
Tahun 2O 18 sebagzrimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2)20
tentang Penyetoran Iuran Jarninan Kesehata.n bagi Pekerja
Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan
butir D.16.a. t)j).(5) Lampiran Pcraturar Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penlr.rsunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan a-lokasi belanja iuran jaminan
Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana
tercantum dalam Tabel. 12 sebagai berikut:



I
o

I

142.535 .000,00
r .293.820.500,0C

,15.649.tOO,OO

29.597.400.00

2.47 J.E92.OOO,OO

98.95s.680,00

98.955.680,00
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Tabel 12

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

Ju.tnlr.b d.LE APBD
20!13
(RP}

2

d

Penerimaan

Belanja Uang Repres-ntasi DPRD

b Belan a aun r Nelua DPRD

Belanja T\]njangan Jabatar DPRD

Belsnja Tunjangan Alat Xcleng(apan DPRD

Beiania Thnjangan Aiar Kelengkapan
L"ai a DPRD

JuElah Penerima1n

Alokasi Belanja luran Jarninan :(esehatsn DPRD
APBD

892.290.000.00

110.535.00r,00
1 293.a20.500,O0

125 .649 .220 ,OO

29.780. r00,00

9a.oa2.t 92,4o

tz .ttz .ooz ,zo t,Selisih lebih bayar (axgka 4 angka 3)

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran
jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD,
belum sesuai dengzrn ketentuan peraturan perundang-
undangan, mengirrgat besaran alokasi Iuran Jaminan
Kesehatan bagi pirnpinan dan anggota DPRD seharusnya
sebesar Rp98.O82.992,80 atau terdapat selisih lebih
sebesar Rp 17. 1 17 .OO7 ,2O.

(3) Belanja Iuran Jamilan Kesehatan bagi Bupati/Wakil
Bupati semula sebesar Rp6.958.841,00 berkurang sebesar
Rp126.O32,OO menjadi sebesar Rp6.832.809,0O yang
diperuntukan bagr Bupati/Wakil tsupati dianggarkarr
sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang badan Penyelenggzra Jaminan Sosial sebagaimana
telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2C23,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasa' 33
dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang
Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peke{a
Penerima Upah cti Lingkungan Pemerintah Daerah, dan
D.16.a.1)j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2Q22 tentatg Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnl'a, penyediaan alokasi belanja iuran janrinan
Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana tercantum
dalam Tabel 13 sebagai berikut:

XOEPOTEII PFRIIITI,IIG,AT

3

JI6r.h d.hnr
P.rlrDdr!APID

20,a
1P!l
4

I

892.290.O00,00

2

Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan
x 4"/"1 __

2.45L.O7 4.420,Oo

3

,l 115.200.000,00
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Tabel 13

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

I(OUPTOHEIT PTRHITI) ITGAX

2

Pcncrimaan

luran yang harus dibayarkan (Jumlah
Penerimaan x 496)

Alokasi Belanja I,.rran Jaminan
Kesehatan KDH/WKDH pada APBD

Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3) (0)

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran ruran
jaminan Kesehatar- bagi Bupati/Wakil Bupati, beium
sesuar deng€rn ketentuan peraturan pemndurng-undangal
sehamsnya Rp6.958.841,00 atau terdapat selisitr kurang
sebesar Rp126.032,0t)

b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jarninan Kcmatian
yang diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja dan .laminan Kematian yang diperuntukan
bagi ASN, diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Keda ASN semula
sebesar Rp6O5"41l.l22,OO berkurang sebesar
Rp29.8 1 5.822,0O rnenjadi sebesar Rp575. 595. 300,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
semula sebesar Rp 1.054.415.595,00 bertambah sebesar
Rp557 .7 09 .692 ,O0 menjadi sebesar
Rp1.612.125.287 ,Oo;

Agar dianggarkan dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (11

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi

Pegawai Aparatul Sipil Negara sebagaimana teiah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan
butir D.16.a.1)j).(6) Lampiran Peratrrran Menteri Dalam
Negsri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahu:r Anggaran 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten
Tulang Rawang harus mengalokasikan:

d.alr.mJri'rt'h

20.23

1

a

bI

c

2 Jumlah Penerimaan

3 6.958.841

KDH WKDH

60.824 .400

173.971.030

7.C26.r14

106. 120.512

60.824 .400

7 .026.118

Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
Belanja T\:njangan Keluarga

r73.971 .OiO

6.958.841

6.958.841

6.832.8094

1126.o32l

NO
drh APB0

2(y,,3

3 4

Belarrja Tunjangan' rabatan
KDH/WKDH

106.120.s12

J



-62-

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN telah
sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (li Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Janrinan
Kecelakaan Keda dan Jaminan Kernatian Bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir
D.16.a. 1)j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomo.. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunart
APBD Tahun Anggaran 2023.

(b) Belanja Iuran J:rminan Kematian ASN seharus nya
sebesar Rp719.447.246,55,O0 atau 0,30% dari gaji pokok
sebesar Rp239.815.748,84 0,00 sehingga terdapat selisih
lebih sebesar Rp892.678.040,45.

c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanarr
kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan keseha tan
yang disediakan ole'h BPJS Kesehatan dalam rangka
pemeliharaan kesehatan berupa:

(1) Sub Kegiatan Pelaksarraan Medical Check Up Kepala Daerah
dal Wakil Kepala Daer ah semula sebesar Rp3OO.OO0.OOO,0O

bertambah sebesar Rp300.000.000,O0 menjadi sebesar
Rp600.000.000,00;

(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medlcal Check Up DPRD semula
sebesar Rp245.000.000,00 berkurang sebesar Rp270.000.00
menjadi sebesar Rp242.300.000.00.

agar berpedoman kepada ketentuan butir D.16.a.2).c).(2). (c)

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedonran Penyusunan APi3D Tahun Anggar'an 2023.
Khusus untuk Pimpinan dau Anggota DPRD Kahupaten Tulalg
Bawang, dalam pelaksanaannya harus berped<.rman pada
ketentuan Perat,rran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak K-euangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebaga.imana telah diubah dengan
Peraturar Presiden Nomor 1 Tahun 2O23.

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Ralryat Daera.h,
yang antara lain:

a) Belanja Ciaji dan Ttrr,jangan DPRD semula sebesar
Rp22.686.283.930,00 bertambah sebesar Rp24 l. 563. 064, 00
menjadr sebesar Rp22.927 .846 .994 ,OO , yang diperuntukan
bagi Pimpinan dan Angg<-rta DPRD disesuaikan dengan
Peraturan Pemerintah I'lomor 18 Tahun 2017 ter.tang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ra}yat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerinta-h |lomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasir,nal
dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi,
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kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasiona-litar, dalam
penggunaan anggaran.

Selanjutnya, penyediaarr alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan
DPRD yang diperuntrrkkan bagi Pimpinan dair Anggota DPRD
antara lain diuraikan pada:

(1) Belanla Uang Representasi DPRD sebesar
Rp892.290.000,00, alokasi Belanja Uang Representasi
DPRD tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan
Pemerinta-h Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor r Tahun 2023,
sebagaimana tercantum dalam Tabel 14 sebagai beriku:;

Tabel 14

Belanja Uang Representasi DPRD

]ID. BD TA 2023 P..TPBD TA 2O'I3

.,I'IIAII
PtfPm.alt

JJf,IAII OA.IT
POKOI( DAII

UA]{ODrr
AIGGOTA )5ENTA

UNAIAT

Ketria (setara
Cengan gaji pokok
Gubemurl

l

.ruul,Ag oarr
PrOl(OX DAf

UAI{O
NEPRESETTAA

I lRP,

.,UII.AA
PIUPI1IA.Ii

DAI!
/Ntc(xlrA

1

2

1 2.100.000 2.100.000

2
Wakil (aO%, dari
uang represent:rsi
Ketua DPRD)

Anggota (75% dari
uang reprentasi
Ketua DPRD)

2

5.355.000

74.970.000

1.680.000

:l 37 37
1.5 /5.000

Jumlah Pimpinan
dan Angggota

40 40 5.3s5.OOO

5
Uang representasi x
14 Bulanl

74 q /O.O00

Alokasi uang represen tasi
APBD

Selisih lebih bayai
I

a92.2SO OOO 492.290.OOO

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar
Rp 1.293.820. 500,00 dan alokasi Belanja Tunjangan Jabatan
DPRD tersebut telah mernenuhi aman..t Pasa-l 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan
dan AdminisLratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 atau 145% dari uang
Representasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten T\rlang
Bawang untuk mempertahankan kesesuaian alol<asi

anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;

(3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD semula sebesar
Rpf i5.649.1O0,00, bertambah sebesar Rpl0.000.120,00
menjadi sebesar Rp 125.649.22O,00;

Ilo

1.6aO.000

I.575.U00
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(a) Belanja Tunjangan Komunikasi lntensif Pimpinan dan
Anggota DPRD sebesar Rp3.O24.O0O.O0O,O0 ielah sesuai
ketcntuan Pasai 8 ay';tt 6 huruf c Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administra.tif Pimpinan dan Anggor,a Dewan Perwakil,rn
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor I Tahun 2023 dan Peraturan Menteri
Da.lam Negeri tt{omor 62 Tahun 2017 tentarg Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana
tercantum dalam Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15

Belanja T\rnjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
Anggota DPRD

IPBI' TA 2023

KOUPOTET

I'A!
AIlOrilCIA

DgRD

40

(5) Belanja Tunjangan Reses DPRD semula sebesar
Rp3.024.000.000,00 berkurang sebesar Rp2.268.000.000,00
menjadi sebesar Rp756.000.000,0O telah sesuai dengan Pasal
8 ayat (6) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak Keu angan dan Administratif Pimpilan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokarl Kemampual Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertalggungiau aban Dana Operasional,
sebagaimaaa tercanturn dalam Tabel 16 sebagai berikut:

P.^PBD TA 2(,,l3

3 x daii uant
representasi Ketua
DPRD selama 12
Bulan

Jumlah Pagu

UATTO
NSPRISE IASI

(EPl

.,UXI.AB
PIUPITAT

DAI|
IIIOGCIA

JDPRD

uxlc
RENEAETTASI

(Rp)

2.100.oco 40 2. roo.000

3.024.000.000

3.024.000.000 3.02...000.000
2 Alokasi TunjanSan

Komunikasi lntensif
pada APBD

3

tvo

I

3.024.000.000

Selisih
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Tabel 16
Betanja Tunjarrgan Reses DPRD

(6) Belanja Tu njangan Perumahan DPRD semula sebesar
Rp7.294.764.250,00 bertambah Rp1.276.505.750,00
menjadi besar Rp8.571.270.OOC,0O harus mempedomani
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dersan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah deugan
Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2Q23 dar, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nornor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah
sebagaiman telah diubah dengan Peraturar Menteri Daiam
Negeri Nomor 11 Tahurr 2O07;

(7) Belanja Tur,jangan Transportasi DPRD semula sebesar
Rp6. 132.000.000,O0 bertambah sebesar Rp883.2O0.0O0,00
menjadi sebesar Rp7.0 I 5.200.000,00 harus mempedomani
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahr rn
2Ol7 tentang Hali Keuangan dan Administratif Pimpilan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ra-lryat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peratu;an Pemerintah Nomor 1 'I'ahun 202i.

Terhadap Belanja pa,la angka (6) dan angka (7) tersebut
diaLas, sesuai ketentual Pasal 17 ayat (5) Pelatrrran
Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangarr dan
Administras:, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana teiah diubah dengan Peratur:rn
Pemerintah Nomo.r I Tahun 2023, Pemberian Tfrnjangan
Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD tidak boleh melebihi Tunjangan Perumahan
dan Tunjangan Transportasi bagi Pirrrpinan dan Anggota
DPRD Provinsi.

P.APAD TA 1O2 3
t2t

KOXPOf,EII
PERf,ITUIiGII

JI'XL.AII
PtfPtllrll

DAIi
lllccot

DPND

3 r dari uang
repre8entasi l(efua
DPRD (KKD Rendah)

1

AYBD TA i(r33

40

utro
RIPnICSEITAAI

(Rp)

2.100.000 2.100.000

2 Alokasi Tunjangan
Reses pada APtsL)

756.O00.OOO

Selisih

ro PIIPIiAN
Dtr

Arooor.r

IrrrS
RIPNEABTTASI

(RP)

40

3.O24.OOO.000
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b) Belanja Dana Operasional Pimpinair DPRD sebesar
Rp2Of .600.000,00 telah sesuai ketentuan Pasal 22 a5'at 3
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O l7 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dervan
Perwakilan Ralryat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahurr 2023 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7 tenl ang
Pengelompokan Kemampuan Ketrangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungiawaba:r Dana Operasional,
sebagairnana tercantum dalam Tabel l7 sebagai berikut.

Tabel 17
Dana Operasional Pimpinan DPRD

100.800.000

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daeral dan Wakil Kepala
Daerah
Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati semula sebesar
Rp40C.000.00000 bertambal-r sebesar Rp200.000.000,00 menjadi
sebesar Rp6OO.0OO.OOO,O0 atrau O,32.o/o da-ri total Pendapatan Asli
Daerah sebesar Rp148.297.470.438,00 dapat dianggarkan dan
penentuan besarannya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (21 Peraturan
Pemerintah Nomor 109 TahurL 2O00 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil F.epala Daerah, yaitu paling rendah
Rp600.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% dari target Pendapatan
Asli Daerah di atas Rp150.000.000.000,00.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggar€rn tersebut harus
berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2O0O tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

o

1 100.800.ooo

100.s00.o00

20I .600.oo0

Wakil Ketua DPRD

Jumlah Dana
Operasional

Alokasi uang
represenLasi pada APBD

201.600.000 201 .600.oo0

2

Selisih

APBD TA 2023 P.EPBD IA 2023

100.800.000

KOUPlOITEIT

201.600.00c
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5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belarrja Tambahan Penghasilan ASN
semula sebesar Rp70.317.873.27O,OO bertambah sebesar
Rp1.245.838.360,00 menjadi sebesar Rp71.563.711.63O,0O atau
5,01% dari total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00
yang diuraikan ke ctalam rincian objek belar,ja
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
sebesar ttpT 1.563.7 I 1.630,00;

dapat dianggarkan dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek
efektivitas, efi siensr, kepatutan dan kewajaran pengglrnaan anggaran
sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a.1)j).(Z)
Lampirzrn Peraturan Menteri Dalam Negeri No:reor 84 Tahuo 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemcrintah Kabupaten T\rlang Bawang dapat
memberikan Tambahan Penglrasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD,
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta berpedoman pada
Peraturan Pcmerintah, dan dalam hal bclum adanya Pcraturan
Pemerintah mengenai TPP, Bupati dapat memberikan TPP bagi A-SN

setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Dalam rangka tertib administrasi dan kepastiari pembe;ian
Tambahan Penghasilan Pegawrei kepada Aparatur Sipil Negara, maka
Pemerintah Daerah tidak lagi mengalukan permohonan persetujuan
kepada Menteri Daiam Nege::i apabila tidak terdapat perubahan
besaran nominal alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai kepada
Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengaa
Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparat.rr Sipil Negara Tahun
Anggaran 2022.

6) Tambahan Penghasilan berd.asarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
ASN semula sebesar Rp90.008.858.729OO bertambah sebesar
Rp 1 0.882.833.894,00 menjadi sebesar Rp 1 00. 89 I . 692.623,OO atau
7,O7o/o dai total belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00
yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Inserrtif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah semula
sebesar Rp1.532.571.903,00 bertambah sebesar
Rp34O. r 92.898,0O menjadi sebesar RpL.922.7 64.aO,OO;

b) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
semula sebesar Rp92.902.433,00 bertambah sebesar
Rp4a.54 1.827,O0 menjadi sebesar Rpl4 1.444.260,OO;

c) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PI,ISD semula seb,lsar
Rp60.366.192.000,00 berta;nbah sebesar Rp14.789.708,600,00
menjadi sebesar Rp75. 155.9O0.6OO,OO;

d) Belanja Tambahan Pengt asilan (Tamsil; Guru PNSD sebesar
Rp2.532.250.000,00;
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e)Belanja Honorarium semula sebesar Rp19.520.995.908,00
berkurang sebcsar Rp2.512.83O.121,OO menjadi sebesar
Rp 17.O08.165.787,OO yang diuraikan ke dalam suh rincian objek
belanja:

(1) Belanja Honorarium Penanggungiavraban Pcngelola Keuangan
semula sebesar Rp16.049.441.1O8,O0 berkurang sebesar
Rp2. 5 1 2.830. 12 1,00 menjadi sebesar Rp 1 3.572. 575 .7 87,0O

(2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar
Rp140.5O4.8OC,OO berkurang sebesar itp35.964.8CO,O0
menjadi sebesar Rp 104.1i40.000,00;

dapat dianggarkan sesuai ketentuan :

a) Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010 tentang Tata Cara ?emberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untulr insentif
pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, Trrnjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana
Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah dan Tunjangan
Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber
dari APBN Tahun Anggarat 2023 melalui DAK Non Fisik,
insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif
dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai br:rupa
belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur
dalam peraturan perundarlg-undangan mempakan salah satu
penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana
maksud butir D.l6.a.l)j) (8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2021 t.entang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitar, dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan
retribusi daerah hanya dapat Ciberikan kepada penerima
insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan
Perr,erintah Nomor 69 Ta.hun 2OLO tentang Tata Cara
Pemberiaan dan Pemanfaatal Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, apabila terlibat dalam kegiz.tan
pemungutan pajal daer;.il dan retribusi ciaerah serta dalam
pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kev,ajaran dan
rasionalitas disesuaikan de:rgan besarnya tanggungiawab,
kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

b) Pasal 3 ayat (i) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan PemerinLah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaal Keuangan Daerah,
Peraturan Preside,r Nomor 33 Tahun 2020 tentang Stanclar
Harga Satuan Regionai Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir
D. i6.a.1).j).(9) Lan^piran f'eraturan Menteri Dalan^ Negeri Norror
84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023 untuk honorarium dengan tetap n;emperhatikan
prinsip efisiensi, efektihtas, kepatuharr, dan kewajaran dalam
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pencapaian sa3aran program dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan wakiu pelaksalaal kegiatan dalarn rangka
mencapai targe'- kinerja kegiatan dirnaksud serta standar hargs
satuan yang ditetapkan oleh Bupati.

c) Pasal 3 ayat (21 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminar-r
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional Pada Fasrlitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pernerintah Daerah untuk Belanja Jasa
Pelayanan Kesehatan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula sebesar
Rp419.260.893.333,00 berkurang sebesar Rp2.161.794.918,00
menjadi sebesar Rp417.C99.098.415,00 atau 29,22oh dari total belanja
daerah sebesar Rpl .427 .468.322 .7 4a,OO harus digunakan urtuk
pengadaan barang/jasa yang nilai malfaatnya kurang dari 12 (dua
belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual
kepada rnasyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program,
kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian
sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada OPD terkait
dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran penggunaan e.nggar.ui sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan
Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D .15.a.21 .al Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 1'ahun 2022 tentang
Pedomar^ PenJrusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain
tercantum pada objek:

1) Belanja Barang semula sehesar Rp90.36i.640.843,00 berkurang
sebesar Rp4.458.O20.558,00 rnenjadi sebesar Rp85.903.620 285,00
atau 6,O2Vo dari tcr ial belanja daerah sebesar
Rpl .427 .468.322 .7 48,OO yang diuraikan ke dalam rincian objek:

a) Belanja Barang Pakai Habis semula sebesar
Rp90.361.640.843,0C berkurang sebesar Rp4.458.020.558,00
menjadi sebesar Rp85.903.520.285,00 atau 6,O2yo dari total
belanja daerah sebesar 11p1.427.463.322.748,00 yang antara
lain diuraikan ke dalam st''-b rincian objek:

(1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula sebesar
Rp8.483.972.500,00 berkurang sebesar Rp3.303.693. 650,00
menjadi sebesar RpS. I 8O.278.850,00;

(2) Belanja Alat/Bahan urrtuk Kegiatan Kantor-Alat T\rli s Kantor
semula sebesar Rp6.52O.7IO.2OO,0O bertambah sebcsar
Rp15O. 126.806,OO rnenjadi sebesar Rp6.670.837.0O6,00;

(3) Belanja AIatT Bahan trntuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak

semula sebesar RpI2.362.388.350,00 berk'rrang sebesar
Rp256.7 46.7 48,00 menjadi sebesar Rp 1 2. 1 05. 64 1 602,00 ;
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(4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
semula sebesar Rp1.5OO.610.100,OO berkurang sebcsar
Rp4 1 8.3 1 1.200,00 merrjadi sebcsar Rp 1.082.298.900,00;

(5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
semula sebesar Rp1 .629.921.600,00 bertambah sebesar
Rp77.540. 100,00 menjadi sebcsar Rpl.7O7 .467.70O,O0;

(6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Suvenir/Cendera Mata semula sebesar Rp458.87O.0O0,00
berkurang sebesai Rp50.692.500,00 menjadi sebesar
Rp4O8. 177.50O,OO

(7) Belanja Obat-Obatan semula sebesar Rp7.189.31C.1OO,0O
berkurang sebesar Rp58.3O0.200,00 menjadi sebesar
Rp7.131.009.90O,00;

(8) Belanja Makanan dan Mirrurnan Rapat semula
sebesar Rp8.07 7.62 1 .000,00 bertambah sebesar
Rp268.387.000,00 menjadi sebesai Rp8.346.008.000,00;

(9) Belanja Makanan darr Minuman Jamuan Tamu semula
sebesar Rp 1.490..306.OCO,0O bertambah sebesar
Rp i .239.2 1 8.000,00 menjadi sebesar Rp2.7 29.52 4.000,00;

(10) Belanja Makanan darr Minuman pada Fasilitas Pelayanan
Urusan Kesehatan semula sebesar RpO,00 bertambah
sebesar Rp3.52 1.148.600,00 menjadi sebesar
Rp3.521.148.600,00;

(11) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangar semula
sebesar Rp472.320.000,00 berkurang sebesar
Rp f 72.468.OO0,OO menjadi sebesar Rp299.852.0O0,O0;

(12) Belanja Pakaian Dinas Harian IPDH) sebesar
Rp551.750.000,00;

(13) Belania Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebcsar
Rp227.000.000,00;

(14) Belanja Pakaian Adat Daerah sebesar Rp323.l5O.0O0,OO;

(15) Belanja Pakaian Batik Tradisional semula sebcsar
Rp417.750.000,00 berkurang sebesar Rp87.375.000,00
menjadi sebesar Rp330.375.OOO,OO;

dapat dianggarkan namun da-lam pelaksanaannya disesuaikan
dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas
dan fungsi OPD, standar kebutut^an yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta
memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tanun Anggaran
2022 detgan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi
da-lam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai Pasal 9
Peraturan Pemerintah Nomo; 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara /Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomo:r 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1)

Feraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
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Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2O16 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah, sebagaimana maksud D.16.a.2).c).(1).(a) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2O23.

Selanjutnya, penyediaan Erng6aran yang tercantum pada Belanja
Barang untuk Dijual/Dise:rrhkan kepada Masyarakat sebesar
Rpl6.O12.677.74t ,OO;

Dianggarkan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan
sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Bupati
yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD serta
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan
efektifitas dalam perrcapaian sasaran program, kegiatan dan sub
kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai
ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir
D. I 6.a.21.c).( r ). (b) dan butir D. I 6.a.2).c).( 1).(c) Lampiran Pe;aturan
Merrteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Arrggaran 2023.

Selanjutnya, Pengadaan bela.rja barang untuk dijual/diserahkan
kepada masyarakat / pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar
harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait
langsung dengan pengaclaan/petnbangunan -sampai siap
diserahkan.

2l Belarja Jasa semula sebes^r Rp140.917.994.713,O0 berkurang
sebesar Rp8.985.534.<-t77,OO menjadi sebesar
Rp131.932.459.736,OO atau9,24o/c dari total beianja daerah sebcsar
Rp1.427.468.322.748,O0 yang antara lain diuraikan ke dalam
rincian objek:

a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rpl13.532.108.407,00
berkurang sebesar Rp 12.704.958 .647 ,AO merjadi sebesar
Rp10O.827.149.760,00 alau 7,O60/o dari total belanja daerah
sebesar Rp 1 .427 .458.322.7 48,OO.

Selanjutnya, Belanja Jasa l(antor antara la.rn diuraikan ke dalam
sub rincian objek belanja:

(1) Honorarium Narasrrmber atau Pembalas, Molerator,
Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar
Rp3.3 I 9. 675.0OO,OO bertainbah sebesar Rp840.42 5.O00,00
menjadi sebesar Rp4. I 60. 100.000,00;

(2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp 14.288.600.000,00
berkurang sebesar Rp6.965.675.000,00 menjadi sebesar
P,p7 .322.925.000,00;
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(3)

(4t

(s)

(6t

t7t

(8)

(e)

(10)

(l 1)

(t2l

(13)

(14)

(1s)

Honorariurn Penl'uluhan atau Pendampingan semula
sebesar Rp 168.400.000,00 berkurang sebesar
Rpa.800.000,00 menjadi sebcsar Rp 1 63.60O.00O,00;

Ho,rorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah,
Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website semula
sebesar Rp 177.71)0.000,00 bcrkurang sebesar
Rp 1O.320.0t t0,OO menjadi sebesar Rp 167.aOO.000,00;

Belanja .iasa Tenaga Kesehatan semuia sebesar
Rp8. i40.295.000,00 bertambah sebesar
Rp3. 152.5a4.824,0C menjadi sebesar Rp1 1.292.839.824,OO;

Belanja Jasa Tenaga Penangarran Prasarana dan Sarana
Umum semula sebesar Rp23.936.O(}O.OOO,OO berkurang
sebesar Rp453.725.O00,00 menjadr sebesar
Rp23.482.275.000,00;

Belan;a Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat semula sebesar
Rp2.7 23.85O.000,00 berkurang sebesar Rp 1 73.955.OOO,O0

menjadi sebesar Rp2.549.885.000,00;

Belanja -rasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan semula sebesar Rp322.08O.00O,OO berkurarg
sebesar Rp24.600.000,00 menjadi sebesar

Rp297.480.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar
Rp1.576.500.000,00 berkurang sebesar Rp40.400.000,OO
menjadi sebesar Rp 1.536. I CO.0O0,00;

Belania Jasa Tenaga Operator Komputer semula sebesar
Rp2.184.100.000,00 berkurang sebesar Rp375.400.000,00
menjadi sebesar Rp 1.808.700.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar
Rp241.050.000,00 berkurang sebesar Rp77.250.000,00
menjadi sebesar Rp 1'53.800.000,00;

Belanja Jasa 'i enaga Ahli sernula sebesar
Rp1.368.100.O0O,00 berkurang setresar Rp55.700.000,00
menjadi sebesar Rp 1.1)02.400.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar
Rp2.243. 580.OO0,OO bertambah sebesar Rp I zO.3O0.0O0,tlO

menjadi sebesar Rp2.4 I 3.880.O00,00;

Belanja Jasa Terraga Keamanar semula seb3sar
Rp4.854.975.000,00 berkurang sebesar

Rp 1.077.04 5.000,00 menjadi sebesar Rp3.7 7 7 .93O.000,00 ;

Belanja Jasa Tenaga Supir semula sebesar Rp3O.OOO.OO0,00

berkurang sebesar Rp3.000.000,00 meniadi sebesar

Rp27.000.C0D,00;



(16) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Tekr:ologi semula
sebesar Rp8C3.825.0OO,OO berkurang sebesar
Rp 13 1.450.000,00 menjadi sebesar Rpb72.375.000,00;

(17) Belanja Jasa lklan/Reklame, Film, dan P3motretan semula
sebesar Rp9.922.050.000,00 berkurang sebesar
Rp3.982.50C.000,00 menjadi sebesar RpS.939.550.000,00;

( 18) Belanja Kawat/Faksirnili/Internet/TV Berlangganar semula
sebesar Rp3.047.530.000,00 berkurang sebesar
Rp280.838. 572,00 menjadi sebesa r Rp2.7 66.69 1.428,OO ;

Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian
sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai den gan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka
mencapai target kineda sub kegiatan dimaksud serta standar
harga satuan yang ditetapkan oleh Bupatr sesuai ketentuan
Pasa-l 3 ayat (l) dan Pasal 5l ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan jasa 1'ang didasarkan pada pertimbangan bahwa
keberadaa:rnya dalam rrub kegiatarr rnemiliki peranan dan
kontribrrsr nyata terhadap pencapaian kiner.,a pelaksanaan sub
kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan
kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara
spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan
besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak
lairr atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon,
internet dan jasa-jasa lainnya sebagailnana maksud butir
D.16.a.21.c1.(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tatlun 2022 tentarrg Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023.

b) Belanja Iuran Jarninan/Asuransi semula sebesar
Rp8.304.633.60C,00 bertambah sebesar Rp4.7 17.574.20O,OO

menjadi sebesar Rp13.022.2O7.800,00 atau 0,91% dari total
belanja daerah sebesar 17p1.427.463.322.748,OO yang antara
lairr diuraikan xe dalam sub rincian objek Belanja Kontribusi
Jaminan Kesehatan bagi PBI semula sebesar
Rp7.602.336.000,00 bertambah sebesar Rp3.391.831.800,00
meljadi sebesar Rp 1O.!,94. 167.8O0,00, dianggarkan dalam
rangka rnewujudkan Uniuersal Health Couerage (UHC) bagi

seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang dengan manfaat pelayanan di ruang oerawatan
kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu
Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantrran Iuran (PBI).

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang wajib
melakukan integrasi Jaminan Kese hatan Daerah dengan
Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jamii'ran
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kesehatan bagi seluruh penduduk, sebagaimana dimaksud butir
D.16.a.2l.cl.(2).(b).v.viii) Lampiran Peraturan Ivlenteri Dalam
Negeri Nornor 84 Tahun 2022 tentar.g Pedoman Penyusunan
LPBD Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan dengan hai tersebut, Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian
atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan
manfaat yang sama dengan jKN, termasuk mengelola sebagian
Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skerna ganda
sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran
Peraturan lUenteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22 tentang
Pedoman Penl'usunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran yang tercantum
pada:

(f ) Belanja Iuran Jaminar Kesehatan lragi Peserta PBPII dan BP
Kelas 3 semula sebesar RIr422.385.600,0O bertambah
sebesar Rp277 .( 14.4OO,OO rnenjadi sebesar
Rp700.000.000,00;

t2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Nor: ASIrI semula
sebesar Rp 12.7 92.OOO. 00 bertambah sebesar Rp984.00O,o0
menjadi sebesar Rp13. /76.000,00;

(3) Bclanja lurar. Jaminrrn Kecelakaan Keda bagi Non ASN
semula sebesar Rp124.020.0C0,00 berkurang sebesar
Rp 1.530..000,00 menjadi sebesar Rp 1 22.490.000,00;

(4) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula
sebesar Rp 143.lOO.OOO,OO berkurang sebesar
Rp 1 . 530. 000,00 menja.ti sebesar Rp I 4 l . 57O.000,00;

dapat dianggarxan untuk Belanja Iuran Jaminan Kesehatan,
Belanja Iuran Jaminan kecelakaan Kerja, dan Belanja Iuran
Jaminan Kematian bargi pekerja/pegawai yang menerima
gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah
(PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/ kontrak
sebagai perlindungan kesehatan, perlindungarr atas risiko
kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan,
santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas
risiko kematian bukan akibat kecelakaau kerja berupa santunan
kematian sesuai dengan kei.entuan peraturatt perundang-
undangan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v,
D.16.a.2).c).(2).(b).vi, D.16.a.2l.cl.(2).(b).vii, D. 16.a.2).c).(2).(d),
dan D.16.a.2).c).(2).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 8+ Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Lnggaran 2)2j.
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c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

( I ) Relanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar
RpS.685.059. I 06,O0 Lt:rkurang sebesar Rp 1.358.982.9O0,J0
menjadi sebesar Rp4.326.O76.2C6,OO atau 0,307o dari total
belanja daerah sebesar Rpl.427 .468.322.748,O0 yang antara
lair, diuraikan ke dalan. sub rincian objek:

(a) Beianja Sewa Kendaraan Bermotcr Penumpang semula
sebesar Rp3,418.O87.000,00 berkurang sebesar
Rp 1.28 1. 88O. 600,OO menjadi sebesar Rp2. 1 36.2O6.40O,O0;

(b) Belanja Scwa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
sebesar Rp47.600.000,00;

(c) Eelanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (tlome IIse)
semula sebesar Rp130.5OO.0O0,00 berkurang sebesar
Rp66.750.000,00 menjadi sebesar Rp63.?50.000,00;

(d) Belanja Sewa P,:ralatan Umum semula sebesar
Rp 1 .008.427.000,0C) berkurang sebesar
RpaOT . 67 6.0O0,00 menjadi sebesar Rp600. 75 1 .000,0C ;

(2) Belanja Sewa Gedurrg dan Bangunan semula sebesar
Rp318.i0(r.000,00 bertambah sebesar Rp431.750.000,00
menjadi sebesar Rp749.850.000,00 atau 0,05% dari total
belanja daerah sebesar Rpl.427 .468.322.748,00 yaxg antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(a) Belanja Serva Bangunan Gedung Tempa.t Pertemuan
semula sebesar Rp I 17.000.000,00 bertambah seblsar
RpS.000.000,00 menjadi sebesan' Rp 1 22.OO0.00O,00;

(b) Belanja Sewa Hotel semula sebesar Rp 17. 100.000,00
bertambah sebesar Rp376.65O.0O0,00 menjadi sebesar
Rp393.750.000,00;

(3) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya semula sebesar
Rp255.500.000,00 berkurang sebesar Rp239.000.00O,00
menjadi sebesar Rp16.500.000,00 atau 0,00% dari trtal
belanja daerah sebesar Rpl .427 .468.32'2.748,00 yang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian Belanja Sewa Tanaman
semula sebesar Rpl75.5OO.0OO,OO berkurang sebesar
Rp159.000.000,00 menjadi sebesar Rp16.500.000,00.

dapat dianggarkan namun dalam pelaksana€rnnya disesuailcan
dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegr.atan dengan
mempriontaskan terlebih dahulu pengguna€rn barang milik
daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah
terkait maka pengarggararr dan pelaksanaan kegiatan dimaksud
tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan
kervajaran serta penghematan penggunaan angga-ran
sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (l) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.



Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman 
^cada

standar barang, standar kebutuhan dan/ateru standar harga
sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelclaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah Cengan Pereturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2O2O dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta
maksud butir D.16.a.21.c).(2).(f) Lampiran Peraturan lvlenteri
Dalam Nege.i Nomor []4 Tahun 2022 tentang Pedomair
Penl'usunan APBD Tahun Anggaran 2023.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(l) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar
Rp3.987.580.000,00 bertambah sebesar Rp879.880.570,00
rnenjadi sebesar Rp4.867 .45O.570,00 atau O,34%o dari '.otal
belanja daerah sebesar Rpl.427 .468.32?..74a,OO yang antara
lain tercantum pada:

ia) Belanja iasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa
Arsitektur Lainnya semula sebesar Rp63O.0OO.0O0,OO

berkurang sebesar Rp410.0OO.00O,00 menjadi sebesar
Rp220.000.000,00;

(b) Belanja Jasa Kons,rltansi Perencanaan Rekaydso-r..r €rso

Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air semula
sebesar Rp2.170.000.000,00 berkurang sebesar
Rp4 00.000.000,00 menjadi sebesar Rp 1.770.000.000,00;

(c) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa
Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipii
Transportasi semula sebesar Rp 1OO.0OO.OO0,00

bertambah sebesa" Rp899.330.570,00 menjadi sebesar
Rp999.330.570,00;

(d) Belanja Jasa Konsu ltansi Perencana.an Penataan Ruang-
Jasa Perencalaan rlan Perancar, gan Perkotaan semr.,.la

sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00
menjadi sebesar Rp 1 00.000.000,00;

(e) Belanja Jasa Konsultansi Perencaaaan Penataar Ruang-
Jasa Perencanaem Wilayah semula sebes,ar

Rp125.000.000,00 bertambah sebesar Rp625.000.000,00
menjadi sebesar Rp750.O00.000,00r

(2) Beia nja Jasa Konsultansi Non Konstruksi scmu,la sebes ar
Rp4.277 .3OO.000,00 bertambah sebesar Rp708.095.200,00
menjadi sebesar Rp4.985.395.200,00 atau O,35%o dari total
belanja daerah sebesar Rpl.427 .468.322.7 48,00 yang antara
Iain tercantum pada:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telemaiika
semula sebesar Rp871.800.000,00 berkurang sebesar

Rp60.500.000,00 menjadi sebesar Rp8l 1.300.000,00;
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(b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan
semula sebesar Rp1O0.OOO.00O,0O berkurang sebesar
Rp65.000.OOO,0O mcnjadi sebesar Rp35.O00.O00.000,00;

(c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientr.si Bidang-Kesehatan
semula sebesar Rp 195.000.000,00 bertambah sebesar
Rp258.500.00O,00 menjadi sebesar Rp453.500.000,00;

(d) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa
Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sernula sebesar
Rp3.035.00t).000,00 bertambah sebesar
Rp27 7 .7 OO.OO0,00 rrenjadi sebesar Rp3.3 I 2. 700.000,00;

dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap
memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran serta pengheinatan penggunaan anggaran dan
disesuaikan dengan kebutuhan nyata oada masing-masing
kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peratural Pemelintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, .rraian tersebut di atas juga harus memperhatikan
aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud
terhadap kualitas perumusan kebiiakan baik dibidang
pe.encanaan dan pelaksanaan pembar,gunan daerah maupun
pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya pen g€rnggarar r belanja jasa konsultansi kontruksi
mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang
dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga
beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait derrgan
pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan sesuai
ketentuan butir D. l 6.a.21.c\.(21.(g) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negcri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

e) Belauja Kursus/ Pelatihar,, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta
Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp4.557.7 13.600,00
berkurarrg sebesar Rp 1.419.893.400,00 menjadi sebcsar
Rp3.137.820.200,OO atau O,22Yo dari total belanja daerah
sebesar Rpl .427 .468.322 .7 48,OO yanB ar rtara lain tercantum
pada:

(1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula sebesar
Rp8O9.645.000,00 berkurang sebesar Rp373.385.000,00
menjadi sebesar Pp436.260.000,00;

(2) Belanja Sosialisasi semula sebesar Rp 1.376.999.8O0,00
berkr-rrang sebesar Rp388.o28.O0o,oo menjadi sebesar
Rp988.971.800,00;

(3) Belanja Birnbingan Teknis semula sebesar
Rp 1. 620.94O.800,00 berkurang sebesar Rp2O2.7 7 4.4OO,OO

menjadi sebesar Rp1.418. t 66.400,00;
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(4) Belanja Diklat Kepernimpinan
Rp75C.128.OOO,O0 berkurang sebesar
menjadi sebesar Rp294.422.OOO,OO.

semula sebesar
Rp455.706.0OO,oo

Dapat dianggarkan namun dalam pelalsanaannya dilakukan
secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran
daerah serta tertib anggaran da,n administrasi dengan
memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan,
mua.an substansi, kompetensi narasumt',er, kualitas advokasi
dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh
bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan
anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan
sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyrrsunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaal anggaran yang tercantum pada
Kegiatan Penlngkatan Kapasitas DPRD semula sebesar
Rp2.708.000.0,10,00 bertambah sebesar Rp262.185.000,0C
menjadi sebesar Rp2.970.OOO.00O,00, dapat d,anggarkan
dengan berpecloman pacla Peraturan Menteri Dalarrr Negeri
Nomor 133 Tahun 20 17 tentang Orientasi dan Pendalaman
Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Perrrbiayaan oan Pelaksanaan
Kegiatan tcrscbut agar bcrpedoman kepada Surat Kementerian
Dalam Negeri Nomor 188.1/8808/SJ tanggal 22 Oktobcr Tahun
2018 perihal Penjelasan F'asal 86 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2018 tentar.g Pcnyusunan Tata Tertib DPRD Piovinsi,
Kabupaten/Kota sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).ii
Lampiran Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Norr^or 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023.

Dalam hal penCidikan dnn pelatihan, bimbingan teknis atau
sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus
dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan
aspek-aspek urgensi, l<ualitas penyelenggaraan, muatan
substansi, kompetensi rr:rrasumber, kualitas advokasi cian

pelayanan penyelenggara serta manfaat yang Ciperoleh dari
kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan t-eknis

atau sejenisnya guna efektiTitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daera-h dapat

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,

sosialisasi, worksltop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam

rangka sertilikasi kompetensi dan pengembangan korrpetensi

SDM Aparatur atau sejcnisnya di iuar wilayah provinsi/

kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjaug

terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya
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serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten deno,sn lstap
memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan
Corona Virus i)tse cse- 19 sesuai maksud outir
D. l6.a.2j.cl.(2).(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tal,un 2022 tentang Pedoman Penyrrsunan APBD
Tahun Anggaron2023.

Selanjutnya, clalam rangka beradaptasi dengan penerapan
tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Vints Disease
19 di berbagai aspek kehidupar. dan pcmanfaatan teknologi
informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiata-rr kedinasan
seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis, sosialisasi, rzorks hr.lp, lokakarya, seminar, uj i konrpetensi
dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan
kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat
dilaksanakan secara uirtual maupun hybrid sesuai maksud butir
D. 16.a.2l.cl.(2).(i).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Angga ran 2023.

3) Belanja Pemeliharaan senrula sebesar Rp 12.571.658.142,OO
berkurang sebesar Rp2.468.129.733,00 menjadi sebesar
Rp 1O. 103.528.409,00 ata:u O,71%o dari total belanja daerah sebesar
Rp1.427.464.322.748,OO yang antara lain diuraikan ke dalam
rincian objek:

a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin seinula sebesar
Rp8.286.109.000,00 berkurang sebesar Rp1.092.105.744,OO
menjadi sebesa.r Rp7.194.002.256,00 atau 0,50o/o dari total
belanja daerah sebesar Rpl.427 .168.322.748,00 yang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan serrula
sebesar Rp80.000 0OO,0O bertambah sebesar

Rp7. 500. 000,00 rrenjadi sebesar Rp87. 500.000,00;

(2) Relauja Pemeliharaar. Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Ilermotcr Penumpang semula sebesar

Rp4. 649. I 75.000,00 berkurang sebesar Rp205. 527. 00C,00

menjadi sebesar Rpl.443.648.000,00;

(3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula sebesar

Rp384.8O0.000,00 berkurang sebesar Rp85.10O.000,00

menjadi sebesar RP299'700.000,00;

(4) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal

Computer semula sebesar Rp306.770 O00,OO berkurang
sebesar Rp85.300.0O0,OO menjadi sebesar

Rp221.470.000,0O;
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(5)Belanja Pemeliharaan Kompt:ter-Peralatan Komputer
Peralatan Persona, Computer semula sebcsar
RpB.0C0.OOu,00 bertarnbah sebesar Rp7.OO0.000,0C menjacli
sebesar Rp 1 5.OOO.OOO,0O;

b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar
Rp3.30 1.499. 142,00 berkurang sebesar Rpl.067.47O.98q,00
menjadi sebesar Rp2.23.a,.O28.153,O0 atau 0,1 6% dari total
belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322.748,00 yang antara
lain tercantum pada:

( 1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-tsangunan Gedung
Tempat Kerja-Banglrnan Gedung Kantor senrula
sebesar Rp2.563.950.O42,OO berkurang sebesar
Rp 1.0 I 7.293.389,OO menjadi sebesar Rp 1.546. 656.653,OO;

(2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunarr Gedung
Tempat Kerja-Bangunan Gudang semula sebesar
Rp105.OO0.000,0O tertambah sebesar Rp14O.OO0.0OU,00
menjaoi sebesar Rp245.000.O0O,OO;

(3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ged ung
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar
Rp1O0.OO0.0O0,OO;

(4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Ke4'a-Taman semuia sebesar Rp125.000.000,00
berkurang sebesar Rp79.000.000,00 menjadi sebcsar
Rp46.000.000,00.

c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringal, dan Irigasi senrula
sebesar Rp984.050. j00,00 berkurarg sebesar
Rp363.220.000,00 menjadi sebesar Rp620.830.000,00 atau
O,O4VI dari total belanjar daerah sebesar
Rpl .427 .46a.322 .7 4B ,OO l/ang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan
Pengembangan Raurzt dan Polder-Bangunan Pelengkap
Pengembangan Rawa rsebesar Rp 1 48. 500.000,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air
Baku-Instalasi Air Permukaan sebesar Rp2 10.000'000,00;

(3) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan
Listrik Lainnya sr:mula sebesar Rp280.000'000,00
berkurang sebesar Rp245.OOO.OO0,O0 menjadi sebesar

Rp3s.000.000,00.

Dapat dianggarkan nalnun dalam pelaksanaannya tetap

memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan

kewajaran serta p€nghematan perr$$unaan aT ggar€rn dan

disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing

kegiatan sesuai ketentual l)asal 3 ayat (1) Peraturan Pelnerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah'



Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yarrg berada
dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang at.ru kuasa
pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalarrr Pasal 46 ayat
(1) Can ayat (21 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20 14
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daeral sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Noinor 28 Tahun 2020
dan Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 19 Tahun 20 1 6
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir
D.16.a.2).c). (3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2Q22 tenlang Pedoman Perryusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp62.a36.274.685,00
berkurang sebesar Rp4 098.f09.185,00 menjadi sebesar
Rp58.738.165.500,00 atau 4,11zo dari total belanja daerah
sebesar Rp 1 .427 . 468.322.7,+8,OO.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri antara. lain
diuraikan ke dalam sub rinc,an objek:

(1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula sebesar
Rp41.907.894.685,00 bertambah sebesar Rp221.663.921, )O

menjadi sebesar Rp42. 1 29.558.606,00;

(2) Belanja Perjalanan Dinas Tetap semula sebesar
Rp32.000.000,0O berkurang sebesar Rp11.C00.000,00
menjadi sebesar Rp2 i.000.000,00;

(3) Belanja Perjalanarr Dinas Dalam Kota sernula sebesar
Rp839.80O.OCO,OO bertambah sebesar Rp12. 159.O89.O94,OO

menjadi sebesar Rp 1 2.996.889.094,00;

(4) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota semula
sebesar Rp19.856 580.0OO,0O berkurang sebesar
Rp 1 6.749.085.000,00 menjaoi sebesar Rp3. 1O7.495.O00,00;

(5) Belanja Perjalanan Dinas Paket l\tleeting Lrtar Kota semula
scbesar Rp200.00t'.000,00 bertambah sebesar
Rp 1 08.880.000,00 menjadi sebesar Rp308.880.000,CO.

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivilas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan

arrggaran dan discsuaikan dengan l<ebutuhan nyata pada masinE-

masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor' 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannl'a juga harus dilakukarr
untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting,

dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari
dan pesertanya dibatasi serta rrlemperhatikan target kinerja dari
perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi

kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara

transparan dan akuntabel sesuai peraturar^ perundang-undangan'

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan
berpedoman pada Peraturari Presiden Nomor 33 'lahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir
D.16.a.2l.cl.(4) Lampiran Perc.turan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Peny'usunan APBD Tahun Anggaran
2023.

Penyediaan anggaran pada belanja perialanan dinas paket meeting
dalam kota digunakan unlr.rk menganggarkan perjalanan dirras
dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di
dalanr kota pada Perr,erintah Daerah penyelenggaia dan dibiayai
seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang
dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelerrggara di dalam kota
Pcmerintah Daerirh peserta dan biaya perjalauarr dinasnva
ditanggung oleh Pemeintah Daerah peserta sesuai malsud butir
D.16.a.2).c).(a).(a).:v Larr,pirzLir Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentarrg Pedoman Pcnl'us,rnan APBD Tahun
Anggasan 2023.

Selanjutnya, penyediaan angg€rr€rn pada belanja perjalanan dinas
paket rLeeting lv kota digunaka n untuk menganggarkan
perjalanan dinas dalam rangka rapat, se:ninar, darr sejenisnya yang
dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara
dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara,
serta dilaksanakan di luar kota Femerintan Daerah peserta dengan
biaya perjalanan dinas yarlg ditanggung oleh Pemerir-rtah Daerah
peserta sesuai rnaksud butir D.16.a.2).c).(a).(a).v Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tefltang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Bcrkaitan dengan itu, pcnyedia€-n anggar an bclanja perjalanan
dinas ke luar negeri dapat dianggarkan untuk regiatan yang bersifat
urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten
T\rlang Bawang, anrara lain telah memiliki perjanjian kerja sama
antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawar,g dengan pihak luar
negeri dan dalarn pelaksanaannya juga harus berpedoman pada

Instruksi Presiden Nomor I 1 Tahun 2005 tentang Peg'alanan Dinas
Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Neg--ri Nomor 29

Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi

Aparatur Sipil Negara Kemerrterian Daiam Negeri dan Pemerintah
Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan 1an

Anggota DPRD.

Dalam rangka mencegah terjadinya penularau COWD-19 di

Indonesia, nraka Pemerintah Kabupater^ Tulang Bawang agar

menunda pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali
kegiatan yang bersifat urgent sebagaimana dimaksud Surat Menteri
Dalam Negeri Nomor 099/6937 /Sl tanggal 6 Desember 2021

tcntang Imbauan lt4enunda Pr-'rjalanan ke Luar Negeri'
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Selain itu, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada:

a) Sekretariat Daerah sebesar Rp6.532.532.OO0,OO atant 8,92%o dari
total belanja pada Sekretariat Daerah sebesal
Rp73.261.114. i69,00;

b) Sekrctariat DPRD sebesar Rp 16.831.586.600,00 atao 28,670/o
dari tot. belanja pada Sekrefariat DPRD scbesar
Rp58.841.131.495,00;

Agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan
anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-
masing kegiatan sebagaimana dimaksuci dalam Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Pe;nerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangal Daerah.

Selanjutnya, hasil rasionalsasi set'agaimana dimaksud dialihkan
untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana
tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yEurg menunjang
pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai
dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
dan/atau da-lam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam
penerapan tatanan norrnal baru. nroduktif dalr al]ran COWD-lg di
berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemet'intahan, kesehatan,
sosial, ekonomi dan pengang€{aran belanja wajib dalanr rangka
penang€rnEur dampe.x inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

5) Belanja Uang Can/atau Jrrsa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp679.950.000,00
bertambah sebesar Rp280.850.657,00 menjadi sebesar
Rp960.800.657,0O atau O,O7c/o dari total belanja daerah sebesar
Rpl .427 .468 .322 .7 48,OO yang hanya diuraikan ke dalam rincian
objek Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat sebesar Rp383.250.000,00 yang diuraikan ke
dalam sub rincian objek Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan
sebesar Rp 129.550.000,00 dapat dianggarkan dengan
pelaksallaannya tetap mernperhatikEln aspek efektivilas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta pe:rghematan penggunaan ang€(aran
dan sesuai ketentuan Pasal ll ayat (l) Peraturan Pemerintah Nonor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya unttrk
pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau
pengharga.an atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat,
penangeman damp'ak sosial kemasyarakatan akibat pengguna:rn
tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan
proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sestrai

dengarr ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya
sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sesuai ketentuan butir D.16.a'2)'c).(5).(a) Lampiran

Peraturan Menteri Dalare Ne geri Nomor 84 T'ahun 2022 tentang

Pedoman Penyrrsunan APBD Tahun Anggaran 2023.
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c. Belanja Hibah clan Bantuan Sosial

l) Penganggaran Belanja Hibah semula sebesar Rp47.O97.012.686,00
bertambah sebesar Rp14.7O5.101.C0O,O0 menjadi sebesar
Rp6 1.802.113.686,00 atau 4,33o/o dari total belanja daerah sebesar
Rp7.427.468-322.74a,OO yang diuraikan ke dalam rincian objek
belanja:

a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sem.ula sebesar
Rp24.604.906.000,00 bertambah sebesar Rp4.060.0O0.000,00
menjadi sebesar Rp28.564.906.000,00 yang hanya diuraikan ke
dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Pe'aerintah
Pusat sebesar Rp28.664.9O6.OO0,OO J'ang tercantum pada Sub
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pend:dikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Penrilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah;

b) Belanja I{ibah kepadrr Badan, l,embaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula
sebesar Rp22.060.000.000,00 berkurang sebesar
Rp1.533.362.000,00 menjadi sebesar Rp20.526.638.000,00 yang
antirra lain diuraikan ke dralam rincian objek belanja:

(1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan semula scbesar
Rp 1 0.435.000"000,0C bertarnbah sebesar Rp375.000.000,00
menjadi sebesar Rp10.810.000.000,C0; Yang diuraikan ke
Calam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan
dan l,embaga yang Bersifat Nirlaba, Sukai:ela dan Sosial yang
Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Ni"laba, Sukarcla
dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
sebesar Rp 1 . 100.000.000,00 yang diuraikan ke dalam sub
rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Tclah Merailiki Surat
Keterangan Terdaftar sebesar Rp 1 . 1 00. 000.000, 00;

(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,
Sukarela Bersifat Sosial Kerilasyarakatan semula

sebesar Rp10.325.000.000,00 berkurang sebesar

Rp1.708.362.000,00 menjadi sebesar Rp8.616.638'000,00
yang diuraikan l<e dalam sub rinciern objek Belanja Hibah
Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat
Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp8. 6 1 6. 638'000,00;

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Pol'tik
sebesar RP432. 1O6.685,00.
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2) Bantuan Sosial sebesar Rp3.290.30O.000,00 atau 0,23o,/o dari total
belanja daerah sebesar Rpl.+27 .46a.322.74A.OO )/ang diuraikan ke
Ca-lam rincian objek belanja Belanja Bantuan Sosial kepada individu
sebesar Rp3.290.300.000,00.

4. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Bela:rja Modal semula sebesar
Rp2O6.455.0 I 6.805,00 berkurang sebesar Rp7.92 5. 588. A24,OO menjadi
sebesar Rp198.529.427.981,00 atau 13,91% dari total belanja daerah
sebesar Rp 1.427 .468.322.748,00 agar penganggaran diprioritaskan untuk
pembangunan dan pengembangan szrrana dan prasarana yarlg terkait
langsung dengan penirrgkatan pelayanan publik serta pertumbuhan
ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.l6.b. Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8.4 Tahun 2022 tentang Pedoman
Peny'usunan APBD Tahun Arrggarat: 2O23.

Penganggaran belanja rnodal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap darr aset lair:nya yang
memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan, digur:,akan dalar: kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas
minimal kapitalisasi osset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat
diukur secara andal, tidak dimal<sudkan untuk dijual dalam operasi
normal entitas, dan diperoleh atztu ciibangun dengan maksud untuk
digunakan sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor r.2

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagairr,ana maksud
butir D.16.b.3) dan butir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri llomor 84 Tahun 2022 tentatg Pedoman Penl'usunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pacia
perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan
memperhatikal kebutuhal pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta
ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan
keb.rtuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD
dalam pengusulan penyediaan alggaran untuk kebutuhan barang milik
daerah yang baru (new initiutiue) dan angka dasar (baseline) serta
penJrusunan RKA-OPD.

Perencanaan kebutuhan barang miiik daerair dimaksud berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhal dan/atau standar harga, penetapan
standar kebutuhan oleh Bupati sesuai amanat Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengclolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2O2O Can Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengeiolaan Barang Milik
Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman

Penyrrsunan APBD Tahun Anggararr 2023.
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b) Belanja Modal Alat Komunikasi semula sebesar
Rp52.000.000,00 berkurang sebesar Rp3.38O.0C0,00 menjadi
sebesar Rp48.62t).000,00 yang diuraikan kc dalam sub rincian
objek Belanja Modal Alat Komunikasi Teleplnne.

6) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp 1.969.38O.242,OO
berkurang sebesar Rp525.841.2a2,00 menjadi sebesar
Rp1.443.539.000,00 atau 0,1070 dari total belanja daerah sebesar
Rp1.427.468.322.74a,OO yarrg diuraikan ke dalam rincian objek:

a) Belanja Modal Komputer Unit semula sebesar
Rpl.29a.97O.800,00 berkurang sebesar Rp9.317.800,00
menjadi sebesar Rp 1.285.653.000,00;

b) Belanja Modal Pera-latan Komputer semula sebcsar
Rp674.4O9.442,OO be.kurang sebesar RpS16.523.442,0O
menjadi sebesar Rp 1 57.886.O0O,O0.

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar
Rp59. 65 1.368. 6 I O,OO berkurang sebesar Rp6.388.23 1. 47 l,OO menj adi
sebesar Rp52.763.137.139,OO atav 3,7Oo/o dari total belanja daerah
sebesar Rpl.427.468.322.748,00 yang ant€ra lain diuraikan ke daiam
objek Belanja Modal Bangunan Gedung yaig antara lairr diuraikan ke
dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
semuia sebesar iRp58.151.368.6 1O,00 berkurang sebesar
Rp7.170.018.971,0O menjacli sebesar Rp50.981.349.639,00
Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
(1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar

Rpl.962.28a.OOO,OO;
(2) Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebesar Rp451.167.504,0O;
(3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar

Rrt6.2t4.911. r87,00;
(4) Belarrja Modal Bangur.an Fasiltas Umum sebesar

Rp335.000.948,00.

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar
Rp106.250.147.183,00 bertambah sebesar R.p3.128.73+.948,OO
menjadi sebesar Rp109.378.832.131,00 atau 7,660/o dari total belanja
daerah sebesar Rp1.427.468.3?2.74a,OO yang diuraikan ke dalam
objek:

1) Belanja Modal Jalan dan Jemhata:l semula sebesar
Rp9 1.897.769.401,00 bertambah sebesar Rp4.697.014.730,00
menjadi sebesan Rp96.594.784. 131,OO atau 6,77o/o dari total
belanja daerah sebesar Rp;|.427 .468.322.7 48,OO yang diuraikan
pada rincian objek:

a) Belanja Modar Jal.an sebesar Rp92.059-784.13 1,00;

b) Belanja Modal Jembatan sebesar Rp4.535 OOC.OOO,OO;

2) Belanja Modal instalasi semula sebesar Rp725.954.482'OO

berkurang sebesar Rp725.954'482,00 menjadi sebesar RpO,00

atau O,OOo/o dari total belanja daerah sebesar

Rp r.427 .468.322.7 48,OO.
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d. Belan;'a Modal Aset Tetap Lainny'a semula sebesar Rp4.324.a61.0OO,0O
bertambah sebesar Rp816.185.730,00 menjadi sebesar
Rp5.141.046.78O,O0 atalu 0,360/0 dari total belanja daerah sebesar
Rp1.427.464.322.748,00 yang diuraikan ke dalam objek Belanja
Modal Bahan Perpustakaan.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan
kcuangan dan kcbutuhan daerah berdasarkan pr;nsip el,siensi, efektif,
transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan
rnengutamakan prodtrk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden
Nomor 2 Tallwc 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Selanjutnya, penyeCiaan €rnggar€rr yang tercantum pada:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula sebesar
Rp15.497.189.000,00 bertambah sebesar Rp28.795.450,O0
menjadi sebesar Rp I 5.525.984.450,0O;

b. Belar,ja Modal Alat Laborato,:ium sebesar Rp2.500.000.000,00.

Dalam pengad aanflya harus memperhatikan kualitas dan manfaat
Alat-Alat Kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang
kompetitif dalam rangka mening!<atkan pelayanan kepada masyarakat,
sekaligrrs tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan
operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalarn pelayanan
kepada masyara kat.

5. Belanja Tida-l< Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban
APBD untuk keadaal darurat termasuk keperluan mendesak serta
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelurnnya. Penggunaan Belanja Tidak Terduga tersehut
antara lain dalam rangka penanganan COWD-lg dan dampaknya serta
sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O20
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatun
dan Belanja Daerah dan btrtir D.16.c Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 34 Tahun '2022 tentang Pedoman Penr,'usunan
APBD Tahun Angg;aran 2O23.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula setresar
Rp8.050.000.000,00 berkurang sebesar Rp3.612.776.924,OO menjadi
sebesar Rp4.437.223.076,00 atau 0,31% dari totd belanja daerah
sebesar Rpl.427.468.322.71a,OO dapat dianggarkan dengan dihitung
secara rasional dengan mempertrmbangkan realisasi Tahun Anggaran
2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatr,ya tidak
dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerirrtah

daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan
Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahwn 2O1')

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
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Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semrrla sebesar
Rp2O 4.O7 2.3 6 6.27 5,OO berkurang sebesan Rp4.348.37 4.O7 6, 0O menj adi
sebesar Rp,199.723.992.199,OO atau 13,99o/o dari total belanja daerah
sebesar Rpl.427 .,168.322.7 48,OO yang diuraikan pada:

a. Belanja Bagi Hasil semula sebesar Rp4.895.680.25O,O0 bertambah
sebesar Rp651.625.924,00 menjadi sebcsar Rp5.547.30€.174,OO
atau O,39o/o dari total belanja daerah sebesar
Rp1.427.46a.322.748,OO yang diuraikan antara lain ke dalam
rincian objek yaitu:
1) Belanja Bagr Hasil pajak Daerah Kepada Pemerintahan

Kabupaten/Kota Can Desa sebesar Rp5.202.320.174,00 atau
O,1Oo/o dar; total pendapatan pajak daerah sebesar
Rp52.023.201.739,OO;

telah memenuhi alokasr anggaran untuk Belarrja Bagi Hasil
Pa.jak Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar
lOo/o (sepuluh persen) dari Pajak Daerah, sebagainrana
diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (l) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 20i4 tentang Desa sebagaimana tel.rh
diubah terakhr'r dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman

PenJrusr^nan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada
Pemerintahan Desa sebesar Rp344.986.0o0,00 atau O, 107o dari
total pendapatan retribusi daerah sebesar Rp3. 449.860.000,00 ;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil
Retribusi Daerah kepa<ia Pemerintah Desa paling sedikit
sebesar lO% (sepuluh persen) dari Retribusi Daerah,
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah beberaoa kali terakhir dengarr
Peraturan Pemerintah llomor 11 Tahrrn 2019 dan butir
D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Angga ran 2023.

b. Belanja Bantuan Ke,-rangan serrrula sebesar Rp 199. 176.686.O25,O0
berkurang sebesar RpS.000.000.000,00 menjadi sebesar
Rp 194. 176.686.025,00 atau 13,607o dari total belanja daerah sebesar
Rpl .427 .46a.322 .7 48,OO yang diuraikan antara lain ke dalam rincian
objek yaitu:
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1) Belanja Bantuan Keuangart Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
semula sebesar Rp3.t397 .264.785,00 berkurang sebesar
Rp3.0OO.OO0.0O0,0O menjadi sebesar Rpa97.264.7E5,O0 atau
O,C6o/o dari total belanja daerah sebesar
Rp 1 .427 .468.322.7 48,Oo ;

2l Belanla Bantuan I euangan Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa semula sebesar
Rp 19 5.27 9 .42 I .24O,OO berkurang sebesar Rp2. 000. 000. 000, 00
menjadi sebesar Rp193.279.421.240,00 atau 13,54%0 dari total
belanja daerah sebesar Rpl.427 .46a.322.7 4a,OO.

dianggarkan dalam rangka keg'a sama daerah, pernerataan
peningkatan kemampuan keuangan, dan./atau tujuan tertentu
lainnya gu:ra memberikan manfaat bagi pemberi dan/atarr penerima
bantuan kcuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja rtrusan pemerintahan
wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan l<etentuan peraturan perundang-
undangan, antara lain urrtuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan
prioritas sebagaimana tercanl.um rlalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS

yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasicnal
Tahun 2023 sesuai der.gaa kewenangan Pemerintah
Kabupaten/Kota dan/ atau dalam rangka pemenuhan alokasi
belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman
COVID-L9 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek oemerintahan,
kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam
rangka penanganarr dampak inflasi sesuai ketenttran peratu.ran
perundang-undangan serta untuk memenuhi alokasi 

"nggaran
kesehatan.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan
pertanggungiawaban belanja. bantuan keuangan ditetapkan dalam
peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Belanja
Bantuan Keuangan sebagieimana diamanatkan dalam butir
D.16.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023, kecuaJi ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah semula sebesar Rp16.5C0.000.000,00
bertambalr sebesar Rp28.27 L444.S f 7,00 menjadi sebesar
Rp44.77 7.444.317,00 dirinci sebagair.-rana Tabel 18 sebagai berikut:



Tabel 18

Pembiayaan Daerah

Sisa L€bih Perhitungan Angtaran Tahun
Sebelumnya

Penerimaan Kembali gemberian Pinjaman
Deerah

PENCEI.UARAN PEMBIAYAAN

Fenycrtaan Modal Daerah

PEMBIAYAAN DAERAH 23.300.OOO.00J o o,ooo/. qr.zzt.ql+.gtz I,

I
24.27 r.444.317

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00% 44.77t.444.31720.000.oo0.000 0 28 .27 | .444 .317

0,00% 44.771.444.3t720.000.000.oo0 o

0

28.271.444.317

o,ooo/.L20,30"/"

t41,360/"

141,36% 0,00%

0,00o/o

0,00'/"3.500.000.o00 0 o,o0% 3.500.o00.o00 o,oo%

3.500.o00.oo0 0 0,00% 3.500.000.000

0

o

Pcmbayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh
Tempo

Trlict Pctubrt&
APBD T.hua

AlIEur!2023
(RDI

a.lldt T.rIGt
Pcrqbshan APBD

Trhun A.alE nn 2(Yl3
drn T.[Gt APaD

T.ht.r Aagg.nrt 2023
rRDl

% d.rl gou.th
Tergot Porubrhra

APBD t.hun
,turggrran ,O23

d.n T[3Gt .ilPBD
Trhun ADlg.tE n

2'}23
t%t

UrrLa
A:-BD Trhun Aogtanr 2023

(Rpl

(,6 drrl Tsgot
P.rubrhrr APBD
trhu! Anta.rur

2c,l3 dr8 Rrrlllrrl
SoEcat r I ?JBD
T.buo Argt rd!

2t2?
t%)

tar8. i R.rltr..l 8ca..tar
I
32 1=?t2 7=6|2 I 8=5r3I



Berdasarkan tabel di atas, kebijakan pembrayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalar. Ferubahan APBD harus
merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasiunal
yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan
berdasarkan pada keterrtuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD
merupalan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian
tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

3. Penerimaan Pembiayaan

Penerirnaan Pembiayaan dianggarkal semula sebesar
Rp2O.0OO.OOO. 0OO,OO bertamtrah sebesar Rp2a.27 L.444.3 L7,OO menjadi
sebesar Rp48.271.444.31700. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri
dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Sil-PAi semula
sebesar Rp2O.OOO.000.0OO,00 bertambah sebesar Rp2a.27 1.44 4.3 I 7, 0O

menjadi sebesar Rpaa.27 L.444.317,00 atau 3,38olo dari total bclanja
daeralr sebesar Rpl.427 .468.322.7 48,OO.

4. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp3.500.000.000,00 terdiri
dari Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp3.500.000.000,O0 yang hanya
diuraikan ke dalam objek Penyertaan I\tlodal Daerah pada Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp3.50O.000.000,00 yang dapat
dianggarkal dengan didasarkan pada Peraturan Daerah tent?.1g
Penyertaan Moda-l yang terlebih dahulu meri5rusun analisis irrvestasi
sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh
penasehat investasi yang independen darr profesiona-I, dal ditetapkan oleh
Bupati sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2O 12 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan
butir E.3.b Lamptan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penl'usunan APBD Tahtrn Anggaran 2023.

Dalam ha,l jur,rle*r penycnaan motial dimaksud telah ditetapkan dalam
peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal ciimaksud tidak inelebihi
jumlah yang telcantum dalarn peraturan daerah tentalg penyertaan
modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tidak perlu
melakukan perubahan atas peraturan daerah dirnalisud.

KESESUAIAN RANCANG.q.N PERATURAN DAERAH TENTANG PERTJBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHIJN ANGGARAN 2C23

DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN PERUBAHAN RENC.qNA KERJA PF;MERINTAH DAERAH (P-RKP)

SERTA PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (P-KUA) DAN
PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (P-PPAS)

i' Jumlah program dan kegiatan dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS, serta
Rancangan Peraturan Daerah diuraikan dalam Tabel 19 sebagai berikut:
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Tabel 19

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub llegiatan Rancangan Peraturan Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS

Jrffil.h Alokaai
ADgtBr8n (Rp,

Jumle}l Aloknsi
Aaggaran (Rp)

1.425.093..175.6 16,00 t.430.964.322.7 +6.OO

Julnla.L Alokasi
AnggrE! Ep)

(UA..
PPAS R.APBD

I 39
prog'am

89
prol{am

2

Jumlah
Program
Jud ei
KcEiatan

RKPD

90

l6l
kcciatan

3
Jumlah
Sub
Kegiatan

423
sub

kegiatan

161
kegiatirn

416
Sub

kegiat rn

1 .430.964.322.744,OO
416
Sub

kegiatan

No KctcranSan

162

2. Berdasarkan tabei di atas Jumlah F'rograrn, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
pada P-KUA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
lebih rendah daripada P-RKPD.

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub l(egiatan dalam Rancangan
Peratr-rran Daerah tentang Per,.rbahan Anggaran Penoapatair dan Belarja
Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
tentang Penjabaran Perubtr.tran Anggaran Pendapatan dan Belanja Da.erah

Tahun Anggar an 2023 berum berpedoman pada RKPD sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 3lO Undang-Undang l,lornor 23 Tahun 2O14
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan lIndang-Undang Nomor 6 'fahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harul mengupayakan
konsistcnsi pada sctiap tnh:rpan pere ilcanetan zrnggaran daerah, mulai clzrri

P-RKPD, P-KUA, P-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerat tentang
Perubahan Anggarlrn Pendapatan dan Belanja Daerah'la-l.un Anggelan 2023
sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal
17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan
Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, PengenCalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeralt, dan Pasal

23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasa-l 9O ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah seca Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2077 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 'l'ata

Cara Eva-luasi Rancangan Per'aturan Daerah tentang Rencana PembanS,unan

Jangka Panjang Daera-h dan Renqrna Pembangunan Jangka Me:rengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Fembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dal Rencana
Keda Pernerintah Daerah.
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Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yr.-rg
tidak tercantum dalam P-RKPD dan P-KUA serta P-PPAS tidak
diperkenankan untuk dianggalkan dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan
dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA
dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang
Bawang dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam
penerapErn tatanan normal baru, produktif dan arnan COWD-19 di berbagai
aspek kehidupari, baik asp!-k pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan
penganggaran belanja wajib dalam rangka penarrganzrn dampall rnflasi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan
darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan pemndang-
undangan yang lebih tin ggi setelah P-RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS

disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggar an 2023 disetujui bersama,
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat menyesuail<an program,
kegiatan dan sub kegiatan baru.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJ.{BARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUI\ ANGGARAN 2,023 DENGAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026

Kesesuaian program dengan Rencana Pembangunan Daerah sesuai xetentuan
Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang
APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran. yang tercantum cialam
Rencana Pembangunaa Daerah sebesar Rp 1 .425.093.475.6 f 6,00 sedangkan
yao.g tercantum dalam Ralcangan Peraturan Daerah
seoesar Rp 1.43O.968.322.7 4a,OO

2. Jumlah program yang tercantum daram Rencana Pembalgunan Daerah
Tahun 2023-2026 sejumlah 90 program sedangkan yang tercantum dalam
Rancangan Peraturan Daerah sejumlah 89 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Tuiang Bawang agar
memperhatikan:

1. Jumlah €rnggaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Tah:ur. 2023-2O26
bersifat indikatif, agar drpastikan belanja daerah setiap tahun dapat
dianggarkan sesuai deegan ketentuan peraturan perundang-undangan,
terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan
terhadap prioritas nasional.

2. Perubahan jumiah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada
hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi
Rancangan Akhir RKPD 2C23 serta Berita Acara Pembahi-.san KUA dan PPAS
Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesua:€rn program
mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerl'a Utama (IKU)
dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebaga:mana tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Kabupaten Tula-ng Bawang Tahun 2023-2026.
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I. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam menyusun Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun A:rggaran 20'23, selain memperhatikan
kebijakan dan teknis pe.Irusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
juga berpedoman kepada antara lain:

A. Dalam penJrusunan Rancangan Peratural Daerah tentang Perubahan APBD.
agar berpedoman kepada klasiSkasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaErn pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam
Peraturan Menteri Dalarr. Negeri Nomor 9O Tahun 2O19 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomcnklatur Perencanaan Pembanguna.n dan Keuangan
Daerah dan Keputusan Menteri Dalarrr Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pe;n utakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta dilaksanakan secara elektronik melalui
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 20 19 Lentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F. l.a Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman PenJrusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ,Anggaran 2023.

B. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
mempedomani ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Ncmor 6 Tahun 2023 dan Pasal 23 ayat (21,

Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahrun 2Ol9
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomcr 86 Tahun 2Ol7 ter,tang Tata Cara Perencanaan, Pengenda.tian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembang:nar Jangl<a Panjang Daerah dan
Rencana. Pembang'rnan Jangka Menengah L)aerah, Serta Tata Cara
Pcrubahan Rencana Pemhangunan Jangka Panjang Daerah, Rence.-ra

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.

C. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tehun
2024, Pemerintah Kabupaten Tulalg Bawang mettyediakan pendanaan
kegiatan pemilihan bersama dengan Pemerintah Pr<.rvinsi secara
proporsional sesuai beban kerla ma sing-masing sesuai deilgan tahapan
pilkada serentak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2O19 tentang Pendartaan Kegi:;tan Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Wali Kota yzlng bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana diubah dengan Perah rran Menter: Dalam Negeri Nomor 41

Tahun 2O2O, Surat Edaran Menteri Da,lam Negeri Nomo: 9O0.1.9.1/435/SJ
dan Nomor :9OO.1.9.115252/SJ tentang Pencianaan Kegiatan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan
Wakil Wali KotaTahttn 2024.
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D. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam menyusun Rancarrgan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran'2023 masih terdapat beberapa tahapan yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk
selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tulang Rawar,g agar berpedoman pada
tahapan dan jadwal proses penlmsunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai
ketentuan butir F. 1.a.6).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022 terrtang Peclo;nan Penyrrsunan Anggaral Pendapatan da-rl
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

E. Terdapat selisih lebih penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
pada

Penganggaran DBH sebesar Rp3.8 1 1.8323.900,00

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tirlang Bawang harus menyesuaikan
anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13O Tahun 2022 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belar^ja Negara Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp29 .27 5.54O. 00O,O0.

F. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar memperhitungkan kembaii
peningkatan anggaran PAD sebesar Rp 163.266.571.524,OO menjadi sebesar
Rplaa.297.47 O.438,OO mengingat Realisasi PAD pada tahun-tahun
sebelunrnya dan ;ealisasi sampai dengan 31 Agustus 2023 masih cuku.p
rendah dari yang dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentalg
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

G. Penganggaran target Pendapatan Bagi Hasil Pajak agar berpedoman pada
ketentuan butir C.2.b.4).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2O22 teriang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Surat Gubcr-nur Lampu.rg
Nomor 90012639 lW.O2 /2022 Tanggel 19 Juli 2022 teotarry Penganggaran
Pendapatan Transfer Antal Daerah, Pendapatal Bagi Hasil Pajak Provinsi
pada Perubahan Anggaran Pcndapatarr dan Bclania Dacrah Tahun Anggaran
2022 dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

H. Alokasi t'elanja pegawai dianggaruan sebesar Rp541.586.167.391,00 atau
32,33%o diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (tanbahan
penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan piofesi guru yang
bersumber dari TKD). Hal ini belum memenuhi ketentuan butir D.16.a. l)
Lampiran Peraturan l\lenteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Peny.usunan APBD Tahun Anggaran 2023.

I. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus mengganggarkan Kekurangan
Pernbayaran Kewajiban Iuran Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan
sebesar Rp16.959.2C3.055,00 (per agustus 2023) dengan rincian:

a) Iuran Pemerintah Daerah sebesar Rpl f .528.832.447,OO;
b) Pekerja Bukan Penerima Upah Peraerintah Daerah - Pemeintah Daerah

sebagai Penyelenggara Negara sebesar Rp4.OO8.5O2.5OO,0C;

c) Bantuan hrran Pekerja Bukan Penetima Upah Pemerintah Dacrah
sebesar Rp338.39 1.200,00;

d) Bantuan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah Mandiri sebesar
Rp302.8r 1.600,00;

e) KP Desa sebesar Rp777.565.308,00.
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Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nornor 64 Tahun 2O2O dan Peraturan Menteri I(euangan
Nomor 78/PMK.O2/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi
Iuran Peserta PBI Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta PBPU dan Peserta
Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III,
Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerla Bukan Penerima Upah Dan Peserta
Bukan Peke{a Dengan Manfaat Pelayanan Di kuang Perawatan Kelas III
Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabtrpaten Tulang Bawang ag€rr menyesuaikan Alokasi
Anggaran DAK Non Fisik sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomcr 266 Tahun 2023 teitang Perubahan Rincian Dana Alokasi
Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2O23.

K. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahar, Anggar,rn
Pendapatan dan Belanja Daera-h Tahun Anggartt 2023 dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang f'erubahan Penjabaran .otnggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PtrRUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAIIJA DAERAH T1\HUN ANGGARAN
2023

I

1 Konsiderans Menimbang hun:f a diubah menjadi:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Femerintahan Daerah
sebagaiman telah drubah beberapa kali teralhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan pasal 177 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Kepala Daerah wajib merrgajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeralr
kepada Dewan Perwakilan Rat<yat Daeralr untuk memperoleh
Persetujuan Bersama;

b.....;
c. ... .;

2 Konsiderans Mengingat:
a. angka 7 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Ind<.rnesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lerrrbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang Nomoi 6 Tahun

2023 (l*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

4 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

b. angka 9 diubah menjadi lJndang-Undang Nomor I Taht:n 2022

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan l,embaran Negara Repubiik Indonesia

Nomor 6757);
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c. angka 21 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2O 17 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 106, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Peme.intah Norncr 1 Tah,rn 2023 (Lembaran Negara ,lepublik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran l{egara
Republik Indonesia Nomor 6847);

d. angka 8, angka 11, angka 26, angka 33, angka 40, angka 42,
angka 48 dan angka 49 dihapus.

e. angka 37 dan angka 38 lengkapi lembar pengundangannya.
f. angka 45 dan angka 4ti diubah menjadi Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 202 1 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi da,r Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi Dan Nomelrklatnr Perencanaan Dan Keuangan Daerah
sebagaimna telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Ta}r:un 2022.

g. tambahkan:
l) Peraturan Pemerintah Nornor 35 Tahun 2023 tentang

Ketentuan Umum Pqjak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer kr: Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

3) Peraturan Presiden No:nor 130 Tahur:. 2022 teiltang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023 (l*mbaran Negara Republik Indonesia Tah:.:rr 2022
Nomor 2 15);

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonror 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusar Bencara Dae'rah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Iadonesia Tahun
2018 Nomor 1541);

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 14 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayalar Minimal Sub Urusan Kebakaral Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1619);

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
terrtang Klasifikasi, Kode{ikasi, Dan Nomer,klatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keturngal Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Itlomor 1447);

8) Peraturan Menteri PendidiLan, Kebudayaan, Riset, dan
1'ekrologi Nomor 32 'ia.hun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendi<iikan (Berita Negara Republik
Indonesia Talrun 2022 Nomor 677);
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9) Peraturan Bupati T\rlang Bawang tentang Rencana
Pembangunan Daerah'lahun.....;

Dengan adanya perubahan dasar hukum, pencantumannya agar
disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

3. Diktum Menetapkan, jenis dan nama y€rng tercantum dalam judul
peraturan daerah, dicantumkan kembali tanpa frasa Kabupaten
Tlrlang Bawang, sesuai ke.entuan angka 58 Lampiran il Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagarmana telah diubreh beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

4. BatangTubuh.
a. Pasal I tambahkan batasan pengertian atau definisi, singkatan

atau akronim ya:rg bersifat umum yang berlaku bFgr pasa- atau
beberapa pasal berikutnya sesuai ketentuan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah <ierrgan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

b. Frasa Tahun Anggaran 2022 pada Pasal 9ayat(1) diubah menjadi
frasa Tahun Anggaran 2023.

c. Pasal 10.

1) Angka 4 diubai menjadi:
Lampiran IV: REf3PITULASI BELAIIJA DAN
KESESUAIAN MENURUT URUSAN PEMERINTA.HAN
DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGI,ATAN, DAN SUB
KEGTATAN BESERIA INDIKATOR DAN TARGET
KINERJANYA;

2) Tambahkan Lampiran X baru:
Lampiran X: SINI(RONISASI MAJOR PROJECT
DENGAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;

3) Angka l5 diubah menjadi:
LampiTan XV : DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK
(MULTI YEAR,!;
Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022 tertang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dengan adanya perubahan nomenklatur lampiran,
penulisan lampiran agar menyesuaikan.

5. Lampiran
a. Lampiran I

1) pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran
cantumkan:
LAMPIRAN....,.
PERATURAN DAERA}I KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR..... TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH AHUN ANGGARAN 2023

2) Penulisan judul lampiran cukup dicantumkan pada
halaman pertama.

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

b. Lampiran II, agar dicantumkan kolom bertambah/ (berkurang)
dalam bentuk Rupiah (Rp) dan Persentase (7o).
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c. Lampiran III.
1) Judul diubah menjadi: RINCIAN PERUBAHAN APBD

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAI{ DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN.

2) Pada kolom dasar hukurn, cantumkan dasar hukum
perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar
hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada
kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukurn
perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub
kegiatan, sesuai ketentuan larnpiran Peraturan lUenteri
Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman
Pengeloiaan Keuangal Daerah.

3) Ruang penandatanganan oleh Bupati cukup dicantunrkan
pada halaman terakh ir lampiran.

d. Judul Lampiran IV diubah rnenjadi REKAPITUL\SI
PERUBAHAN BEI.ANJA DAN KESESUAIAN MENURUT
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, DAN SUB KEGIA.TAN BESERTA INDIKATOR DAN
TARGRI KINERJAT{YA.

e. Tambahkan Larnpiran X Baru yaitu SINKRONISASI MAJOR
PROJECT DENGAN DUKUNGAN PROGRAM PRIOR.ITAS
DAERAH.

f. Lampiran X diubah menjacti Lampiran XI.
g. Lampiran XI diubah menjadi Lampiran )ilI.
h. Lampiran XII diuban menjadi Lampiran XIII.
i. Lampiran XIII diubah rrrenjadi la.mpiran XIV dan judul

lampiran dilengkapi menjadi DAFTAR PERKIRAAN
PENAIVIBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETP.P DAERAH
DAN ASET LAIN-LAII{.

j. Larnpiran XIV diubah menjadi Lampiran XV dan judul lampiran
diubah menjadi DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK
(MWTIYEARq.

k. Lampiran XV diubah menjadi Lampiran XVI.

l. Lampiran XVI diubah menjadi Lampiran XVII.

RAPERBUP TENTANG PEN.]ABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ATIGGARAN 2023.

1. Konsideran menimbang diubah menjadi:

"bahrva untuk melaksanakan ketentuan pasal l1 Peraturan Daerah
Nomor.... Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggar an 2O23, perlu menetapkalr Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pembahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023".
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2. Konsiderans menginga t :

Agar disesuaikan dengan hasil koreksi pada rancangan peraturan
daerah dan tambahkan Peraturan Daerah ;

3. Diktum Menetapkan, jenis dan nama yang tercanturn dalam judul
peraturan daerah, cl:cantur:rkan keml-rali tanpa frasa Kabupaten Tulang
Bawang, sesuai ketentuan angka 58 Lzrrrpiran II Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana telah dirrbah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022.

4. Batang tubuh
a. Tarnbahkan beberapa pasal yang menguraikan f merir,ci lebih lanjut

terhadap ketentua:l Pasal 2 rancangan peraturan bupati, seterah
ditambahkan maka urutan pasal-pasal berikutrrya rnenyesuaikan.

b. Pasal 3 nomenklatur judul iampiran diubah dengan nrenamhahkan 3
(tiga) lampiran baru yaitu Lampiran XI, XII, dan XIII sehingga
menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

I.LAMPIRANI : RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
YANG DIKLASIFIKASI MENURTIT KELOMPOK,
JENIS, OBJI)K, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB
RINCIAN OBUEK, PENDAP.A.TAN, BELAI{JA, DAN
PEMBIAYAAITI;

2. LAMPIRAN II : PENJAI}AR,IN PERUBAHAN APBD MENURUT
URTTSAN PEIVIERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM, KECIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCTAN OBJEK,
DAN SUB RINCIAN ORIEK PENDAPATAN, BELANJA,
DAN PEMBIAYAAII;

3. LAMPIRAN III : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA,
DAN BESARAN HIRAH;

4. LAMPIRAN IV : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA,
DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL;

5. LAMPIRAN V : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENEIRIMA,
DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
UMUM DAN BERSIFA'T I(HUSUS;

6. LAMPIRAN VI : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAI PENERIMA,
DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL;

7. LAMPIRAN VII : RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT
URUSAN PEMERIhITAFIAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIAIAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DP.N RINCIAN OBJEK
DAN SUB RII,ICIAN OB.IEK PENDAPATAN, BELANJA
DAN PEMBIAYAAN;

8. LAMPIRAN VIII : RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MII{YAK
BUMI DAN PERTAIVIBANGAN GAS
ALAM/TAMBAHAN DBH-MIN-IAK DAN GAS BUMI
MENURUT URUSAN PEMEzu1\TAHAN Dq.ERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGI"ATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN
RINCIAN O&JEK, DAN SLTB RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA DI\N PEMBIAYAAN;
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9. LAMPIRAN IX : SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAII
KI^BUPATEN PADA DAERAH PERBATASAN DALAM
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAIIAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJI\BARAN PERUBAHAN
APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS
PERBATASAI'I NEGARA;

IO.LAMPIRAN X : REKAPITULASI DAN SINKRONISASI PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJABAR,IN PERUBAHAN
APBD YANG DISAJIKAN BERDASARKAN SUMBER
DANA;

II.LAMPIRANXI : DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA KAPITASI
PER FKTP;

I2,LAMPIRANXI : DAFTAR ALOKASI ANGCARAN DANA ROS PER
SEKOLAH;

13. LAMPIRAN XI1I : FORMULIF. KOMI,I'MEN PEMERINTAH DAERAH
MEI{GANGGARKAN BARAI.IG DAN JASA SERTA
BEI"AIYJA MODAL BERUPA PRODUK DALAIVI
NEGERI (PDN), TINGKAT KOMPONBN DALAM
NEGERT (TKDN).

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Ncmor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penl'usunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
TahunAnggaran 2023. .

5. Lampiran
a. Lampiran I

1) pada pojok kanan atas halaman p?rtama lampiran cantumkan:
LAMPIRAN......
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR..... TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPAT.P}I DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAT\ 2023

2) Penulisan judul lampiran cuk'rp dicantumkan pada halaman pertama
lampiran.

Lampiran selanjutnya menyesue,jkan.

b. Lampiran II
Kolom penjelasan, agar mencantumkan:
i. Dasar hukum pendapatan.

ii. Penganggaran belanja drsertai penjelasan mengenai dasar hukum,
lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah
diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.

iii. Penganggaran pembiayaan diseltai penjelasan mengenai dasar hukum,
sumber penerimaan pembia5'aan untuk kelompok penerintaan
pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk keloinpok
pengeluaran PembiaYaan.
Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalarn Ncgeri Nomor 77 Tahttn
2020 tentang Pedoman Telmis Pengelolaan Keuangan Da'erah'

c. Judut Lampiran III diubah menjadi DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT

PENERIMA, DAN BESARAN HIBAH.

r1. Judul Lampiran IV diubah menjaci DAF-IAR NAMA PENERIMA, ALAMAI

PENERIMA, DAN BESARAN BAN'TUAN SOSIAL.
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e. JuCul Lampiran V diubah menjadi DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT
PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT.UIITUM DAN
BERSIFAT KHUSUS.

f. Judul Lamprran VI diubal rnenjadi DAFTAR NAIIA PENERIMA, ALAll,\T
PENERIMA, DAN BESARAN BELANJA BAGIH HASIL.

g. Judul l,ampiran WI diubah menjadi RINCIAN DANA OTONOMI KHLTSUS
MENURUT URUSAN PEIVIERINTA.HAN DAERAH, ORGANISASI, 9ROGRAM,
KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN
OBJEK DAN SUB RINCIAN OB'-IEK PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN;

h. Judul Lampiran VIII diubah menjadi RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN
MINYAI( BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-
MII{YAK DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OB.JEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN;

i. Judul Lampiran IX diubah n:enjadi SINKRONISASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAERAH PADA DAERAH PERBATASAN D^A.LAM

RANCANGA].I PERATURAN DAERATI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH DENGA}{ PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN
NEGARA;

j. Judul Lampiran X diubah menjacli REKAPITULASI DAN SINKRONIS.C,SI

PERATURAI{ BUPATI IENT.A.I{G PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANC
DISAJIKAN EERDASARKAN SUMBER DANA

k. Judul Lampiran X diubah menjadr LAMPIRAN VIII : RINCIAN DBH-
SDA PERIAMBANGAN MII{YAK BUMI DAN PERTAMtsANGAN GAS

ALAM/TAMBAHAN DBH.MII{YAK DAN GAS BUMI MENURUT URTJSAN

PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB

KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OzuEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB

RINCIAN OBJEK PENDAPATAII, BELANJA DAN PEMBIAYAAN;

L Judul Lampiran X diubah menjadi LAMPIRAN IX : SINKRONISASI

KEBIJAKAN PEMERIN,TPH DAER./\H KABUPATEN PADA DAERAH

PERBATASAN DAI,AM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PERUBAHAN APtsD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENIANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS

PERBATASAN NEGARA;

m.Judul Lampiran X diubah menjadi :

LAMPIRAN X : REKAPITULASI DAN SINKRONISASI PERATURAN BUPATI

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DISAJIKAN

BERDASARKAN SUMBER DANA;

n. Judul Lampiran XI diubah menjadi :

LI.MPIRAN XI: DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA KAPITASI PER

FKTP;
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o. Judul Lampiran XII diubah menjadi

LAMPIRANXII : DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA BOS PER
SEKOLAH;

p. Judul Lampiran XIII diubah menjadi :

LAMPIRAN XIII : FORMULIR KOMITMEN PEMEzuNTAH DAERAH
MENGANGGARKAN BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL
BERUPA PRODUK DALAM NEGERI (PDN), TINGKAT KOMPONEN DALAM
NEGERT (TKDN).

Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023.

Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaal dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini,
tetap harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERIIUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNNDI


